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GUBERNUR RIAU

KATA PENGANTAR

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada Bab IV Pasal 8 Ayat (1)
menyebutkan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh
pemerintah, kemudian pada Pasal 9 Ayat(2) dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan
tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan
memperhatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional

pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan suatu daerah senantiasa didasarkan atas pemanfaatan sumberdaya
alam, makin banyak suatu daerah mempunyai sumberdaya alam dan makin mampu
mengefisiensikan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut maka semakin baiklah harapan

akan tercapainya keadaan ekonomi yang baik untuk jangka panjang.

Kita ketahui keterbatasan sumberdaya merupakan suatu kendala pembangunan

nasional yang perlu mendapat perhatan karena sudah dalam keadaan kritis, sebagai

dampak meningkatnya kebutuhan untuk pe mbangunan pada berbagai sektor.

Penanggulangan masalah lingkungan hidup tdaklah mudah, karena berbagai konflik
dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang antara pembangunan dengan
kuantitas, dimana yang pertama menginginkan pembangunan sekaligus mengembangkan
segi kualitas hidup, dan yang lain mengutamakan pertumbuhan untuk menghasilkan

pertambahan mafteri.



Kunci dari pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana masyarakat yang
terlibat diuntungkan secara berkelanjutan melalui pelestarian yang lebih menyelamatan
manusia, sedangkan sumberdaya alam dan lingkungan yang dieksploitasi dijaga
kelestariannya secara konsisten terhadap potensi dan daya dukungnya. Dalam pengelolaan
lingkungan hidup manusia harus mampu dan berani menunjukkan keterbatasan dirinya.
Bukan upaya memprakiekkan ilmu pengetahuan dan feknologi yang dikuasainya untuk
merenggut segala yang ada di bumi ini, tetapi justru pengendalian dirinya dalam batas

toleransi lingkungan hidup dimana ia berada.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah secara teratur akan menjadi
bahan rujukan bagi pengambil keputusan dalam upaya mengintegrasikan aspek lingkungan
ke dalam kebijakan pembangunan. Status Lingkungan Hidup Daerah dapat dijadikan acuan
untuk perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya dengan melihat berbagai
permasalahan lingkungan hidup yang ada. Dengan adanya Laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah ini diharapkan dapat lebih awal mengantisipasi adanya penyimpangan dalam

pengelolaan lingkungan sehingga tidak memberikan dampak yang lebih luas.

Selanjutnya kritk dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi
penyempurnaan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah untuk masa yang akan datang,
dan tdak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau ini, semoga bermanfaat bagi kita

semua.
Pekanbaru, Desember 2007

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL
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Babl. Pendahuluan

BAB |
PENDAHULUAN

1. 1. Lafar Belakang

Pembangunan nasonal merupakan integral dari pembangunan regional atau
daerah-daerah di bawahnya. Keberhasilan pembangunan nasional sangat
ditentukan oleh keberhasilan implementas pembangunan di seluruh daerah. Karena
itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan
berkelanjutan, pelaksanaannya di daerah sangat ditentukan oleh para pengambil
kebijakan, shingga pelaksana pembangunan di daerah sangat dituntut untuk
memahami dan memiiki wawasan tentang konsep pembangunan berkelanjutan
tersebut.

Kebijakan tentang pembangunan yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari
kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth
Sumnit) Tahun 1992 di Rio De Jeneiro, Brazl yang selanjutnya dievaluas melalui
petemuan Wordd Summit On Sustainable Development (WSSD) di Johanesburg
Afrika Selatan September 2002, yang menghasilkan 3 tiga) dokumen utama yaitu
“Johanesburg Declaration On Sustainable Development ” program aksi dengan
target waktu dan sasaran implementasi pembangunan berkelanjutan, ‘Johanesburg
Plan Imple mentation® dan inidatif kemitman pembangunan berkelanjutan. Ketiga
dokumen tersebut menjadi dasar dan panduan dalam upaya bersama masyarakat

dunia menjdankan pembangunan be rkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan biasanya akan terkendala oleh
munaulnya berbagai isu lingkungan sebagai akbat adanya benturan dan lonflik
kepentingan antara ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dengan jumlah
populasi yang menggunakan dan mengekploitasinya. Benturan dan lonflik
kepentingan ini menmbulkan berbagai beban pada lingkungan yang pada akhimya
akan menjadi masalah, seperti : terjadinya pencemaran air, udara, tanah, pendutan
keanekaragaman hayati, bertambahnya luasan lahan kiistis, meningkatnya kasus
kebakaran hutan dan lahan, meninglkatnya jumlah sampah perkotaan (domestik),
dan lainnya. Disamping itu juga terjadinya lketerbatasan, ketidak adilan dan

kekurang merataan hak rakyat untuk mengakse s sumberdaya alam yang ada.

Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan tersebut perlu dicerm ati
dengan suatu kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah

lingkungan. Suatu kebijakan yang sudah diambil akan tepat sasaran dalam
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pengimplementasinya apabila adanya informasi dan data yang jelas dan akurat.
Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daermah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai
wewenang penuh mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang dimilikinya
secara bertanggung jawab terutama terhadap keberadaan dan londisi lingkungan di

wilayahnya masing-masng.

Keberadaan sumber daya alam yang dimilik oleh suatu daerah walaupun
merupalkan hak suatu daerah tetapi dalam penggunaannya hamus bertanggung
jawab terutama untuk keberanjutannya. Dengan demikian suatu perencanaan
pembangunan harus sudah mengakomodasi kan tentang rencana pengekploitasian,
kemampuan dan kebendanjutan sumber daya alam yang dimiliki demi kepentingan
generasi selarang dan generasi mendatang. Untuk keperuan tersebut dan guna
membuat suatu perencanaan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut
kekayaan sumber daya alam suatu daerah, akan memerukan informas tentang
keadaan kondid/profil lingkungan hidup propins serta kabupaten atau kota yang

bersanglutan.

1. 2. TujuanPenyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tujuan dari penulisan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Propinsi Riau tahun 2007 adalah :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentas untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;

2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari

sistem pelaporan publik setta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;

3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda)dan kepentingan

penanaman modal (nvestor);

4. Menyediakan informas linglungan hidup sebagai sarana publik untuk
melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan
(Good Environmental Gowvernance) di daerah, serla sebagai landasan publik
untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga
ekse kutif, legidatif dan yudikatif.
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1. 3. Visi dan Misi Pembangunan Propinsi Riau

1. 3.1. Visi PembangunanPropinsi Riau

Viss Pembangunan Daerah Riau untuk jangka panjang hingga tahun 2020 yang
merupalan kristalisasi komitmen sluruh lapisan masyarakat Riau, telah di sepakati
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau, yaitu :

“Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan
Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan
Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk membeiikan gambaran scara nyata sebagai upaya penjabaran Visi
Pembangunan Riau 2020, maka perlu vid antara dalam vis 5 tahunan agar stiap
tahap untuk periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai
dengan kondisi, kkmampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-
ukuran Knefa pembangunan. Untuk itu pada tahun 2004 - 2008 ke depan sebagai
‘penggalan lima tahunan kedua” daii Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Riau
Tahap Pertama periode Tahun 2001 - 2003 guna mewujudkan Vis Pembangunan
Riau 2020 secara berkelanjutan dan kondsten, mala dirumuskan vid antara

sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mengentaskan Kemiskinan,
melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan Pembangunan sektor
Pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan

budaya melayu secara proposional dalam kerangka pemberdayaan”.

Perwujudan visi sampai tahun 2008 tersbut, adalah dalam rangka menganglat
mamah, derajat, harkat dan martabat masyarakat dan daerah Riau sebagai bagian
dari upaya mewujudkan Visi Riau 2020, yang dilaksanakan dengan menggunakan

tiga pendekatan, yakni :

a. Mengentaskan kemiskinan ; adalah merupakan pendelkatan pembangunan
yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahterman dan
harkat yang manusawi. Sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi
namun memberikan pengaruh yang luas tethadap berbagai aspek kehidupan
masyarakat tidak hanya mengakbatkan masyarakat yang mengalami
kemiskinan, melainkan juga menjadi rendah nilainild kemanusiaannya dan
tidakiataupun kurang bermarwah. Melalui instrumen lebijakan ekonomi baik
secara makmo maupun mikro yang ditujukan pada pemberantasan kemisknan,

secamra indikatif akan dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskn di
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Propinsi Riau pada dari 22,19 persen tahun 2004 akan menjadi lebih rendah
lagi, yakni sekitar 17,39 persen pada tahun 2008 (nasional penurunannya 0,9%
per tahun). Salah satu fakor penyebab terjadinya kemiskinan, adalah
kesenjangan hasil-hasl pembangunan yang dapat dinikmati antar kelompok
masyarakat, antar wilayah Kabupaten/Kota, dan antara perkotaan dan
pedesaan. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah yang belum
sepenuhnya dapat meningkatkan  kesejahteman rakyat tempatan.
Permasalahan demikian dierabolasi pula oleh kepemilikan aset produktif yang
tidak merata dan sangat tidak adil akbat mekanisme pasar yang dipengaruhi
secama signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan masa lalu yang kurang
berpihak kepada masyarakat miskn. Hal ini menjadi semakn dirasakan sangat
berat, karena rendahnya mutu sumberdaya manusia yang memiliki kkmampuan
untuk eksis ditengan-tengah perbaikan sistem sosial ekonomi nasional, regional
dan global yang sangat pesat Disamping itu, terjadi pula penurunan kualitas
kependudukan yang dipengaruhi oleh arus migmas penduduk yang tidak
memiliki fakior produks yang memadai, terutama skill dan asset yang dibawa
dalam proses migrasi tersebut.

Menanggulangi Ketertinggalan Sumberdaya Manusia ; kebodohan sebagai
cermin dari rendahnya mutu sumberdaya manusa, dan rendahnya mutu
sumberdaya manusa memunculkan stigma “bemarwah rendah”. Hal tersebut
disebablkan oleh karena kebodohan adalah merupakan faktor causa prina
dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga individu
ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi
objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek
yang bemperan scara aktif dalam pembangunan. Rendahnya mutu sumberdaya
manusia Riau ditandai dengan cukup besamya jumlah penduduk berusia 10
tahun ke atas yang pada tahun 2004 tidak memiliki ijazah sskitar 24,48 persen
dan 30,43 persen berijazah tertinggi Selolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Sementara itu yang berijazah pendidikan teringginya Diploma I, Il sektar 0,57
persen, Diploma Il sekitar 0,87 peren dan yang berijazah S1 hanya sekitar
1,69 persen. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya kemampuan
dalam menyerab kemajuan teknologi dan menikmati hasil-hasl pembangunan
termasuk memperdapkan diri dalam meningkatkan daya saing dibidang
ketenagake fjaan. Instrumen kebijakan pada pembangunan bidang peningkatan
sumber daya manusia, mutlak dilakukan untuk 5 tahun mendatang, mengingat

bahwa tingginya ftingkat mutu sumberdaya manudsa adalah merupakan
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cerminan dari tingkat peradaban dan martabat manusa atau kelompok
masyarakatnya. Untuk itu harus terdapat upaya kongkrit untuk meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia secara merata, adil dan terjangkau dan mudah
dimanfaatkan oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat daerah Riau.
Berbagai kendala yang menghambat masyarakat untuk mengakses dunia
pendidikan umum dan kejuruan, harus diminimalisir dan pada akhimya
dihilangkan. Oleh karenanya pada masa 5 tahun mendatang Pemerintah
Daerah Riau mem prioritaskan dan mengedepankan berbagai kebijakan bidang
pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya kemudahan dalam mengakses
pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang (terutama jenjang pendidikan
dasar dan lanjutan) oleh segenap lapisan dan golongan masyarakat, terutama
bagi golongan masyarakat miskin dan suku terkebelakang dalam suasana

agamis.

Peningkatan Infrastruktur ; sangat diperlukan untuk melancarkan dan
menaikseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di beibagai aspek
kehidupan, temtama untuk mengentaskan kemisknan dan mengatasi
kebodohan. Meningkatkan dalam arti kualitas maupun kuantitas, yang meliputi
fasilitas transportad (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas
komunikasi, dan fasilitas air bersih, sangat diperukan. Sebab dengan
tersedianya infrastuktur yang memadai, disamping akan mengembangkan
potensi sumber daya manusia juga akan mengembangkan potensi sumberdaya
alam secarm optimal dan mengeliminas lkesenjangan antar kelompok
masyarakat, antar wilayah labupaten/lota, dan antara perdesaan dengan
perkotaan, yang pada akhirnya akan semakin mengangkat dermjat, harkat,
martabat dan marwah rakyat dan daerah Riau yang eksistensinya akan semakin

diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

1. 3. 2. Misi Pembangunan Propinsi Riau

Untuk mewujudkan Vid Pembangunan Propinsi Riau selama kurun waktu 2004 —

2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan Visi Pembangunan Riau 2020,

maka kedepan Misi Pembangunan Propinsi Riau yang dilaksanakan bertumpu

pada komitmen yang tertuang dalam hal sbagai berikut :

a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan propesional,

moral dan keteladanan pemimpin dan aparat (reinventing government);

b. Mewujudkan supremas hukum (law e mforcement) dan penegakan hak azazi

manusia (human right),
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c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok

masyarakat (spread of development equilibrium betwen region dan society),

d. Mewujudkan perekonomian berbass potens sumberdaya daerah dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan (empowerment of society base econony);

e. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendptakan kehidupan

masyarakat agamis

f. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan
memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen
pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan
memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas serta pembangunan

agama, £ni budaya dan moral (human resource s develop ment);

g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produks,
komunikasi dan informasi srta pelayanan publik (acce ssibility on infrastructure

and publik service);

h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan
sebagai lini tedepan dalam mengatasi berbagai pemasalahan sosial dan
ekonomi masyarakat pedesaan (e npowerment of soscial And rural institution);

i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yaitu kelangsungan budaya
melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat

pemersatu dari berbagai etnisyang ada (strengthening of Malay Cultur);

j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

develop ment).

1. 4. Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau

1. 4.1. Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Tantangan ke depan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Propins Riau disatu

sisi adalah ssmakin berkembangnya tuntutan akan pemanfaatan sumberdaya alam,
d d¢s lain tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan akan kualitas lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan
dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup
yang hamus dapat mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan
daerah, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sigim ekonomi

kera kyatan.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 -6



Babl. Pendahuluan

Pola pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat memberikan akses kepada
masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal dapat berkesempatan dan berperan
serta akif meninglkatkan kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam secara
berkelanjutan. Peningkatan ekonomi masyarakat serta penegakan supremasi
hukum lingkungan juga merupakan hal penting dalam mendorong fungs kontrol

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengarahkan pencapaian pembangunan lingkungan hidup di daerah
ditetapkan Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Optimal Melalui
Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang
Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Visi pengelolaan lingkungan hidup yang telah dirumuskan mengisyaratkan agar
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam vyang berkelanjutan dan
berkeadilan, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan
daerah, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu

yang ditetapkan.

1. 4. 2. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai penjabaran dari Vis dan Misi Pembangunan Propinsi Riau yang telah
dirumuskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propins Riau, mala
ditetapkan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Riau, yaitu sebagai
beri kut :

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian Dampak Lingkungan
Hidup

Pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan sejalan dengan im plimentasi
Otonomi Daerah dalam pengelolaan ingkungan hidup, dengan mekanisme dan
tatakerja kelembagaan yang efektif, Sumberdaya Manusia dan atau Aparatur
yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang profe sonal. Dalam
melaksanakan tugasnya, organisasi tersebut perlu didukung dengan sarana dan
prasarana yang memadai sehingga dapat memenuhi sendi sendi tata laksana
layanan umum seperti kejelasan, kepastian, keamanan, efisen, efektif, keadilan

dan letepatan waktu.

2) Perencanaan dan Kebijaksanaan Pengendalian Dam pak Lingkungan Hidup
Yang Terkoordinasi, Terintegrasi dan Sinergi Didukung Kerjasama Antar
Daerah.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 -7



Babl. Pendahuluan

3)

4)

5)

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik
ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya dan sangat erat kaitannya dengan
berbagai bidang kegiatan sepert industri, pertanian, kehutanan, pariwisata,
pertambangan, perhubungan, perdagangan dan dunia usaha maupun hubungan
luar negeri. Oleh karena itu, keterpaduan program dan atau kegiatan, koordinasi
antar lembaga dan antar bidang pembangunan setta kerjasama antar daerah

merupalan prasyarat bagi keberhasilan usaha pengelolaan lingkungan hidup.

Pengembangan Kajian Dampak Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan
Kualitas Lingk ungan.

Berbagai kajian dalam pengendalian dampaklingkungan seperti Kajian AMDAL,
UKL dan UPL, Audit Lingkungan dan kajian lainnya dalam pengaturan
pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen4instrumen penting dan
efekiif dalam mengendalikan kegiatan usaha yang agar dapat mengatur
kegiatan usahanya untuk melakukan upaya-upaya sehingga tidak mengganggu
kualitas dan daya dukung lingkungan. Pembinaan dan penilaian kelayakan
lingkungan kegiatan usaha pada suatu lokasi dan evaluas kinerja pelaksanaan
pengelolaan scara berkelanjutan perdu dilembangkan terus agar

penerapannya dapat optimal di daerah.

Penge ndalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Efektif
dan Efisien.

Setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan
mengandung resi ko tethadap lingkungan baik dalam bentuk kerusakan maupun
pencemaran lingkungan. Makin meninglkat intensitas kegiatan pembangunan,
semakin besar pula resiko dampak lingkungan yang akan teifjadi. Kondisi ini
memerukan upaya pe ngendalian yang bertujuan meminimadkan dam pak negatif
dan meningkatkan/mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan tersebut.
Upaya pengendalian tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan pengaturan
pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluas sehingga resko terhadap

lingkungan dapat diketahui dan ditekan sedini mungkn.

Penegakan Hukum Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan hukum lingkungan, peran serta, kesadaran dan kepedulian
masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah dan organisasi non
pemerintah (omop) merupakan aspek penting bag leberhasilan usaha

pengendalian kerusakan, pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Aspek-
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aspek tersebut berkaitan erat dengan pembinaan organisasi masyarakat,
peningkatan pengetahuan, pengembangan sistem informasi lingkungan dan
aksesinformasi kepada masyarakat, lomunikasi dan pengembangan kerjasama
antar lembaga dan daerah yang harmonis, sinergi, transparan dan akuntabel
sejalan dengan pengembangan pemerintahan yang bersih (GJean Goverment

dan Good Gavemance)

1. 5. Gambaran Umum

1. 5.1. Kondisi Geogr afi

Propinsi Riau terdiii dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang
101.823,60 km? sebesar 17.686,00 kn? (17,54 %) merupakan daerah lautan dan
perairan umum, dan 82.965,60 kn? (82,46 %) daerah daratan. Keberadaannya
membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara
01°05'00” Lintang Selatan sampai 02°25'00”’ Lintang Utara atau antara 100°00'00”
Bujur Timursampai 105°05'00” Bujur Timur.

Di daerah daratan Propinsi Riau terdapat 15 sungai, diantaranya ada empat sungai
be sar yang mempunyai arti yang sangat penting bagi berbagai akiivitas kehidupan
seperti £bagai sarmna perhubungan. Ke empat sungai besar tersebut adalah;
seperti sungai Siakdengan panjang 300 kn dan kedalaman 8 -12 m, sungai Rokan
dengan panjang 400 km dan kedalaman 6 -8 m, sungai Kampar dengan panjang
400 km dan kedalaman lebih kurang 6 m dan sungai Indragiri dengan panjang 500
km dan kedalaman 6 -8 m. Ke empat sungai tersebut membelah dari pegunungan
dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu

dipengaruhi pasang sumt laut.
Batas-batas daerah Propinsi Riau adalah:

- Sebelah Utara . Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

- Sebelah Barat . Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara

Daerah Propinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu,
Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir)
dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provind Riau, dan Kota
Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh sorang Bupati, dan Kota dikepalai oleh
seorang Walikota. Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Propins Riau terdapat 120

kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa
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yang dilkepalai oleh seorang Lurah/Kepala Desa. Data tahun 2004 menunjukkan
bahwa di daerah ini terbagi atas 1408 kelurahan/de sa.

Gambar 1. 1 : Peta Administrasi Propinsi Riau

e Sumber : Bappeda Propinsi Riau, 2003.

1. 5. 2. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Propind Riau pada umumnya tersusun oleh beberapa ragam
jenis batuan seperti batuan sedimen, batuan malihan, batuan terobosan dan sdikit
batuan gunung api. Dan secara topografi, kondisis fisiklahan Propins Riau terdiri
atas daratan, rawa, petbukitan dan kepulauan. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah
Propinsi Riau dengan ketinggian 0 - 10 m diatas permukaan laut sluas 4.991.768
Ha (52,78 persen), ketinggian 10 — 25 m seluas 1.255.799 Ha (13,37 persen),
ketinggian 25 — 100 m seluas2.177.777 Ha (23,02 persen), ketinggian 100-500 m
seluas 972.366 Ha (10,28 persen), letinggian 500 — 1000 m seluas 61.650 Ha
(0,65 persen) dan ketinggian lebih dari 1000 m seluas 5570 Ha (0,06 persen).
Hanya pada 2 (dua) wilayah Kabupaten yang mempunyai ketinggian 500 — 1000 m
diatas permukaan laut, yaitu Kabupaten Rolkan Hulu dan Kuantan Singingi.
Sedangkan yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 m dari pemulkaan laut
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hanya terdapat di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Propinsi

Sum atera Barat yang berada di kaki gugusan Bukit Barisan.

Berdasarkan jenis dan satuan tanah di Propinsi Riau dapat dikelompokan dalam

dua kelompok, yaitu ; tanah wilayah datar dan tanah wilayah bukit dan gunung.

Adapun luasdan jenis satuan tanah berdasarkan kelompokdiatas dapat lihat pada
tabel beri kut :

Tabel 1.1 : Luas dan Jenis Satuan Tanah Pada Wilayah Datar

di Propinsi Riau

No. Satuan Tanah Luas (Ha) Bahan Induk Fisiografi

1. | Organo dan Gley | 5.065.600 Bahan Aluvial Datar
Humus

2. | Hidromorf Kelabu - Bahan Aluvial Datar

3. | PodsolikMerah Kuning | 2.156.000 | Bahan Endapan Datar

4. | PodsolikMerah Kuning 68.000 Bahan Aluvial Datar

e Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.

Tabel 1.2 : Luas dan Jenis Satuan Tanah Pada Wilayah Bukit dan
Gunung di Propinsi Riau

No. Satuan Tanah Luas (Ha) Bahan Induk Fisiografi

1. | Podsal 209.600 | Bahan Endapan Dataran

2. | Podsalik Memah 218.200 | Bahan Endapan Lipatan
Kuning dan Batuan Belu

3. | Podsolik Merah 94.800 | Batuan Beku Instrasi
Kuning (Komplek)

4. | Podsolik Memah - Batuan Endapan | Pegunungan
Kuning Latosol dan Be ku dan
Litosol Metam orf

e Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.

Propinsi Riau dikenal memilik kekayaan akan sumber daya alam yang meliputi

sumber daya hutan, sumber daya mineral/bahan galian Minyak dan Gas bumi,

Emas Granit, Pasir, Batu Bara dan laindain) dan sumber daya energi (cadangan)

yang cukup besar. Dengan potensi sumber daya alam dan didukung oleh letak
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geografis yang sangat strategis bila dipandang dari sisi ekonomi serta stabilitas
keamanan, banyak pelaku elonomi atau para investor tertarik untuk melakukan
invedas di daerah Riau, baik kegiatan industri hulu maupun yang mengarah ke
indugri  hilir. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut dalam proses
pelaksanaannya akan berdampak terhadap lingkungan hidup skitarmya, baik dari

sisi dampakpostif maupun negatif.

1. 5. 3. Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Perda 10/1994) secara
garis besar pemanfaatan wilayah daratan Riau seluas 8.975.784,66 Ha dibagi

menurut kawa san:
» Kawasan Lindung 1.967.654,89 Ha atau 21,70%
Kawasan Hutan 2.672.487 57 Ha atau 29,77%

Kawasan Perkebunan 3.364.072,20 Ha atau 37,48%
Kawasan Tanaman Pangan 78.295,96 Ha atau 0,87%

vV V V V

Kawasan Lainnya (pariwi sata, industri, pertambangan, pemukiman dan lainnya)
913.274,04 Ha atau 10,17%

Untuk lebih jelasnya pemanfaatan wilayah daratan riau diperlihatkan pada gambar
beri kut.

Gambar 1.2 : Pemanfaatan Wilayah Daratan Propinsi Riau

Tanarman Penggunaan
Fangan Lalnnya .
78.296Ha 913274 Ha S
1% 0% 1.547 655Ha
| 22%

Perkebunan
3.364.072Ha Hutan
37T% 2.672.488Ha
0%

Sumber : RTRWP Propinsi Riau, 1994.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 1-12



Babl. Pendahuluan

Pengembangan wilayah di Propinss Rau mash menghadapi berbagai
permasalahan antara lain terjadinya kesenjangan antar wilayah yang disbabkan
perbedaan potensi wilayah yang dimiliki dan belum optimalnya kebijakan untuk

pem erataan pembangunan antar wilayah tertentu.

Dalam hal penataan muang wilayah daerah Riau, masih menghadapi beberapa
permasalahan, antara lain sering terjadinya lonflik tentang pemanfaatan tata ruang
antara perusahaan dengan masyaralkat tempatan, akibat kesenjangan sosial dan
tidak adanya kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, srta kurang

singkronnya d engan peren canaan tata ruang kabupaten/kota yang ada.

Disamping itu permasalahan tata mang yang terjadi di Propinsi Riau adalah kurang
dipatuhi dan tinggnya intendtas pelanggaran tethadap Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) oleh karena belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan
ruang serta belum ditetapkannya sanksi yang tegas tethadap pelanggaran RT RW
yang telah ditetapkan tersebut. Pelanggaran tethadap RTRW Propinsi Riau
berimplilkasi luas, terutama tethadap lingkungan hidup yang tingkat kerusakannya

semakin hari semakn tinggi.

1. 5. 4. Demografis dan Kesehatan Masyarakat

Jumlah penduduk Provinsi Riau hingga tahun 2005 tercatat 4.614.930 jiwa dengan
laju pertumbuhan per tahun 2000 - 2005 rlatif tinggi yaitu 4,3%. Dengan luas
daratan 89.757,85 km2 maka kepadatan penduduk mencapai 51 jiwa/km?2. Untuk
jumlah angkatan kerja yang ada di Riau mencapai 2.408 juta jiwa atau 52,18% dari
total jumlah penduduk Dari jumlah angkatan lkerja tersebut, yang telah bekerja
mencapai 2,098 juta jiwa dan yang mencari kerja 309 ribu jiwa. Dai jumlah
angkatan yang telah bekefja tersebut, angkatan keija terserap di sektor Pertanian
52,24%, pertambangan dan pengalian 3,09%, industri pengolahan 3,61%, listiik air
dan gas0,20%, bangunan dan konstruksi 8,09%, perdagangan, rumah makan dan
hotel (13,69%), angkutan dan komunikas 5,21%, kuangan dan asurans 1,15%,
jasajasa (12,65% ) dan usaha lannya 0,05%.

Dari segi pendidikan, jumlah penduduk dalam usia selolah berumur 7-24 di Riau
hingga tahun 2005 adalah sebesar 1,130 juta. Sementara itu sarana pendikan yang
ada di Riau Selolah Dasar 3.507, SLTP negeri 1.079 dan 225 buah SLTA negeri,
serta 5 buah Universitas, 23 sekolah tinggi serta 28 akademi.

Dari segi kesehatan, hingga tahun 2005 provinsi Riau memiliki 36 unit rumah sakit,

157 puskesmas dan 702 puskesmas pembantu. Sedangkan tenaga medis
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berjumlah 1.090 yang terdiri dari 858 dokter umum dan spesialis serta 236 dokter
gigi.

Dari segi pertumbuhan elonomi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Riau tahun 2005, atas harga berlaku tanpa migas mencapai 79,055,37 milyar
rupiah, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 tanpa migas pada
tahun 2005 mencapai 30.879,77 milyar rupiah. Untuk pendapatan regional per

kapita atas harga beraku tanpa migas tahun 2005 mencapai 15,66 juta rupiah,
sedangkan atashama konstan 2000 mencapai 6,64 juta mupiah pada tahun 2005.

1. 6. Kebijakan Bidang Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Budaya d Daerah
Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan.

1. 6. 1. Kebijakan Bidang Lingkungan

Sejalan dengan Vis dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hdup serta dengan
memperhati kan permasalahan dan kondis sumberdaya alam dan lingkungan hidup
dewasa ini, arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

ditujukan pada upaya-upaya :

1) Peningkatan kapastas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian dampak
lingkungan yang didukung dengan SDM Aparatur yang berkualitas dalam jumlah
dan bidang keahlian yang sesuai dan sarana serta prasarana pengujian mutu

lingkungan yang memadai (Bangun Praja).

2) Pelaksanaan pengakajian dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan melalui pemantauan, pemulihan dan pengawasan

kualitas dan daya dukung lingkungan,

3) Peningkatan peran aktif dan kemitrman masyarakat, kerjasama antar daerah dan
antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalan pengelolaan

lingkungan hidup (Warga Madani).

4). Penegakan prosesjustisi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah.

5) Pengembangan forum konsolidas dan koordinasi baik dalam perencanaan
maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup,
pengembangan akses informasi, komunikasi dan sistem informas lingkungan

termasu k sistem pemantauan, evaluas dan pelaporan kualitas lingkungan.
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Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup, meliputi :

1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesarbesamya
kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terpadu  dengan
memperimbangkan leselarasan dan keseimbangan lingkungan untuk
pembanguanan yang berkelanjutan melalui pengaturan, penertiban dan

pengawasan lingkungan hidup.

2) Pembangunan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian potensi
sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta mencegah kerusakan dan
pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kelembagaan srta penyadaran
dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemampuan

sumber daya manuda dan pengembangan te knologi pengelolaan lingkungan.

3) Penataan dan penegakan hukum lingkungan dan kerjasama lintas

kabupaten/kota.

Sasaran Pengelolaan LH yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, meningkatnya kualitas lingkungan
hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, terwujudnya keadilan antar
generasi, antar dunia usaha dan masyarakat dan antar negara maju dan negara
berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

optimal.

Selanjutnya sejalan dengan amah kebijakan, strategi pengelolaan lingkungan hidup

daerah dapat dilakukan dengan:

a. Secara lontinyu melalukan evaluasi terhadap knelja pengelolaan lingkungan
hidup di daerah, membina lkelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten/Kota dan memfasilitasi keljasama antar daerah, antar lembaga dan

kerjasama luar negeri dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

b. Memperdsapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara
bertahap dari kebijakan makro, sampai pedoman teknis operasonal

pelaksanaan sesuai mekani sme yang ada.

c. Mengembangkan, membina dan menyelenggarmkan forum-foum konsolidasi,
koordinasi dan diskusi baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan
program pembangunan lingkungan, dengan melibatkan seefektif mungkin
partispasi lembaga terkait, kabupaten/kota dan lomponen masyarakat

umumnya.
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d. Pengkajian dampak lingkungan, penatalaksanaan AMDAL, pembinaan Komisi
AMDAL Propinss dan Komis AMDAL Kabupaten/Kota, Koordinas dalam

penilaian, pemantauan dan evaluasi AM DAL bersama Kabupaten/Kota.

e. Secara terkoordinasd dengan lembagal/dinas/instansi terkait  dan
Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian pencemaran
lingkungan dan pengembangan teknologi produksi bersih di daerah, penerapan
Baku Mutu Lingkungan (BML) dan penataan periziinan Ling kungan.

f.  Secara terkordinas dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan Kabupaten/Kofta,
melaksanakan kegiatan pengendalian perusakan lingkungan, pemantauan,
pemulihan fungsi dan daya dukung linglungan serta pelestarian sumberaya

dan keane karagaman hayati di daerah.

g. Secara terkoordinasi dengah dengah lembaga/inas/instansi terkait dan
Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kerusakan
lingkungan, peletarian SDA dan daya dukung lingkungan di daerah.

h. Meningkatkan kesadaran masyarakat, membina peran akif dan kemitraan
masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, mengembangkan sistem
data base dan infomasi lingkungan dan kemudahan akses informas kepada

masyarakat.

1. 6. 2. Kebijakan Bidang S osial

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh pergeseran peradapan,
permasalahan ssial turut mewarnai perubahan tersebut. Keteraturan sosial yang
menjadi harapan banyak orang selalu saja bergeser meninggalkan bingkai
kemanuda dan peradapan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pesatnya laju
pembangunan daerah yang dilakukan secara tidak seimbang disamping akan
mengatasi sebagaian permasalahan daerah juga memberikan dampak sampingan
berupa permasalahan sosial yang juga akan semakin tumbuh dan berkembang

pula.

Kondisi demikian itu juga memupakan kondisi yang terjadi di daerah Riau, dimana
perubahan-perubahan struktur politik dan pemeiintah sangat berpengaruh kepada
arah perubahan sosdal di Propinsi Riau. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi, tanpa diikuti dengan penyedian infragrukiur yang memadai dan perluasan
kesempatan pekerjaan akan menimbullkan pemasalahan sosial yang semakn

kompleks, sperti semakn meningkatnya jumlah tuna wisma, tuna Ilarya,
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gelandangan, pengemis, anaktedantar dan semangkin memperbesar kemiskinan
dan kebodohan di Riau, bahkan aktivitas prostitus yang merupakan salah satu
bentuk Penyakit Masyarakat (PEKAT )juga semakin berkembang.

Sejalan dengan keberasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan
selama ini, telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia
yang semakn membawa kemajuan keberadapannya secara universal. Sebagian
besar kelompok masyarakat Riau telah dapat menikmati hasil-hasl pembangunan
walaupun kurang proprosional. Namun kondisi tersebut masih jauh lebih baik jila
dibandingkan dengan sebagian kecil lklompok masyarmkat yang mash
termarginalkan yang berada dalam komunitas adat terpencil (KAT) Kehidupan
komunitas ini masih sangat kental dengan nilai kebudayaan yang sangat
tadiosional dan kurang tersentuh oleh pembangunan. Komunitas adat terpendl
atau yang juga dikenal dengan masyarakat sukuterasing, populasinyamash cukup
banyak dari berbagai suku, yakni suku Sakai, Talang Mamak Bonai, Laut dan Akit.

Arah kebijalan sial padatahun 2004 — 2008, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas, efektifitas dan proposonalisme pelayan sosal sehingga
mampu meningkatkan kemandirian, pengetahuan, dan keterampilan serta peran
aktiif wanita, anak dan remaja srta masyarakat termasuk komunitas adat

terpencil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

b. Peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, dan perilaku jender untuk seluruh
ingtitusi politik dan hukum perlindungan hak tenaga kerja wanita.

c. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetia

kawanan sosgal.

d. Memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah sosial dan meningkatkan pelayanan bagi korban bencana.

1. 6. 3. Kebijakan Bidang Ek onomi

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam
pengembangan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan Riau khususnya.
Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk
kinerja koperasi dan usah kecil-menengah. Untukitu, kekuatan ekonomi akan dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan sinergi dan kolektif yang

dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.
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Koperasi dan usaha lecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang
digolongkan dalam ekonomi lerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan
usaha bersama. Untuk koperas di Propinsi Riau yang bergerak pada bidang
produksi, penyaluran, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan
lain-lain. Pengembangan usaha kecil dengan pendekatan Kaster, terutama komoditi
unggulan daerah dan sentra-sentra usaha sejenis menjadi tumpuan pengembangan
usaha. Pada tahun 2000 unit usaha Koperasi berjumlah 2.700 unit dan pada tahun
2004 befjumlah 3.875 unit. Dalam rentang waktu 3 tahun, terjadi peningkatan 9,40
persen. Kehidupan koperasi, usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus
berkembang oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan

permodalan, pembenahan sistem manajemen dan perluas aksespasar.
Arah kebijalkan pembangunan bidang Ekonomi/Koperasi, adalah :

a. Mengembangkan loperasi dan usaha kedl-menengah melalui pembinaan
pengembangan koperasi dan UKM secara umum dan pelaksanaan ekonomi
kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesjahteraan seta kegiatan-

kegiatan produ kiif yang mem punyai nilai tambah.

b. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produkif dan efisien, dalam
bentuk koperass dan UKM, meldui peruasan wawasan pengetahuan,
organisasi, mamajemen usaha dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga meningkatkan keyakinan
masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamlan investasi pada

koperasi dan UKM.

1. 6. 4. Kebijakan Bidang Budaya

Propinsi Riau memiliki keragaman suku dan budaya. Budaya Melayu merupakan
budaya tempatan yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat pemersatu bagi
masyarakat Riau yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Eksisnya
budaya melayu disebabkan karena sifat ketetbukaan dan keramahan orang Melayu
itu sendin.

Seperti tertuang pada Vis Riau 2020, yakni menjadi Riau sebagai pusat
pengembangan budaya melayu, dengan demikian segenap masyarakat yang
berdomidli di Riau diharapkan mensukseskannya dengan menjadi budaya Melayu
sebagai budaya reani dan budaya dalam pemaulan sehari-hari bagi masyarakat di

Propinsi Riau.
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Hakikat kebudayaan melayu yang memilik muatan lkearifan, lkejujuran,
kesetiakawanan, kestabilan dan keseimbangan, lesedethanaan, ramah-tamah,
sopan santun, toleran dan sebagainya merupakan potensi penunjang dalam
percepatan proses untuk membanguan kearah yang postif dalam mencapai tujuan

dan kemajuan di masa depan.

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan adalah menggali, memelihara, dan
melestarikan nilainilai budaya Melayu sbagai budaya untuk memperkaya
khasanah budaya daerah, serta mengembangannya untuk memperkayaan budaya
nasional, disasmping menangkal ekses penetrasi budaya asing yang bersifat negatif,
meldui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan. Arah kebijakan tersebut dapat dirincai

sebagai berikut :

a. Menantapkan penyelenggaraan museum daerah dan peninggalan sejarah agar
tetap lestari dan terpelihara, sehingga dapat mendukung pengembangan
budaya Melayu.

b. Menyelenggaralkan kajian sejarah dan nilai-nilai tradisional dalam upaya

mendukung pembangunan di segala bidang.

c. Melakukan kegiatan pengembangan bahasa dan kebudayaan daerah.
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Pelaksanaan pembangunan pada segala sektor kegiatan biasanya akan terkendala
oleh munculnya bembagai bentuk isu lingkungan sebagai akibat terjadinya benturan
serta adanya lonflik kepentingan antarma ketersediaan sumberdaya alam yang
terbatas dengan jumlah populas yang menggunakan dan mengeksploitasnya.
Benturan dan konflik kepentingan ini akan menimbulkan berbagai beban dan

permasalahan pada lingkungan, bai k pada skala nasional maupun skala daerah.

Keberadaan sumberdaya alam yang dimiiki suatu daerah me skipun merupakan hak
namun dalam pengunaanya haruslah diikuti oleh adanya rasa tanggung jawab,
terutama tethadap keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian
suatu perencanaan pembangunan haruslah dengan mempertimbangkan daya

dukung (carrying capadty)dari suatu kawasan.

Propinsi Riau yang memilki letak geografis yang begitu drategis karena berada
berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara pasar yaitu Singapura dan Malaysia,
dan ditunjang lagi oleh keberadaan sumberdaya alam yang cukup banyak dan
beragam, serta stabilitas keamanan daerah Riau yang relatif aman dan terkendali,
sehingga keberad aan faktor tersebut diatas menjadi salah satu daya tar k atas minat
calon investor untuk melakukan investas dalam bentuk berbagai kegiatan

pem bangunan/ekonomi disegala bidang.

Akan tetapi disadari bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan
ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak terhadap ekosistem lingkungan
hidup disskitamya. Guna mengantisipasi terutama terjadinya dampak negatif yang
ditimbullkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang
berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup disekitarnya
maka diwajibkan memilik/membuat dokumen kajian lingkungan atau Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Pem erintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Ling kungan
Hdup vyaitu dalam rangka mendptakan pembangunan yang berwawasan
lingkungan. Namun dalam proses pelaksanaan operasional kegiatan di lapangan,
masih dijumpai para pelaku usaha (inve stor/pengu saha) yang belum mengindahkan
dan mengacau pada dokumen AM DAL kegiatan yang bersangkutan, dan bahkan ada
yang belum memilik sama selali dokumen lajian tentang dampaklingkungan baik

AMDAL ataupun WKL-UPL disamping mash dirasaskan mash lemahnya aspek
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pengawasan penegakan hukum (Law Enforcement) oleh aparat di daerah karena
masih kurangnya personal dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki, shingga akbatdari pada kelkurang pedulian pihak pengusaha tersbut dan
lemahnya pengawasan aparat maka akan berdampak terhadap timbulnya isu-isu

lingkungan hidup di wilayah Propinsi Riau.

Berdasarkan hasil inventarisas yang telah dilakukan terhadap isu lingkungan hidup
dari kabupaten/kota yang ada, maka isu lingkungan hidup utama dari 10 (sepuluh)
kabupaten/kota di Propinsi Riau yang terjadi selama tahun 2007 tidak jauh berdeda
dengan isu-isu lingkungan hidup yang terfjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini
menandakan bahwa belum berhasinya pengawasan dari aparat terkait serta mash
rendahnya tingkat kesadaran para stakeholder dalam meminimalkan dampak yang
aka terjadi.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap isu-isu lingkungan hidup yang terjadi
selama tahun 2007 menunjukkan bahwa isu tentang illegal logging, kebakaran
hutan dan lahan, pencemaran perairan sungai masih menunjukan isu yang dominan

terjadi pada masng-masing kabupate n/kota.

2. 1.lllegal Logging

lllegal logging adalah legiatan pembukaan hutan atau kawasan hutan, eksploitasi
hasil hutan, pengangkutan/peredaran hasl hutan dan pengolahan hasil hutan yang
tidak seauai dengan peraturan pemndanganyang berlaku. lllegal loging merupakan
masalah kehutanan yang sangat komplek Kejahatan illegal logging telah
melibatkan banyak unsur atau elemen dalam magyarakat kita dengan bemagai
kepentingan, mulai dai masyarakat bawah sampai kepada pejabat tingkat atas,
pengusaha, termasuk aparat penegak hukum. Kejahatan ini telah berlang sung sejak
lama dan terus menerus dan telah menimbukan kerugian bagi daerah dan negara
dalam jumlah yang sangat besar baik secara ekonomis terlebih lagi kerugian
secara ekologis.

Dalam euphoria reformasi sekarang saat ini gangguan keamanan hutan masih saja
berlangsung dengan gencar, sekelompok orang yang mengatasnamakan
masyarakat menuntut hakiya yang selama ini tidak pemah dilibatkan dalam
pengelolaan hutan. Sebagian areal kawasan hutan baik kawasan hutan lindung,
konservasi maupun produksi menjadi sasaran dari kegiatan pencurian kayu,
penjarahan hutan dan perambahan kawasan hutan. Gangguan keamanan kawasan

hutan yang terjadi melibatkan massa yang jumlahnya cukup be sar dengan didukung
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oleh pam pemodal yang kuat dan mempunyai jaringan sangat luas, sehingga
dengan kondisi tersebut menambah berkurangnya luas areal kawasan hutan yang
seharusnya tetap dijaga dan dipetahankan untuk kepentingan dan manfaat hutan

dari sgi ekonomi, sosial maupun ekologi.

Akibat aKivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan, yaitu dari kawasan
hutan menjadi kawasan semakbelukar yang tidak produktif. Kegiatan illegal logging
di Propinsi Riau sudah menjadi masalah yang sangat srius dengan kompleksitas
tinggi serta terorgani sir, dimana ham pir sebagian be sar dari pelaku usaha dan pihak
yang berkepentingan (stake holder) terlibat dalam kegiatan ini. Dengan tingginya
aktivitas illegal logging pada beberapa daerah kabupaten/kota yang terus
berlangsung, maka pemerintah Propinsi Riau memperioritaskan pemberantasan
ilegal logging dengan melibat instand terkait seperti Polri, Kejaksaan dan
Kehakiman dalam melaksanakan peraturan dan perundangan-undangan yang ada,
seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005
tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara lllegal di kawasan Hutan dan
Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Instuks Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secama
lllegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat besar
kontribusnya bagi pembangunan daerah disamping mempunyai nilai ekologi dalam
keseimbangan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang tidak disertai dengan
pengelolaan yang baik akan menyebabkan sumber daya hutan akan musak secara
permanen sehingga memerlukan wakiu cukup lama bahkan sampai berpuluh-puluh

tahun untuk mencapai pemulihannya.

Penurunan luas kawasan hutan di Propinss Rau masih akan temus bedanjut
mengingat kebutuhan akan bahan baku kayu untuk kegiatan industri kayu dan
kebutuhan lainnya seperti untuk petukangan dari waktu ke waktu akan terus
meningkat, sementara kondisi dan keberadaan serta ketersedian kayu semakin sulit
untukdiperoleh.
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Riau Sesuai Tata Guna Hutan

NO. PERUN TU KAN LUAS (HA) PERSEN TASE
1. Hutan Lindung 22879382 2,66
Hutan Suska Alam dan Hutan Wisata 531.85265 6,19

Hutan Produksi
* Tetap 1605762 78 18,67
* Terbatas 1.815.949,74 21,12
4. Kawasan Penggunaan Lainnya 4.277.964, 39 49,75
59 Hutan Mangrove/ Bakau 13843362 1,61
Jumlah 8.598.757,00 100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006.

Umumnya lokas kasus illegal logging tidak hanya terjadi pada kawasan hutan
produksi saja tetapi sudah masukpada kawasan konservas, seperti hutan lindung
dan kawasan suaka marga satwa yang semestinya perlu dipertahankan dan dijaga
keledariannya. Aktivitas illegal logging akan mengakbatkan terbulanya lahan.
Hlangnya pohon besar mengakibatkan tidak adanya penutupan dari atas sehingga
lahan semak dibawahnya akan terkena langsung matahari yang dapat memicu
pertumbuhan semakbelukar dengan cepat.

Gambar 2. 1. Aktivitas lllegal Logging di Areal Hutan

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.

Aktivitas pembuatan kanal sebagai media transporttasi kayu dari akivitas illegal

logging mengakibatkan lahan menjadi kering, dimana kanal-kanal dapat

memperpendek jarak tempuh dan memperlancar transportas kayu, kondisi ini dapat
dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan sebagai tempat budidaya d engan

cara membakar. Dengan demikian terjadinya deforestasi di kawasan hutan semakn
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cepat, dimana disamping disbabkan oleh akiivitas kehutanan legal, adanya
kebakaran hutan dan lahan dan aktivitasillegal logging akan memicu terjadinya hal

tersebut.

Tabel : 2. 2. Daerah Raw an lllegal Loging Di Propinsi Riau

KABU PATEN/
NO. KOTA RAWAN | RAWAN Il RAW AN 1lI
. Rokan Hilir .Panipahan .Bagan Siap-api -
2. Rokan Hulu .Sunga Daun - -
.Mahato - -
. Bukit Sulig - -
3. Be ngkalis .Rangau - .Pulau Padang
. Bukit Kerkil - '.Bukit Batu
.Pulau Rupat - ..Siak Keclil
.Siak Keclil -
4, Duma .Sei Hulu Ala - -
5. Pelalawan . Tesso Nilo - -
. Teluk Meranti - -
6. | Kampar . TessoNilo . Kaiti KubuPauh | 1. Batang Lipai
Siabu
2. Lipat Kain
7. | Kuantan Singingi | . TessoNilo .Kaiti Kubu Pauh. -
.Rimbang Bding -
8. Inhu .Punti Anai - 1. Keritang
9. Inhil .Sei Gaung - 1. Keritang
10. | Sak - - 1. D. Pulau
= Besa- Pulau
Bawah.

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2007

Bentuk praktek illegal logging dilapangan dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan

yang dimulai dari daerah asal kayu dan daerah tujuan kayu, yaitu meliputi :

a. Di Kawasan Hulu (Asal) Kayu, meliputi kegiatan sebagai berikut ;

* Penebangan dilakukan tanpaijin daii pejabat yang berwenang (penebangan
lian).

* Penebangan dengan dilengkapi ijin tetapi diakukannya di luarblokareal HPH
atau IPKH yang dimilikinya.

* Penebangan liar dengan melibatkan masyarakat setempat, tetapi digerakkan

atau didanai oleh cukong.

* Melibatkan Oknum pejabat pemerintah/aparat sebagai backing atau sebagai

koordinator kegiatan penebangan liar.
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b. Di Kaw asan Hilir (Tujuan Kayu/Pelabuhan), meliputi kegiatan sebagai beri kut;
» Kayu tidak dilengka pi dengan dokumen SKSHH.

« Kayu dilengkapi dengan dokumen palsu (Blanko dan isinya palsu, Blanko adi
isinya palau dan SKSHH diterbitkan dari daerah lain bukan dari daerah asal
kayu).

* Muatan kayu secara fisikdi kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera dalam
dokumen SKSHH.

* SKSHH digunakan berulang-ulang (dicabut dari pos kehutanan atau lembar |
dan |l dokumen SKSHH ftidak diiss masa berakunya dan identitas alat
angkutnya.

* Dengan dokumen pengganti (tilang)
*« Memanfaatkan Risalah lelang.

» Kayu diseludupkan dengan dokumen palsu atau tanpa dokumen.

Pemerintah Propinsi Rau dan Instand terkaiit lainnya pada tahun 2007 ini
menerapkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
illegal logging di Propinsi Riau. Adapun pihak yang terkait dalam kasusillegal mulai
dari para aparat yang terlibat mengeluarkan izin, para pimpinan perusahaan yang
menyalahi ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, serta para pelaku illegal logging di lapangan mulai dari pelaku
perambah hutan sampai kepada para supir angkutan yang membawa hasil hutan

(kayu) hasil kegiatan illegal logging.

Berdasarkan data yang adatentang kasusillegal Logging yang terjadi slama tahun
2007 di Propinsi Riau tercatat jumlah kasus sebanyak 213 kasus dengan 265 orang
tersangka, yang terdiri dari status P21 (berkas sudah lengkap) sebanyak 149 kasus
dan datus dalam penyelidikan sebanyak 93 kasus.

Sedangkan barang buki yang berhasil ditangkap atau diamankan dari kasus illegal
logging yang tefjadi selama tahun 2007 vyaitu terdiri dai ; 133 unit alat berat, dan
jutaan meter kubik kayu di sta.
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Gambar 2. 2 : Peta Kawasan Raw an lllegal Logging di Propinsi Riau

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2005.

Gambar 2. 3 : Aktivitas Pe ngeluaran Kayudi Lapangan

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.

2. 1.1. Faktor Penyebab (pressure)

Faktor penyebab terjadinya kegiatan illegal logging di Propinsi Riau dissbabkan
atau dipengaruhi oleh beberapa hal diantamya :

a. Belum berjalannya Supremasi hukum dibidang kehutanan antara lain berupa

penerapan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
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b. Tingginya akan kebutuhan kayu baik dalam negeli maupun luar negeri dan
diikui dengan hama jual kayu yang tinggi sehingga memicu terjadinya
pencurian kayu (illegal logging).

Tabel 2.3 : Jumlah Perusahaan |Industri Pengolahan Hasil Hutan
di Propinsi Riau.

NO. JENS INDUSTRI JUML AH TKEQPPA,‘A%T«?«SG KEBUTUHAN BAHANBAKU
BBS Pertukangan
1. | Pdp & Pape 2 3.910.000 TonTh | 17.595.000
2. | Chipmil 4 1.242.800 TonTh [ 1.380.88,8
3.. | Plywood 12 665.466 MITh - 1.040.422,2
4. | SawnTimber
a. Terddtar kin Perindag 479 147418 MITh - 2.948..368
b. Izin Kabupaten'Kota 103 261.500 M3Th 0 523000
5. | Arang Bakau
J UML AH 573 18.975.888,20 | 4511.790.20
Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2007

c. Lemahnya aspek kelembagaan dalam koordinasi antarsektoral dalam hal
penanganan perusakan hutan. Kemampuan aparatur pemerintah terutama
instansi terkait dalam mengkoordinasikan tindakan penanganan terhadap

bencana yang masih lemah.

d. Kurangnya pengawasan di areal HT| dan perkebunan besar swasta terhadap
aktivitas pembukaan dan pengambilan hasil hutan dan kurang cermatnya
pengawasan pengembangan usaha perkebunan yang sring menjadi kambing

hitam kegiatan illegal logging.

e. Kondisi geografis Propinss Riau yang terletak pada jalur perdagangan

internasional sehingga kayu dapatdengan cepat ke luar daerah Propins Riau.

f. Mash lemahnya penegakan hukum dan kurangnya palitics! will pemerintah
dalam penerapan sangsi hukum yang dilakukan tethadap pelaku serta mash
lemahnya pengawasan dan koordinas antar aparat dalam mencegah terjadinya

prakiekillegal logging.

g. IHim transis pemerintah dari sentralisas menjadi deentralisasi yang belum
sepenuhi  dipahami, membingungkan berbagai pihak (stakeholder).
Kebingungan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat lebijakan

sendiri.
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h. Kompleksnya dan terorganisasnya kejahatan lllegal Logging dan llegal Cutting
dengan melibatkan berbagai kepentingan dan seperti masyarakat, oknum

pejabat spil dan non sipil dari pusat sam pai ke daerah.

i. Kemiskinan masyarakat tempatan yang bermukm diskitar hutan yang
menjadikan merelka tidak menyadari dijadikan alat bagi para pemilik

modal/cukong untuk mengekploitasi sumber daya hutan seperti kayu.

Gambar 2. 4 : Pengeluaran Kayu Melalui Kanal/Sungai

Sumber : Bapeda Propinsi Riau, 2007

j. Kurang adanya dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung
kegiatan operasoanal untuk melaksanakan kegiatan operasional preventif dan

represif yang berke snambungan.

k. Kurang cermatnya pengawasan pengembangan usaha perkebunan yang sering
menjadi kambing hitam kegiatan illegal logging.

. Kurangnya kesamaan persepsi tentang kebijakan tata ruang antar indansi

verti kal maupun horizontal.

m. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasioanal
perusahaan HPHHPHTI dalam menjaga lelestaiian hutan dan wilayah kejanya
serta kurangnya penerapan kewajiban setiap pemilik kegiatan usaha

sebagaimana tertuang alam dokumen AMDAL.

n. Belum terbangunnya sigim informasi kehutanan yang memadai dan refre sentatif
sehingga data yang dihaslkan lkurang akurat dan kurang up to date untuk

mendukung tindakan di lapangan dalam hal informasi.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 I1-9



Bab I. IsulLingkungan Hdup Utama

2.1.2. Dampak
Dampakyang ditimbulkan akibat dari kegiatan illegal logging antara lain adalah :

a. Berkurangnya jumlah dan luas kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan
konservasi, dimana kawasan konservasi sebagai kawasan yang mempunyai

fungd utama untuk melindung ke ane ka ragaman hayati (flora dan fauna).

b. Rusaknya ekosistem hutan, terlebih lagi ke giatan illegal logging yang terjadi di

kawasan konservasi, yang berakibat hilangnya keaneka ragaman vegetasi.

Gambar 2 5 : Rusaknya Ekosistem Hutan Akibat lllega Logging

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2006

c. Sering terjadinya gangguan satwa liar yang dilindungi seperti kawanan gajah
dan harimau pada beberapa daerah di Propinsi Riau, karena habitatnya
terganggu dan dirusak oleh berbagai akivitas pembabatan hutan yang tidak
terkendali sehingga hutan berubah fungs menjadikan lahan perkebunan tanpa

memikirkan ke seimbangan e kosi stem lingkungan.

Gambar 2. 6 : Lahan Tak Produktif Akibatlllegal Logging

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006
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Terjadinya perubahan kawasan hutan menjadi smak belukar dan lahan yang
tidak p rodu kif.

Mudahnya terjadi banjir di sebabkan terjadinya pengurangan areal penyangga air

terutama pada daerah hulu/area tanglkapan air (Catchment Area).

Rusaknya infrastruktur transportasi, seperti sarana jalan yang ada karena

melebihi tonase jalan akibat pengangkutan kayu illlegal.

Hlangnya mata pencarian sebagian masyarakat akibat monopoli pemiik modal
dalam eksploitasi sumber daya hutan yang berdampak terjadinya ke cemburuan

sosial.

Kerugian negara secara finansial atas pengambilan layu secara illegal dan

biaya yang dipedukan untuk rehabilitasnya yang tinggi.

2. 1. 3. Penanggulangan (Responce)

Untuk mengatass masalah illegal logging maka perlu langkah-angkah

penanggulangan sebagai berilut :

a.

Penerapan dstem hukum yangtegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pengusaha atau masyarakat. Sosialisas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang kehutanan, sosialisas dan penyuluhan lkepada masyarakat

meldui media massa, memantapkan knerja Polis Kehutanan.

Pengaturan tentang penanganan barang bukti, temuan/sitaan/rampasan non

kayu, seperti ; alat berat, alat angkut, chainsawdan sbagainya.

Alokasi Anggaran yang memadai untuk operasi maupun peningkatan

kem am puan petugas.

Penyamaan persepsi dan aturan hukum yang sinergis dalam penanganan kasus

illegal logging.

Melakukan snkmonssas tata mang kabupaten/kota dengan tata ruang provinsi
yang dalam proses revisi. Sebelum Perda Revisi Tata Ruang Provinsi disahkan,
agartetap mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRWP.

Perlu membangun komitmen nasional maupun daemah tentang pemberantasan
illegal logging pada semua tingkatan, baik sipil maupun non sipil mulai dari

pusat sampai ke daerah.

Sosialisas pemantapan konsep otomoni (desentralisasi) dibidang lkebijakan

sektor kehutanan agar tidak adanya dualiane kebijakan pusat dan daerah.
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h. Pembentukan Satuan tugas (Satgas) operasonal yang represf terhadap para
pelaku pelanggaran di lapangan, dan Satgas adminidras di Instansi te knis.

i. Mengadakan operasi terpadu penanggulangan illegal logging oleh aparat
pemerintah, TNI/POLR pada level Kabupaten/Kota dalam pemberantasan
illegal logging dan memonitor jalur penggunaan bahan baku yang beroperasi

secam illegal dan termasuk pada daerah rawan penyeludupan.

Gambar 2 7 : Operasi Penanggul ang an Kegi atan lllega Logging

- : ; b T P SR T

mber : Hanan Rléu_Pos,;lz'O.(')'i?:.’;
j. Pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan dengan pemberian solusi altenatif

lapangan kerja dan usaha cocok bagi merka dengan memanfaatkan hutan

secara lestani sebagai upaya pokok pemberantasan illegal logging.
k. Memantapkan kinerja Polisi Khusus (Pol sus) Kehutanan (Jagawana).

I. Dana hasil lelang kayu sitaan dan denda pelanggaran kehutanan dikembalikan
ke daerah untuk biaya konservasi dan operadonal kegiatan pengamanan hutan,

serta insentif bagi petugas dinas/instansi terkait.
m. Melakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan dana reboisad.

n. Melaksanakan kerjasama antar instasi terkait dalam melakukan penyuluhan
hukum, pengumpulan data, inteligen dan analis modus operandi illegal logging,
disamping meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan lkepada masyarakat
meldui media cetak dan elekronik antara lain pemasangan papan
pengumuman tentang larangan dan sanksi hukum, penyebaran leaflet/brosur,
dan dialog interaktif mengenai illegal logging, perambahan hutan dan okupasi

lahan.

0. Mengupayalkan dana rboisas dan dana konvensasi dai luar negeri untuk

kegiatan re habilitasi dan re boi sasi dengan sistem multi culture.
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p. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan hutan

(kapal tarik, kapal patroli sepat, speed boat, mobil patwoli, sejata api dan

lainnya).

Tabel 2.4 : Saranadan Prasarana Pe ngamanan Hutan Tahun 2005

No. Insta si/Wilayah Senjata Api Angkutan Dara Ang:iutan
Genggam Bahu Roda4 | Roda 2 r

1. Dshut Propinsi 18 15 2 2 -
2. Bengkalis 1 1 - - -
3. Sak 2 7 1 - -
4, Kampar 1 7 - - -
&, Rokan Hulu 1 6 1 - -
6. Pelalavan 1 5 1 - -
7. Duma 1 4 1 - -
8. Indragri Hu u 1 9 - - -
9. Kuantan Singing 1 1 - - -
10. | Rokan Hilir 1 10 1 - -
11. | Pekanbaru - - - - -
12. | Indragn Hiir 1 10 - - -
13 | BKSDA 5 30 4 24 1
14 | TN Buit Tigapuuh - 30 7 24 -

JUMLAH 34 155 18 50 1

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

g- Melakukan pelatihan dalam

rangka meningkatan pengetahuan Masyarakat

terutama bagi masyarakat tempatan dalam menoptimalkan kondisi
lingkungannya.
Tabel 2.5 : Jenis Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan SDM Masyarak at
sampai tahun 2006
. . Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)
No. Jenis Pelathan 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
1. | Ternak Lebah Madu 180 120 D 120 3 0
2. | Pembuatan Alat-alat Rumah 150 120 0 0 0 0
Tangga dari Limbah Gergajian
Kayu
3. | Pembuatan Jamur Tiram Putih 0 0 &0 0 0 0
4. | Budidaya Pengembangan 0 0 30 0 30 30
Gaharu
5. | Budidaya Pengembangan 0 0 30 0 0 30
Ratan
6. | Budidaya Pengembangan 0 0 30 0 0 30
MPTS
7. | Budidaya Pengembangan Aren 0 0 0 30 A 30
8. | Pembuatan Jamur Kay u 0 0 0 120 33 0
9. | Pemanfaatan Limbah Kay u 0 0 30 0 0 0
Jumlah 300 240 270 270 130 120
Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006.
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 -13



Bab I. IsulLingkungan Hdup Utama

r. Melakukan perbaikan pengelolaan kehutanan melalui manajemen, sialisasi

dan action plan.

s. Dukungan dari instansi terkait khususnya indans penegak hukum, pendanaan
yang memadai untuk operasi maupun peningkatan kemampuan petugas serta
penyamaan perseps dan aturan hukum yang sinergis dalam penanganan kasus

illegal logging.

Selanjutnya dalam menndakanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor : 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal dan
peredarannya diseluruh wilayah Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara illegal di
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh indonesia, maka Pemerintah Propinsi
Riau terus melakukan usaha pemberantasan dan penanggulangan kegiatan illegal

logging dengan beberapa ke giatan, yaitu :

a. Pemerintah Proving Riau telah membentuk Tim Terpadu Pemberantasan
Penebangan Kayu Secara illegal dan Peredarannya di slumuh wilayah Provinsi
Riau sesuai SK Gubemur Riau Nomor: Kpts.472/X/2005 tanggal 21 OKober
2005.

b. Masing-masng bidang sebagai mana yang tertuang dalam SK Gubemur
tersebut diatas agar menyiapkan rencana tindak (Adion plan) yang akan
dilakukan.

c. Berdasarkan Induksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2005 tanggal 27
April 2005 maka masing-masing kabupaten/lota telah membentuk Tim tempadu
pemberantasanillegal logging.

d. Dalam pelaksanaan operasi Tim Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dan

bersinergisdengan Tim Provinsi .

e. Untuk mendukung biaya operasional Tim Terpadu akan mengalokasikan dana

yang memadai dalam APBD baik provinsi maupun Kabupaten/kota.

2.1.4. Kendala

Belum maksmalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi maslah illegal logging

dikarenakan adanya beberapa kendala, yaitu antara lain :
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a. Belum adanya dukungan yang penuh dari berbagai komponen masyarakat
terutama disekitar hutan atas informasi kegiatan illegal logging yang ada di

wilayahnya.

b. Belum optimalnya /ow enforcement dalam pemberantasan illegal loging
disamping penanganan secara hukum sering menimbukan gejolak sosial dan
perlawanan baik dittmpat asal kayu maupun ditempat tujuan, mengingat banyak

keterlibatan para pihak dalam permasalahan ini.

c. Belum berhasiinya pembinaan masyarakat shingga belum diperolehnya mata

pencarian altemative sebagai pengganti dari penebangan liar.

d. Kegiatan operas di lapangan juga menemui banyak kesulitan/kendala, karena
kegiatan penebangan liar telah merupakan kegiatan kriminal yang terorganisas,

berjaringan luas, kuat dan mapan.

e. Sebagian masyarakat mash menggantungkan lkehidupannya dengan kegiatan
illegal logging.

f. Besarnya biaya operasional di lapangan terutama untuk pengamanan dan

penyelamatan barang bu kti.

g. Penangganan secara hukum kasus illegal logging sring menimbulkan gejolak
sosial karena hilangnya mata pencatian sebagian penduduk dan perlawanan
baik ditempat asal kayu maupun ditempat tujuan, mengingat banyak keterlibatan

para pihak dalam permasalahan ini.

h. Kegiatan operas di lapangan juga menemu banyak kesulitan atau kendala,
karena kegiatan penebangan liar telah merupakan lkegiatan kiminal yang

terorganisir, berjaringan luas, kuatdan mapan.

2. 2. Kebakaran Hutan danLahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat
serius di Propinsi Riau. Kejadian ini hampir terjadi setiap tahun Kususnya pada
musim lkemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Propins Riau terhadap
kebakaran terutama sangat terkait dengan lkegiatan pembukaan lahan (land
clearing) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar
(perusahaan) serta kegiatan dibidang lkehutanan lainnya seperti kegiatan
perambahan hutan, okupas lahan dan pencurian kayu (illegal logging). Kebiasaan
melakukan pembershan lahan (/and clearing) dengan cara membakar yang tidak

diikut dengan upaya pengendalian api, sepetti pembuatan skat bakar, pengaturan
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jadwal pembakaran, dan tidak adanya pengawasan terhadap api sehingga

menyebabkan api merembet secara tidakterlendali.

Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas pada berbagai
sekior kehidupan, baik pada sektor perekonomian, tangorasi, produksi pertanian,
tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan/komplen dari negara
tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi
Riau terutama dipicu oleh unsur kesengajaan dan kondisi alam terutama pada
musim kemarau, umumnya terjadi pada lahan bekastebangan (HPH/HP HTI), lahan

perkebunan, lahan masyarakat dan lahan gambut

Kebakaran hutan dan lahan dapatterjadi secara alami dan akibat aktivitas manusia.
Namun sbagian besar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia lebih
banyak disebabkan oleh aKivitas manusia yaitu adanya kegiatan pembukaan lahan
dengan cara pembakaman. Sidgem pembukaan lahan ini masih diterapkan karena
mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah dan wakiu yang lebih singkat.
Namun sstem ini tetap menimbulkan dampak negatif pada semua tingkatan, baik

lokal, nasonal, maupun regional.

Padatingkatlokal terjadi kerusakan elosistem dan sistem hidrologi, setta gangguan
asap terhadap kesehatan dan keamanan serta kenyamanan manusia dan makhluk
hidup lainnya yang berada diareal pembakaan. Sedangkan pada tingkat nasonal
dan regional, kebakaran hutan dan lahan dapat mempengaruhi kelancaran
tansportasi, terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat, berkurangya
keaneka ragaman hayati (biodeversitas), hilangnya karbon yang berada pada lahan
gambut s rta dapat menimbullkan pencemaran asap lintas batas ke negara tetangga
dan juga bedampak terhadap pemanasan global (global warming) akibat emis gas

karbon monoksida akan teakarnya lahan gambut.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada dsi lain juga disebabkan oleh beberapa
faktor yang komplek seperti kebijakan yang tidak tepat dan tidak dilaksanakan,
lemahnya partidpasi dan kesadaran masyaralkat, tidak terlaksananya teknologi
altermatif pengendalian kebakaran dan semakin diperburuk dengan keadaan ikim
yang kering dan berkepanjangan. Untuk itu pemeilintah telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
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Gambar 2.8 : Peta Kaw asan Raw an Kebakaran Hutan danLahan
di Propinsi Riau
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Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2005.

Secara ekologis hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang cukup besar bagi
keseimbangan ekosistem. Adapun fungsi dan manfaat dari hutan diantaranya
adalah sbagai pengatur iKim miko, produsen oksigen dan penyerap gas Karbon
dioksda, pengendali polud udara, pengatur tata air yang sangat berguna bagi
kehidupan manusia dan makhluk lain dan sebagai habitat bagi keanekaragaman

hayati.

Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau pada tahun 2007 dari data titik panas
(hotspot) tejadi sepanjang tahun dimana hampir sebagian besar terjadi pada lahan
gambut. Kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan terjadinya pencemaran asap
diudara. Bedasarkan pemantauan selama tahun 2007 jumlah fitik panas yang

terpantau adalah sebayak 2.277 titik

Berdasarkan pemantauan fitikpanas (hot spot) selama tahun 2007 terlihat sangat
signifi kan tefjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 2006,
begitu juga jumlah titk panas dari masing-masing kabupaten/lota juga terjadi
penurunan yang berarti. Untuk tahun 2007 titik panas yang terbanyak terdapat pada
Kabupaten Pelalawan, dan yang paling rendah terdapat di Kota Pekanbaru yaitu
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sebanyak 31 titik Bila dibandingkan jumlah tiik panas antara tahun 2007 dengan

tahun 2006 malka terjadi tefjadi penurun yang sangat besar yaitu 54,62 persn.

Berdasarkan pengunaan lahan jumlah titik api selama tahun 2007, jumlah tiik api

yang terbanyak berturut-turut terdapat pada Areal

perkebunan, eks HPH dan areal HTI.

Tabel 2.6 : Rekapitulasi Sebaran Hotspot per Kabupate W/ Kota
seProvinsi Riau Tahun2005 s/d. Tahun 2007.

NO. KABUPATEN/KOTA JUNL AH HOTSPOT
Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007
1. Pek anbaru 7 31 13
2. Dumai 1.482 295 165
3. Peldawan 882 662 366
4. Siak 568 539 241
59 Bengkalis 1.427 664 280
6. Rokan Hulu 526 434 169
7. Rokan Hilir 1.217 799 305
8. Kampar 154 370 149
9. Indragiri Hulu 145 581 239
10. | Indragiri Hilir 395 452 202
11. | Kuantan Singngi 67 191 148
JUMLAH 6.930 5.018 2.277
Sumber : Data Hasi Olahan PUSD ALKARHU TLA Propinsi Riau, 2007.

Gambar 2. 9 : Proporsi Hot Spot per Areal Tahun 2007

Penggunaan Lain (APL),

PROPORS| HOTSPOT PER AREAL TAHUN 2007
(NOAA-12 DAN NOAA-18)

Sumber : Bapedd Propirnst Riau, Z007.
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Tabel 2 7: Jumlah Hotspot Per Area Penggunaan Lahan Tahun 2007
No. [ JenisPenggunaan | jumiah Tik Hot Spot Pe’s(;,')*aSi
1. | Aral Penggunaan Lain 1.047 46
(APL)
2. | Perkebunan 547 24
3. | HTI 410 18
4. | Eks. HPH 273 12
Jumlah 2.277 100
* Sumber : Data Hasi Olahan PUSDALKARHU TLA Propinsi Riau, 2007.

Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau tethadap kebakaran terutama sangat

terkait dengan kegiatan pembukaan lahan dalam usaha pertanian rakyat, usaha

perkebunan skala sdang dan besar serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya,

seperti legiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (illegal

logging). Kebiasaan melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara

membakar yang tidak diikuti dengan upaya pengendalian api, seperti : pembuatan

sekat bakar, pengaturan jadwal pembakaran, dan tidak adanya pengawasan

terhadap api sehingga menyebabkan api merembet s cara tidakterkendali.

Gambar 2.10 : Salah Satu Bentuk Lahan Yang Terbakar

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2007.
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Dari data yang ada pada Sekretariat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan (Pusdalkarhula) Propinsi Riau luas areal kebakaran hutan dan lahan dari
hasil ferivikasi lapangan selama tahun 2007 menunjukan luas areal yang terbakar
adalah sluas 1.932,42 Ha, yang terdiri dari areal perkebunan, HTI, eks HPH dan
Areal Penggunaan Lain (APL) yang tersebar pada 7 wilayah kabupaten.

Tabel 2. 8 : Luas Areal Yang Terbakar Berdasarkan Penggunaan Lahan Tahun 2007
di Propinsi Riau.

Jenis Luas Areal
NofS (K e upatem Pemilik Lhan Penggunaan (Ha)
Kota Lahan
1. Pelalawan a. PT. NusaW ana Raya Kebun 5
b. PT. AraraAbadi HTI 0,7
c. Lahan Masy arakat APL 508,2
Kampar a. PT. AraraAbadi HTI 127,41
Bengkalis a. PT. AraraAbadi HTI 166,3
b. PT. Rimba Rdan Perkasa Kebun 275
c. Lahan Masy arakat APL 2
4. Indragiri Hilir a. Lahan Masyarakat APL 443,3
b. PT. Alam Lestari Kebun 7,5
c. PT. AgroRay aGematrans Kebun 112
5. Indragiri Hulu a. PT. KharsmaRiau Sentosa Kebun 30
b. PT. MitraKembang Selaras Kebun 40
c. PT. Siberida Wana Sjahtera Kebun 5
6. Rokan Hulu a. Lahan Masyarakat APL 200
b. PT. Riau Anugerah Sentosa Kebun 1,3
7. Dumai a. PT. AraraAbadi HTI 1,3
b. PT. Satria PekasaAgung Eks HPI 4,5
Jumlah 1.932,41

Sumber : Sekretariat PUSD ALKARHUTLA, 2007.

Berdasarkan hasil pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, luas
kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2007 jauh Iebih rendah bila dibandingkan
tahun sebelumya (tahun 2006), hal ini dkarenakan musim kemarau tahun 2007
relatif lebih pendek.

Untuk tahun 2007 luas areal yang terbakar yang dominan terjadi Areal Penggunaan
Lain (APL) : 1.153,30 Ha (59,68 %), HPHTI : 305,71 Ha (15,82 % ), Kebun : 277,50
Ha (14,46 %) dan HPH : 4,50 (0,23 % ).

Bila dilihat luas areal yang terbakar berdasarkan penggunaan lahan dari tahun 1997
s/d. 2007, maka yang dominan areal yang terbakar bertumt-turut adalah sebagai
berikut yaitu ; Areal Penggunaan Lain (APL), areal Kebun, areal HPHTI dan areal
HPH.
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Tabel 2.9 : Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Penggunaan

Lahan Tahun 1997 s/d 2007 Di Propinsi Riau.
LUAS AREAL KEBAKAAN (Ha)
NO. | TAHUN
HPH HPHTI KEBUN APL JUM. AH

1. 1997 1.169,00 2.561,00 18.619,61 3.803,85 26.153,46
2. 1998 3.196,25 1.420,00 5.080,00 5.189,00 14.885,25
3. 199 1.616,50 377,00 1.560,00 2.301,00 594450
4. 2000 356,00 563,00 2.250,00 132,00 3.301,00
5. 2001 992,70 311,68 222,41 39,94 1.566,73
6. 2002 85,00 2113,50 268,00 7.77555 10.24205
7. 2003 802,80 3.302,00 3.504,00 1.651,75 9.260,55
8. 2004 4,00 6.00 6.677,01 811,00 7.498,01
9. 2005 3,25 5.276,50 5.287,25 31.633.00 42200,00
10. 2006 3.949.99 568,45 315,30 9461,30 14.600,54
11. 2007 4,50 305,71 277,50 1.153,30 1.93241

Sumber : Sekretariat PUSD ALKARHUTLA 2007.

Gambar2.11 : Areal Bekas Lokasi Kebakaran Hutan atau Lahan

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.

Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak pada berbagai sekor, baik
tingkat

maupun hubungan kenegaraan. Kebakaran hutan dan lahan di

kepada perekonomian, transportasi, produks pertanian, kesehatan

masya rakat
Propinsi Riau dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor antropogenik

(aktivitas manusa. Fakior alami disesbabkan oleh iKim (curah hujan, kelembaban,
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suhu udara, dan kecepatan angin), bahan bakar (sisa vegetasi), jenis tanah
(mineral, gambut, batubara). Sedangkan faktor antropogenik diantaranya adalah
kebiasaan masyarakat melakukan pembersihan lahan dengan dibakar. Biasanya
puncak terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah pada bulan Juli, Agustus dan
Oktober setiap tahunnya. Umumnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di ssbabkan
oeh unsur kesengajaan dan londisi alam terutama pada musim kemarau,
umumnya terjadi pada lahan bekas tebangan (HPH/HPHTI), lahan perkebunan,

lahan masyarakat dan lahan gambut.

Gambar 2. 12 : Peta Lahan Gam but di Propinsi Riau

==
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Gambar : Bapeda Propinsi Riau, 2006.

2. 2.1. Faktor Penyebab (pressure)

Fakior penyebab terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau selama

tahun 2007 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Kondisi masyaakat peladang masih memiliki perseps bahwa pembakaran
dapat menyuburkan tanah untuk ditanami dan tidak memiliki kapasitas untuk
menggunakan cara melkanis dalam pembukaan lahan.

b. Terjadinya pembukaan Ilahan/perambahan dalam skala besar dengan

mengatasnamakan masyarakat dan belum dapat ditangani scara tuntas.
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c. Adanya kecendrungan meningkatnya arus migrasi penduduk ke wilayah Riau
untuk membuka lahan dalam skala besar dengan dukungan pemodal yang sulit
untuk diidentifikasi. Tingkat migrasi penduduk dengan pertumbuhan Propinsi
Riau 3,96 % pertahun.

d. Status lahan yang tidakjelas, terutama eks pencadangan kebun/HTI/HP H baik
karena tidak aktif, dicabut/dibatalkan maupun hadis masa konsesinya, sehingga
dimanfaatkan oleh pihak ketiga oleh pembukaan lahan kebun. Adapun Luas
Lahan eks HPH yang tidakaktif 1.083.659 Ha.

e. Masih lemahnya penegakan hukum (Law Enforcement) bagi para pelaku
pem bakaran lahan dan hutan.

f. Luasnyadominasi lahan gambut (>4 juta Ha)dan belum adanya teknik dan alat

yang efektif untuk memadamkan kebakaran padalahan gambut.

Tabel 210 : Luas Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Propinsi Riau.

Luas Gamb ut Kandungan Carbon

No. Kabupaten Ha % JutaTon %
1. | Bengkalis 856.386 21,18 2976, 93 17,67
2. | Indragiri Hilir 982.524 24.30 3.846,62 2283
3. | IndragiriHulu 222.39% 5.50 1.184,20 7,03
4. | Rokan Hilir 453.874 11,22 1.683,11 9,99
5. | Rokan Hulu 50.481 1,25 252,95 1,50
6. | Siak 503.669 1246 2.502,66 14,85
7. | Peldawan 679.731 16,81 3.394,17 20,14
8. | Dumai 159.59%6 3,95 614,83 3,65
9. | Kampar 119.775 296 369,24 219
10. | Pekanbaru 5.231 0,13 9,16 0,05
11. | Karimun 8.264 0,20 17,12 0,10
12 | Kepulauan Riau” 1672 0,04 0,66 0,00
Jumlah 4.043.602 100 16.851,23 100

Sumber : Diolah dari Wahyunto, Ritung dan Subagyo (2003).

g. Polapikir pengusaha masih bersifat profit oriented sehingga dalam pelaksanaan
LC/penanaman hanya didasarkan untuk mencapai target sesuai Rencana Kerja
Tahunan yang diperoleh, sehingga kurang mempethatikan program Zero

Buming dalam pembukaan lahan/Land Clearing (CL).

h. Belum adanya altematif penyiapan lahan lain yang relatif lebih murah dibanding

dengan penyiapan lahan dengan cara membakar.
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i. Organisasi Non Strukiur Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(Pusdallarhutla) di tingkat Propinsi maupun Sakak Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota bersifat koordinatif belum bekerja secara

maksmal dan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

j. Kurangnya kesadaran pemsahan besar dan masyarakat dalam menerapkan
kebijakan pembukaan lahan tanpabalar.

k. Terbatasnya sarana, prasarana dan dana pengendalian kebakaran hutan dan

lahan secara temprogram.

. Sistem penerapan sanks kepada pihak pelanggar (perusshaan dan
masyarakat) yang melanggar ketentuan di bidang lebakaran hutan dan lahan
belum optimal diterap kan.

m. masih kurangnya peran seta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan

dan lahan.

n. Kurangnya pengawasan di areal HTI dan perkebunan besar swasta terhadap
aktivitaspenyiapan lahan.

0. Lemahnya sistem informasi (peringatan dini) tentang kebakaran hutan dan yang
dimiliki.

p. Hampir seluruh daerah kabupaten/kota di Propind Riau merupakan daerah

rawan kebakaran, yaitu tediri dar 10 kabupaten, 46 kecamatan dan 254 desa
(dari 1.498 desa).

2. 2. 2. Dampak (Impact)

Adapun dampak terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau terutama
terhadap kondis ekosistem lingkungan dan makhluk hidup antara lain adalah

sebagai berikut:
a. Terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara.

b. Terganggu kegiatan transportasi sperti penerbangan dan lalu lintas pelayaran
dan darat.

c. Terganggunya hubungan baik dengan negara tetangga (Malaysia dan
Singapura serta Brunai Damussalam). Sehingga muncul gugatan negara

tetangga terhadap Indone sia akbat kabut asap yangterjadi.
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Gambar 2 13: Datalndeks Standar Pencemaran UdaraBulan Juni 2007
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Gambar 2 14: Data Indeks Standar Pencemaran Udara Bulan Agust 2007
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 D 31

PSI 0-100 : GOODTO MODERATE (GREEN ALAG)

>201 : VERY UNHEALTHRUL TO HAZ ARDOUS (REDFLAG)

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.
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d. Timbulnya kerugian ekonomi pada berbagai sekior, aktivitas masyarakat
(pendidikan, perdagangan), serta terganggunya produks pertanian akibat

lemahnya intendtasmatahari untuk aktivitas fotosntesa.

Gambar 2. 16 : Kabut Asap Mengganggu Aktivitas Transportasi

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.

e. Meningkatnya penderita penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi
masyarakat terutama bagi anakBalita.

f. Punahnya leanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di skitar lokasi
kebakaran.

g. Terbentuknya sebaran lahan kitis di daerah Propind Rau yang ikut
mengakibatkan rusaknya/terjadinya degradasi kualitas ekosistem lingkungan
kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tanglkapan air (catchment area),
pengikat tanah agar mengurangi/menghambat terjadi erosi dan habitat flasma

nuftah.

Gambar 2. 17 : Bertambahnya Lahan Kiritis Akibat Ke bakaran Hutan dan Lahan
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2. 2. 3. Upaya pencegahan dan pe nanggulangan (res ponse)

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di

Propinsi Riau yang telah dilakukan antara lain dengan langlkah-langkah sebagai
berilut :

a. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Rapat Peningkatan Manajemen Pemda

Dalam Penanganan Kebakaran, yaitu meliputi :

Penanganan kebakaran hutan dan lahan agar lebih diutamakan pada aspek

pencegahan/mitigasi ketimbang aspek dam paknya.

Lahan dengan status grey area (eks HPH, lahan sisa pencadangan,
perusahaan tidak akiif) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang

belum dicabutizinnya untuk sgera ditetapkan kembali status hukum nya.

Pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan konservas agar lebih
dioptimalkan, mengingat adanya kecenderungan sebagian besar masyarakat

yang ingin menguasai.

Diperlukan alokasi dana yang mem adai dalam rangka penanganan keb akaran
hutan dan lahan baik melalui APBN maupun melalui APBD (Pembahasan

Program dan Anggaran melalui forum Musrenbang).

Komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan sangsi terhadap stiap
orang, kelompok dan badan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan

lahan agardilakukan secara konsd sten dan tuntas.

Memberikan insentif kepada masyarakat dalam bentuk Crash Program,
termasuk pembinaan De sa/Kelurahan yang rawan kebakaran untuk diberi kan
wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan

lahan.

Dunia Usaha yang teribat dalam pemanfaatan hutan dan lahan waijib
membina dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengendalian kebakaran

hutan dan lahan.
Memberdayakan Kantor Desa sebagai Posko Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Lahan.

Perdu peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia serta
pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan

kebakaran Hutan dan Lahan untuk wilayah regional Sumatera dan Kalimantan.

Peningkatan Sarana Prasarana dan Mobilitas disesuaikan dengan situas dan

kondisi kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah masing-masing.
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* Masing-masing daerah membuat Prosedur Tetap (Protap) yang melibatkan
seluruh unit kera terkait daerah dan masyarakat dalam penanganan

kebakaran hutan dan lahan.

* Melaksanakan program Aksi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan secara berkesinambungan.

b. Upaya Administrasi dan Langkah Strategis, melalui kegiatan sebagai
beri kut :
* Menyiapkan perangkat hukum atau mereviss Peraturan Daerah (Perda)

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau sudah
disetuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.

* Melaksanakan Surat Edaran Gubemur Riau untuk mendata, dan menertibkan
status kepemilikan lahan, dan menetapkan status quo terhadap lahan yang
tidak jelas kepemilikannya/b erakhir konsesinya, serta mendesak Departemen

tekni s untuk menetapkan p engelolaannya.

* Menerbitkan dan menyebaruaskan makiumat Guberur Riau, Kapolda Riau
dan Kejati Riau untuk tidak melakukan pembakaran lahan untuk membula
areal pertanian dan perkebunan.

* Mengadakan rapat tanggap darurat dal karhutla dengan seluruh bupati/wali kota
se Propind Riau. (data rapat yang sudah dilakukan)

* Memerintahkan camat dan seluuh kepala desa dengan bantuan polisi s ktor
proaktif melakukan kegiatan monitoring dan penyuluhan rutin ke masyarakat
agar menghenti kan seluruh penyiapan lahan yang dilakukan pembakaran.

* Pelunya kabupaten/kota menyediakan dana yang memadai untuk
pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui APBD masing-masing.

* Instans yang memberi izin operasi kegitan/fusaha secara konsisten agar

mencabut seluruh izin usaha perkebunan dan HTI vyang tidak
dikelola/dikerjakan dalam waktu lama.

c. Langkahdangkah rutinfumum

(1) Preventif

= Memperkuat kelembagaan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dengan membentuk Tim
Reaksi Cepat (TRC).
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» Meningkatkan peransrta masyarakat pada daerah rawan kebakaran dengan
membentuk kelompokM asyarakat Peduli Api (MPA).

Tabel 2. 11: Jumlah Kelompok M asyarakat Peduli Api (MPA) di Propinsi
Riau Tahun 2007.

MPA
No. Kabupaten Kelompok Anggota
1. | Bengkalis 17 208
2. | Dumai 5 160
3. | Indragin Hilir 1 25
4. | Indragii Hulu 1 25
5. | Kampar 1 24
6. | Kuantan Singingi 18 429
7. | Pelalawan 9 160
8. | Rokan Hilir 4 180
9. [ Rokan Hulu - -
10. [ Siak 8 55
Jumlah 64 1.266

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2007.

» Kefjasama dengan Perguruan Tinggi (Universtas Islam Negeri, Universitas
Isam Riau, Universtas Riau, dan Universitas Lancang Kuning) dalam
pengkaderan mahasiswa sebagai tenaga penyuluh pengelolaan lahan lahan

gambut berkelanjutan dan pengendalian kebakaran lahan gambut.

= Pada tanggal 25 Juni 2007 telah dilakukan pengkaderan mahasiswa yang
akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Univerdtas Rau dan
Univerdtas Islam Negeli sebanyak 50 orang mahasiswa sebagai tenaga
penyuluh pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan pengendalian

kebakaran lahan gambut.

= Pembinaan kepada masyarakat di 12 lokasi dalam pengelolaan lahan gam but

berkelanjutan dan pengendalian kebakaran lahan gam but.

» Pencetakan liflet dan poster dengan tema : Pola Pertanian Tempadu dalam
Budidaya Pertanian di Lahan Gambut, Pengelolaan Lahan Gambut
Berkelanjutan. Leflet dan poster dibagikan kepada masyarakat sebagai salah
satu ujud sosialisasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan melalui media

cetak
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Dalam

Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Tahun 2007

No. Kabup aten/ Kecamatan Desa Jumlah Peserta
Kota (Org)
1. | Kuantan Singingi | = Singing = Kebun Lado 50
2. | Rokan Hilir = Tanah Putih = Sintong 50
=Batu Hampar 50
= Rantau Bais 50
3. | Bengkalis = Bukit Batu = Desa Sepahat 50
4. | Indragiri Hilir = Keritang = Kuda Keritang 50
5. | IndragiriHulu * Peranap = Batu Rijal Brt 50
6. | Peldawan * Bunut * Merbau 50
7. | Rokan Hulu * Rambah Samo | =Langkitin 50
8. | Siak * Dayun =Dayun 50
9. | Kampar = TapungHuu *Dusun | :
Sinama Nenek 50
*Dusun Il :
Kepanas an 50
Jumlah 600

» Membentuk Posko bersama di Bapedal Propind Riau, dengan mengikut

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007

sertakan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja,
Satuan Komanda Resort Meliter, Satuan Polda Riau, Satuan TNI-AU dan
Badan Meterologi dan Geofiska (BMG) mulai bulan Juli 2007 sampai Okober
2007.

Mengaktiflan
kebakaran untuk memudahkan koordinasi dan penyebaraninformasi.

Posko bersama disetiap daerah kabupaten/kota mawan

Mempublikasikan pengumuman dan himbauan Gubemur Rau dan Wakl
Gubermnur Riau tentang larangan pembakaran hutan dan lahan di RTV, TVR,
RRI dan Media cetak.

Penegakan hukum bagi pembakar lahan dengan dukungan aparat penegak
hukum disetiap jajaran (Kepdlisian, Kejaksaan dan Kehakiman).

Kejasama regional Asda Tenggara (bilateral dan mult lateral) serta

mendukung terbentuknya Asean Centre di Propinsi Riau.

Mewajibkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan pemasangan
papan peringatan di lokasi yang mudah tedihat, pada areal rawan kebakaran
seta dihindari

dengan bahasa yang informative, mudah dimengerti

menggunakan kata-kata yang sifatnya melarang atau mengancam.

Mengadakan kegiatan penyuluhan di beberapa Kabupaten/Kota bersama-

sama dengan Bapedalda Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk
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meningkatkan peran masyarakat agar tahu, mau dan mampu menjaga,
memperbaiki dan meledarikan lingkungan hidup terutama dari gangguan
kerusakan yang diakbatkan kebakaran hutan. Kegiatan tersebut dilakukan
melalui pertemuan atau sarasehan, temu wicara, sekaligus penyebaruasan

leafletbookiet, dan pemutaran film.

» Mencari dan mengolah data hot spotdari satelit NOAA berbagai sumberuntuk
disebaduaskan lepada Dinas terkait di kabupaten/kota, Pemsahaan
Perkebunan dan Kehutanan untuk dilakukan pengecekan le lapangan.

» Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Data Hotspot bagi 30
orang aparat dari pemerintah kabupaten/kota se Propinsi Riau tahun 2007.

= Pelaksanaan kegiatan peningkatan Sumberdaya manusia (SDM) dalam
pengelolaan lingkungan hidup bagi 30 orang kepala desa dan dinas indansi
yang tergabung dalam drukur Dalkarhutla dalam meminimdisasi terjadinya
kebakaran hutan danlahan padatanggal 24 s/d. 26 Juli 2007.

Gambar 2. 18 : Demontrasi Pemadaman Ole h Tim Dalkarhutia

Sumber : Bapedal PropinsiRiau, 2007.
» Pendidribusian alat pemadam kebalkaran ({Eompa air) dari Pemerintah
Propins Riau kepada 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten/kota masing-masing
sebanyak 2 (dua)unit.

= Mengoptimalkan pengadaan personal, sarana dan prasarana yang berlaitan
dengan peralatan pemadaman baik ditingkat pemerintah propins maupun di
tingkat pemerintah lkabupaten/kota. Dimana saat ini kondisinya saat ini
sebagai berikut :
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a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam:

— Mobi tanki air volume 500 liter : 14 unit
— Mobi personil ;7 unit
— Mesininduk(pompa) 2 14 unit
— Mesin Pompa Jinjing : 28 unit
— Personil terlatih : 14 regu (210 org)

b. Dinas Kehutanan Propins Riau (Penanggulangan Karhutla) :
— Mobi pemadam kebakaran volume 4000 liter : 1 unit
— Mesin pompa air 1 4 unit
— Petugas pemadam kebakaran (Personil) : 30 orang
c. Dinas Perkebunan Propinsi Riau (Pencegahan Karhutla):
— Pemadam kebakaran : 3regu (30 orang).
d. Satuan Polisi Pamong Praja :
— Pemadam kebakaran Terlatih : 1 regu @0 orang)
— Mobil Pemadam Kebalkaran : 2 unit .
e. BAPEDAL Propind Riau:
— Fasilitas komunikasi dan dana-dana pertemuan untuk menjalankan
fungd sebagai Sekretariat Pusdal karhutla.

» Penyebaruasan informas kepada masyarakat tentang kondis kualitas udara,
sedangkan guna melindungi kesehatan masyarakat akbat dari pengaruh
asap, Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten/Kota melalu Palang Merah
Indonesia (PMI) membagikan Masker kepada masyarakat secara grafis
terutama pada daerah rawan kabut asap, yang diperoleh dari partisipasi pihak

swasta.

(2) Pe ngendalian

» Melaksanakan apel daga terutama pada kabupaten/lota yang rmawan terjadi
kebakaran hutan dan lahan dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan bagi

regu pemadam kebakaran hutan danlahan.

» Penetapan status quo dengan pemasangan police line dan penghentian
aktivitas penyiapan lahan untuk memudahkan proses selanjutnya.

= Mengaktifkan Posko Bersama Pusdal karhutla sebagai pusat informasi dalam

pengendalian dan antisipasi kebakaran.

» Meningkatkan koordinasi di tingkat propinsi maupun lapangan dengan aparat

keam anan serta dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
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= Membangun sstem infomas kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat

propins sampai tingkat desa.

 Melakukan penertiban status pemilikan atau pengelola lahan seperti ; eks
HPH, Hutan lindung/lonversi, HTl dan Perkebunan yang ditelantarkan (lahan
tidur).

» Merevitalisasi status lahan berdasarkan hasl identifikasi yang dilakukan

dinag/instansi terdalam dalam 2 (dua) tahun terakhir.

» Memberikan reward/punishment terhadap knefja kepala daerah dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

* Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan Peraturan Gubemur Riau
Nomor: 6 Tahun 2006 yang dilengkapi dengan peralatan standar.

= Mendorong kabupaten/kota untuk membentuk TRC, menyiapkan peralatan

dan anggaran yang memadai sampai ke tingkat de sa.

= Merancang Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tugas pokok dan
fungsi pengendalian dan sanksi hukum bagi pelaku yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan lahan.

» Telah melaksanakan Progmam Super (Surat Pernyataan) dalam rangla
peningkatan penaatan pengelolaan lingkungan terhadap aktivitas kegiatan
usaha terutama kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan. Untuk tahun
2007 telah dilaksanakan pada 2 kegiatan sekor HPHTI, 1 kegiatan ssktor
HPH dan 23 kegiatan sektor perlebunan.

3) Pemadaman

= Penugasan Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari Regu Manggala Agni, Tim dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dibantu oleh Tim dari pemuusahan dan
masyarakat setempat untuk membantu pemadaman kebakaran pada
beberapa daerah rawan kebakaran, sperti di kabupaten Pelalawan, kota
Pelkanbaru, Siak dan Dumai pada periode | (Januari — Mei 2007) pada areal
yang terbakar seluas 1.191 Ha.

= Untuk periode Il (Juni — Agustus 2007), pemadaman telah dilakukan pada
wilayah operasi Rengat, Pelanbaru, Siak dan Dumai yang dilaksanakan oleh
Tim/regu dari Manggala Agni dibantu oleh Tim pemadaman dari perusahaan.

Adapun luas areal yang terbakar seluas1.400 Ha.
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Gambar2. 19 : Usaha Pemadaman Oleh ReguPemadaman di Lapangan

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2007.

2.2.4. Kendala

Meskpun pemerintah daerah telah berupaya menangani masalah lkebakaran hutan

dan lahan di Propinsi Riau pada tahun 2007, namum kejadian kebakaran hutan dan

lahan masih temus terjadi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menanggani

kebakaran hutan dan lahan antara lain, adalah :

a.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah belum efekif karena belum
dibentuknya unit/indansi yang pemanen di tingkat propinsi dan kabupaten/kota
untuk pengendalian kebakaran dan asap, walupun sudah diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001.

Belum adanya suatu keterpaduan keinginan (Willingness) antar instansi teknis
terkait dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan
pembakaran hutan dalam proses legiatan pembukaan areal (Land Qearing).

Belum jelamya acuan altematif program Zero Buming dalam pelaksanaan
pembukaan lahan, dalam bentuk Standart Operating Procedur (SOP)
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi alam (tanah) dibagian imur daerah Riau daratan yang merupakan lahan

gam but.

Pola pembukaan areal masyarakat tani tempatan yang mash melakukan

pem bakaran sisa kayu/tebangan.

Masih terbatasnya ruang pengawasan di lapangan mengingat begitu luasnya
dan berpencamya lokasi pembukaan areal hutan yang dilakukan oleh para
pelaku pembulka perkebunan bila dibandingkan dengan jumlah personal

pengawas yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Propinsi dan Kab upaten/Kota.
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g. .Mash kurangnya jumlah personal dan regu pemadaman kebakaran hutan dan

lahan serta peralatan yang dimiliki pada daaerah kabupaten/kota

kebakaran.

ragam

Tabel 2.13 : Jumlah Regu Pemadam Dan Keadaan Peralatan Yang

No.

Dimiliki Tahun2007

Kabup aten/
Kota

Jumlah (Org)

Jenis Peralatan

Jumlah
(Unit)

Bengkalis

9 org (Polhut)

= Kapak dua fungsi

= Golok

= Pompa air portabel

= Fire Figting & Burny Bucket
= Topi Pengaman

2

-—
o
s

<}

Indragiri
Hilir

12 org (Pdhut)

= Pompa air portabel
= GPS

= Teropong Binokuler
» Rig atau SSB

_ Al

Indragiri
Hulu

60 org

* Pompa air portabel

= Mbbil Hiline

= Bus Moniop

= Kendaraan roda dua

—_
N

Peldawan

12 org (Pdhut)

= Traktor/buldos er

= GPS

= Mobil pemadam kebakaran
= SSB

Kuantan
Singingi

= Mobil pemadam kebakaran
- CB
= Topi pengaman

Kampar

= Mobil pengangkut regu
= SSB
= CB

Siak

12 org (Pdhut)

= Golok

= Sabit

= Garu tajam

= Garu skop

= Chain Saw

= Mobil pemadam kebakaran
= Mobil pengangkut regu

Rokan Hilir

12 org (Pdhut)

= Kapak dua fungsi
* Kapak dua mata
* Pengait semak

= Golok

= Sabit

= Garu tajam

= Gru sekap

= Alat pemuk ul api
= Pacitan

= Pompa punggung
= Chain Saw

MNARBRMABRAARNRANacappNNAEN 2o alap=aald A

Sumber : Data hasil olahan PUSD ALKARHUTLA Riau, 2007
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2. 3. PERMASALAHAN BANJIR

D Propins Riau permasalahan banjir sudah menjadi salah satu isu pokok
lingkungan hidup beberapa tahun belakangan ini bahkan sampai pada tahun 2007
permasalahan banjir masih juga terjadi. Berdasarkan data dari Badan
Kesegjahteraan Sosial Propinsi Riau dari 11 (sebelas) wilayah kabupaten/kota yang
ada di Popins Riau, 5 (lima) diantaranya terkena bencana banjir dengan ketinggian

air berki sar antara 1 meter sampai 4 meter.

Masalah banjir di Propinsi Riau sampai saatini mash menjadi masalah pelik yang
perlu penanganan komprehensif. Berbagai faktor penyebab pedu dikaji secara
mendalam. Pemahaman proses hidrologi yang terjadi di wilayah ini harus dipahami
dan diketahui polanya (trend). Proses hidologi hanya dapat dipelajari dengan
pendekatan sistem, vyakni sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sbagai unit
analisisnya. Daerah-daerah yang umumnya terlena dampak banjir adalah daerah
hilir dari suatu sistem sungai, srta daerah-daerah yang secara fisilogis mem punyai

origin seperti daratan banjir, teras sungai, dan rawa.

Gambar 2. 20 : Bencana Banjir Akibat Luapan Air Sungai

"

Riau, 2005.

Sumber : Bapedd Propinsi

Propinsi Riau yang tebagi dalam 4 (empat) sistem sungai utama yakni Sungai
Kampar, Indragiri, Siak dan Rokan. Perlu diketahui bahwa sungai-sungai tersebut
mempunyai wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya berada di wilayah

Propinsi Riau, namun hulunya berada pada proping lain yaitu Propinsi Sumatera
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Uara dan Propinsi Sumatera Barat, seperti untuk sungai Kampar, Rokan dan
Indragiri dan hanya sungai Siak saja yang wilayah DAS-nya terletak di Propinsi
Riau. Batas DAS dan propinsg ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan
konsep pengelolaan DAS terpadu (One River, One System and One Manage ment)

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Propind Rau, yakni dengan adanya
salah satu kegiatan di sekior ekonomi dengan pertumbuhan yang cepat, mala
pertumbuhan e konomi ini tak lain dipicu adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi,
sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup. Pembangunan disekor
lain juga meningkat temasuk kegiatan pembukaan lahan baru, perubahan fungsi
lahan dari hutan menjadi kawasan non hutan. Hal-hal tersebut dengan serta merta
juga akan mengubah fungs hidrologis hutan, sebagaimana diketahui fungsi hutan
antara lain adalah meningkatkan kapastas resapan air hujan, sekaligus juga

berfungsi sebagai media penyimpan air perm ukaan.

Disamping itu, tidak hanya fakior perubahan fungsi hutan saja yang ditengarai
sebagai penyebab banjir, adanya pemilihan lokasi yang kirang tepat untuk
pemukiman, kawasan budidaya dan pengembangan kawasan tebangun lainnya,
sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga perlu

menjadi kajian tersendin dalam kaitannya dengan masalah banjir.

Selain itu, untuk kawasan dataran rendah seperti dataran gambut, kawasan
estuaria, pemasalahan banjir juga dipengaruhi adanya pengamuh pasang suwut air
laut. Apabila kedua fenomena ini tefjadi bersamaan, vyaitu tejadinya hujan lebat
yang menyebabkan paskan air dari kawasan hulu demikian banyaknya dan secara
bersamaan terjadi pasang naik, maka dapat dipastikan bencana banjir yang

ditimbullkannya juga akan besar.

Secara kualitatif masalah banjir dan kekeringan terjadi akibat kesenjangan dua hal,
yaitu masalah distribusi dan kapastas (storage). Di Indoneda, distiibus hujan yang
tidak merata sepanjang tahun cenderung terakumulasi pada waku yang singkat
sehingga akan menyebabkan tanah dan tanaman tidak mampu menampung semua
volume air hujan yang jatuh ke permulkaan bumi. Akibatnya sebagian besar air
hujan dialirkan menjadi aliran permukaan sehingga menyebabkan banjir di hilir.
Peningkatan volume aliran permukaan ini diperparah dengan terjadinya alih guna
lahan, dimana mulanya merupakan areal persawahan, hutan, perkebunan dan
lainya menjadi ke lahan berpenutup permanent seperti perumahan, pabrikiindu ri
dan jalan. Perubahan yang tidak terkendali ini akan menyebabkan wolume aliran

permukaan meningkat luar biasa dan kecepatan aliman pemukaan meningkat
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secara tajam sehingga daya angkut dan daya kikisnya menjadi luar biasa. Kondisi
ini menyebabkan laju ersi, pencucian hara yang menyebabkan penurunan
kesuburan tanah semakin cepat. Volume air yang tinggi dan waktu tempuh yang

singkat menyebabkan bahaya ba njir di hilir sangat besar.

Gambar 2. 21 : Luasan Daerah Rawan Banjir Pada Masing-M asing
Daerah Aliran Sungai di Propinsi Riau

LUASAN DAERAH RAWAN,AGAKRAWANDAN TIDAK RAWAN
BANJR PADA MASING-MASING DAS
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x 1,000,000
g
] 800,000 —1
S
600,000 A
g
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200,000 1
O T7DAS NDRAGIRI | DAS PANTAI DASKAMPAR D AS ROKAN DAS SIAK
(2269744 ha) (1496901 ha) 2510989 ha) (1722292 ha) (1365812 ha)
h RAWAN 744,18 821,520 718,677 612,895 479,945
[3 AGAK RAWAN 139,07 569,716 429,013 378,654 236,264
fo TIDAK RAWAN 741,2% 120,000 1,280,747 726,546 649,528

Gambar 2.22 : Tingkat Keraw anan Banjir Pada Masing-Masing DAS

TINGKAT KERAWANAN BANJIR PADA MASING-
MASING DAS DI PROPINSI RIAU
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Berdasarkan data dari Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Propinsi Riau wilayah
kabupaten/kota yang terkena bencana banjir pada tahun 2007 bila dibandingkan
dengan tahun 2006 terjadi penurunan daerah terkena bencana banijir. Dimana pada
tahun 2006 daerah yang bencana banjir ada 9 kabupaten/kota, sedang pada tahun
2007 daerah yang terkena bencana banjir ada 5 kabupaten/kota melputi ; Rokan

Hulu, Rokan Hilir, Pekanbaru, Dumai, dan Pelalawan.

Tabel 2.14 : Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang Terkena Bencana
Ba njir Sampai Ok tober 2007.

No. | Kabupaten Jih. Wil. Terkena barjir t;‘;ﬁf;;ﬁg?ﬂ K:r'L‘an
Kota Kecamatan | Desa/Kel. KK Jiwa LI

1. | Rokan Hulu 2 5 3.000 - -

2. | Rokan Hilir 2 3 567 - -

3. | Pekanbaru 4 - - 3.499 -

4. | Dumai’ - - - - -

5. | Pelalawan 3 3 - 18.000 -

Sumber : Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, 2007.
Keterangan Dumai~ : tidakterssdia data.

Sedangkan untuk kabupaten lain seperti Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan dan
Kampar dilaporkan bahwa ketinggian air aungai yang melalui daerah dimaksud telah
menunjukkan kenaikan namun londis dimaksud belum mengganggu akifitas

penduduk/masyaralat.

Penanganan bencana alam banjir di Propinsi Riau dilaksanakan dengan pola
pemusatan komando operasi pada Posko Bencana Banjir odleh Satuan Koordinasi
Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATKORLAK PBP) pada
Kantor Badan Kesejaterman Sosial (BKS) Propins Riau.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam penanganan bencana banijir
oleh Satlorlak PBP adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan rapar SATKORLAK PBP dengan Adsten Il dan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten dan Kota se Propind Riau pada tanggal 26 Oktober 2007

b. Menyebarluaskan Surat Edaran Gubernur Riau tentang perdapan dan kesiapan

kabupaten dan lota menghadapi bencana alam banjir di Propind Riau.
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c. Menyakurkan bantuan tanggap darurat berupa pemakanan ke kabupaten/kota

yang terkena bencana alam banijir.

d. Melakukan pemantauan langsung ke lokasi terkena bencana banjirdi Kelurahan
Sri Meranti Kecamatan Rumbai oleh Kepala Badan Kesejahteraan Sosial
Propinsi Riau bersama unsur Muspida terkait dan memantau kondisi

masyarakat dilokasi yang terkena banijir.

2. 3.1. Faktor Penyebab (pressure)

Adapun fakior penyebab terjadinya bencana banjir di Propind Riau dai kondisi
yang ada d apat disebabkan oleh beberap a hal, diantaranya :
a. Masih lemahnya mutu dalam penetapan tataruang wilayah karena belum

memperimbangkan agek rawan elosistem karena sebagian besar wilayah

daratan Propinsi Riau merupakan kawasan gam but.

b. Tingginya curah hujan dan jumlah hari hujan bagi beberapa tempat di wilayah

Propinsi Riau.

Tabel 2. 15 : Data Curah Hyjan dan Hari Hujan Pada Beberapa Tem pat
di Propinsi Riau Tahun 2007

NO. KABKOTA JAN FEB MART APRL MEI

CH HH | CH HH | CH HH | CH HH | CH HH

1. | PEKANBARU | 278, 21| 2062 18| 234,z2| 17| 3711 21| 307,&| 18

2. | PELALAWAN | 220,C| 17| 965| 14 362 12| 3445 19| 198,3| 13

3. | INDRAGIRI 146,€ | 20| 919| 18] 2253| 18| 2078 | 17| 354,¢| 20
HULU
4. | DUMAI 155,¢ | 11 1613 | 11| 238,E| 10| 260,7| 21| 278, 15
JUNI Judl AGUST SEPT OKT

NO. KAB/KOTA

CH HH | CH HH | CH HH | CH HH | CH HH

1. | PEKANBARU | 180,7 ( 18| 1816 20| 207,€| 18] 3365| 21| 501,7| 23

2. | PELALAWAN 164 | 13| 484 7| 1414 12| 735| 15| 358, 22

3. | INDRAGIRI 652 | 11| 121,3| 15 11€] 10| 2501 | 18| 130,C| 17
HULU
4. | DUMAI 211,C| 14] 2549 | 18| 307,¢| 19| 1399 13| 183,E| 19

Sumber : BMG, Stasiun Meteordogi Pekanbaru, 2007 .
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d.

e.

e ] i° E i ) i

Sumber : SLHD Kota Pekanbaru, 2007.

Terjadinya pendangkalan dasar sungai (sedimentasi) akibat adanya proses
alam dan berbagai aktivitas kegiatan ekonomi, sperti penambangan pasir dan
kerikil (bahan galian C) terutama di daratan serta kegiatan pembukaan lahan di
sekitar sungai yang tidak terkendali srta perilaku penduduk yang membuang
sampah tidak pada tempatnya, seperti ke paritdrainase dan ke sungai yang

berdam pak terhadap terhambatnya aliran air sungai.

Gambar 2. 23 : Pengelolaan Sampah Yang Tidak Terkendali Penye bab Banjir.

Penebangan hutan yang tidak terkendali dan perubahan fungsi yang diakibatkan
oeh perkembangan yang sangat pesat pada sektor industri kehutanan dan
perkebunan serta angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi kebutuhan
akan lahan sehingga fungsi hutan sebagai kawasan resapan air hujan
(catchment ara) terutama pada bagian hulu sungai-sungai besar
terganggu/hilang, disamping akibat legiatan perambahan hutan/penebangan
hutan liar (illegal logging) yang dilaku kan oleh bebagai pihak

Adanya luapan air kiriman daii daerah hulu, seperti yang berasal dari : dungai
Indragiri daii Propinsi Sumatera Barat, sungai Rokan dari Propins Sumatera
Barat dan Sumatera Utara, sungai Kampar dari Propinsi Sumatera Barat akibat
tingginya curah hujan dan bilamana terjadi akan memaksa pihak PLTA Koto
Panjang Kabupaten Kampar membuka beberapa pintu air bendungan guna
menghindari jebolnya bendungan tersebut.

Gambar 2. 24 : Pem bukaan Pintu Air Bendungan PLTA Koto Panjang
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f.

Belum memadainya jumlah dan ukuran dmainase (khususnya di perkotaan) yang
tersedia sehingga banyak terlihat air yang melimpah memenuhi badan jalan
bilamana hari hujan, disamping masih rendahnya lesadaran masyakat dalam

menjaga kebersihan parit jalan disekitar pemukiman.

Gambar 2. 25 : Kondisi Drainase di Areal Pemukiman Tidak Terawat

Sumber : Bapeddda Kota Pekanbaru, 2007.

Masih lurangnya lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang berada

sepanjang jalan maupun dalam bentukhutan kota/taman kota.

Belum smua kota-kota yang terkena banjir memilik bendungan pengendali
banjir.

Kurang matangnya perencanaan desain dan konstruksi seperi mash
terbatasnya main drain atau saluran utamal/primer sehingga pada saat curah
hujan tinggi dan intendtasnya cukup lama, saluran-saluran air yang ada tidak
cukup untuk menampung air hujan. Air hanya menggenang di lokasi tersebut
sampai meresap ke dalam tanah. Selain itu, drainase juga dinilai masih kurang
dalam sehingga pada saat hujan tidak mampu lagi menampung debit air yang
melebihi daya tampungnya dan meluap ke jalan. Oleh karena itu, dipedukan

peta kontur tanah sebagai dasar perencanaan drainase.

2. 3. 2. Dampak (impact)

Adapun dampak akibat terjadinya bencana banjir pada tahun 2007 di beberapa

kabupaten/kota, antara lain sebagai berikut :

a. Kabupafen Rokan Hulu :

Bencana alam banjir d Kabupaten Rokan Hulu melanda pada 2 kecamatan yang

terdin dari 5 desa yaitu Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Bonai Darssalam,

yang menimpa 3.000 kepala keluamga (KK). Kerugian yang dialami meliputi
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rusaknya rumah, dan juga mengakbatkan tefjadinya rawan pangan dan kerawanan

penyakit.
b. Kabupaten Rokan Hilir :

Bencana alam banjir melanda di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pujud pada Desa
Air Htam dan Desa Siarang-Arang, dan Kecamatan Rimbo Melintang pada Desa
Merbau Jaya. Adapun jumlah masyarakat yang terkena dampak adalah 667 KK
yang mengakibatkan tergenangnya rumah penduduk dan terjadinya rawan pangan

dan kerawanan penyakit.

c. Kota Pekanbaru:

Dari data yang ada bencana alam banjir di kota Pekanbamu tersebar pada 6
kecamatan yang tediri dari 14 kelurahan/de sa, yang menimpa 20.620 KK. Dam pak
akibat banjiradalah terem dam rumah sebanyak 11.302 rumah, dan tergenang 5.479
rumah, dengan kedalam air berkisar dari 0,3 meter 9d. 2,5 meter. Sedangkan

kerugian yang dialami akibat terjadinya bencana banjir adalah :

Tabel 2.16 : Jumlah Kerugian Akibat Banjir Tahun 2007

No Kecamatan Kerugian (Rp) Fasilitas yang Rusak

1. Rumbai 295.000.000,- Rumah rumah ibadah, gedung sekolah,
Puskesmas, lahan pertanian

2 Rumba Pesisir 371.553.380,- Gedung sekolah, umah, rumah ibadah,
jalan/jembatan, kolam ikan

) Lima Puluh 112425.000,- ©Gedung sekolah, rumah, lahan pertanian

4. Tenayan Raya 209.000.000,- ©edung sekolah, rumah, lahanpertanian

5. Payung Sekaki 28.550.000,- Jalan dan jembatan, rumah, kolam kan

6. Senapelan - Tidak tersedia data

Jumlah 1.016.528. 380,-

Sumber : Buku Laporan SLHD Kata Pekanbaru, 2007.

d Kota Dumai :

Bencana alam banjir tefjadi pada bulan Okiober 2007 diakibatkan terjadinya pasang
keling atau tingginya gelombang pasang air laut yang ditambah oleh curah hujan
yang tinggi. Adapun dampak dari banjir mengakibatlkan tergenangnya sekolah-

sekolah dan jalan.

e. Kabupaten Pelalawan:

Bencana alam banjir di Kabupaten Pelalawan tersebar pada 3 kecamatan di 5

kelurahan/desa, yaitu kecamatan Langgam (kelurahan Langgam), kecamatan
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Pangkalan Kerinci (desa Rantau Baru, desa Kuala Terusan) kecamatan Pelalawan
(lelurahan Pelalalwan dan Desa Sering). Diperkirakan masyarakat yang berada di

daerah rawan bencana berjumlah 18.000 jiwa.

Selanjutnya, dampak yang dimsakan langsung oleh masyarakat akibat terjadinya

bencana banjir ini adalah :

a. Kerugian yang diderita oleh masyarakat yang bermusaha dibidang pertanian,
perikanan lkarena hadl pertanian dan perikanan yang akan diharapkan

terendam, hanyut terbawa air ketiga terjadi bencana banijir.

Gambar 2. 26 : Rusaknya Lahan Kebun Masyarakat oleh Be ncana Banjir

Sumber : Harian RiauPos, 2007.

b. Terganggunya kegiatan elonomi masyarakat dikarenakan tidak dapat bekeia
sebagaimana biasanya dan kesibukan menjaga barang-barang rumah tangga/

harta benda.

c. Terganggu dan terhentinya sementam kegiatan belajar mengajar bagi anak-
anak selolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan

Atas (SLTA).

Gambar 2. 27 : Akibat Banjir Terganggunya Akfivitas Belajar
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d. Tingginya harga 9 (sembilan) bahan pokok disebabkan terganggunya jalur
tansportasi, seperti putusnya jalur transportas darat antara Propinsi Riau
dengan Sumatera Barat, begitu juga dengan Sumatera Utama dimana kedua
propinsi tetangga tersebut mempakan daerah penghasil (sentra produksi) atas

kebutuhan masyarakat di wilayah Propinsi Riau.

e. Bertambahnya biaya pengeluaran masyarakat untk perbaikan rumah (pasca
banjir).

Gambar 2. 28 : Buruknya Sanitasi Lingkungan Akibat Terjadinya Banjir

f. Timbulnya berbagaijenis penyakit seperti peryakit disentri dan malaria terhadap
masyarakat, akibat buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan krisis penyedian air

bersih pada pasca bencana banjir.

g. Timbulnya daerah rawan pangan &ibat msaknya daerah sentra produksi

pertanian masyarakat.

2. 3. 3. Penanggulangan (Response)

Upaya pencegahan dan penanggulangan daii permasalahan banjir dapat dilakukan

antara lain sebagai berikut :

a. Memantapkan fungsi lembaga penanganan bencana banjir sehingga mampu

meminimalkan dampakdan kermgian yang akan terjadi.

b. Mendesign RT RW secara mmah lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan yang
tidak tepat khususnya di daerah rmwan banjir dan kawasan resapan air dapat
dihindarlkan.
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c. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota dalam mengantispas terjadinya
banjir telah menerbitkan Peratura Daerah tentang kewajiban membuat sumur

resapan.

d. Melakukan kegiatan reboisasi pada daerah-daerah yang sudah terbuka dan
pada Daerah Aliran Sungai terutama pada lahan kitis, terutama pada wilayah

hulu yang merupakan daerah tangkapan air.

e. Mempertahankan daerah hulu sungai yang merupakan daerah konservas yang

berfungs sebagai daerah cathment area.

f. Dalam mengantisipasi meluasnya dampak terjadinya banjir hampir terjadi
sepanjang fahun di beberapa wilayah kabupaten-lota di Propins Riau,
Pemerintah Propins Riau telah melakulan kegiatan pembuatan peta rmawan
banjir yang bertujuan untuk mengetahui fakior penyebab terjadinya banjir dan
memberikan masukan atau langkah-langlkah kebijakan yang akan diambil dalam

rangka mitigasi bencana banjir.

g. Untuk menekan semakin mamaknya perambahan dan penebangan liar/illegal
logging pada kawasan konservas yang memupakan fakior penyebab bencana
banjir, dimana pihak Dinas Kehutanan Propinsi Riau telah melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Instansi teknis

terkait dalam rangka pengawasan dan pemantauan di lapangan.

h. Melakukan monitoring tinggi permukaan air maksmum di sungai-sungai Propinsi

Riau.

i. Membuat cekdam,dtu yang dilengkapi dengan waterway ataupun resapan
buatan, dan membuat rorak, lonturing, gully plug, lolam-kolam penampungan

sedimentasi dan limpasan.

j. Dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota
dewasa ini lagi sedang giat-giatnya menumbuh kembangkan minat masyarakat
atas kesadarannya dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan antara lain
pembershan parit-parit jalan disekitar rumah masing-masng, seiring dengan
dilaksanakannya lomba kebersihan kecamatan se Kabupaten/Kota yang
bersanglutan dan lomba kebersihan ibu kota kabupaten/kota se Propinsi Riau

yang setiap tahunnya dilaksanakan.

k. Penyediaan lokasi penampungan bagi masyarakat yang muumahnya terendam

banjir, sepetti penyediaan tenda-tenda darurat.

. Pembentukan Posko Satkorlak (Satuan Koordinas Pelaksana) mulai pada
tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota.
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m. Memberikan penyuluhan dan bantuan kesehatan pasca banjir bagi masyarakat

yang terkena banjir.

n. Pemerintah Propind Rau dalam hal ini mdalu Badan Kesejahteraan Sosial
telah melakukan kefjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang
wilayahnya terkena bencana banjirdalam pemberian bantuan antara lain berupa

bahan makanan, Air bersih, obat-obatan, selimut dan dana perbai kan.

Tabel 2.17 : Data Sementara Penyaluran Barang Bantuan Tanggap Darurat
Buffer Stock Kejadian Bencana Bulan Oktober 2007.

KABUP ATEN
NO. JENISBANTUAN
ROHIL ROHUL PKU INHU PLLW
1 Beras (kg) - 10.000 5.000 5.000 10.000
2 | Mie Instant (Bks) - - 4.000 4.000 6.000
3 Minyak Goreng (btl) 150 300 - - 300
4 | Sardencis (KIng) 1.500 3.000 - 4.000 3.000
5 | Kecap (btl) 1.200 2.400 - 1.200 2.400
6 | Sambal (Botol) 1.200 2.400 - 1.200 2.400
7 | Kemeja Batik (br) 100 - - -
Kain sarung 100 - - -
Kain Sarung _ . _
o Perempuan (lbr) 200
10 | Daster (Ibr) - 200 - -
11 | Kaos berkerah (lbr) - 200 - -
Makan tambahan
12 (PKt) 450 400
13 | Air bersih (Itr) - - 5.000 -

Sumber : BadanKesejahteraan Sosial Propinsi Riau, 2005
Keterangan : ROHIL (Rokan Hilir), ROHUL (Hulu), PKU (Pekanbaru),
INHU (Indragiri Huu), PLL (Pealawan),

2.3.4. Kendala

Berdasarkan kegiatan-ke giatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangla
meminimasi timbulnya permasalahan banjir di Propinsi Riau, hasilnya mash belum
sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarena adanya beberapa kendala

dilapangan, antara lain yaitu :

a. Masih kurangnya keinginan (willingness) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
mengembangkan ruang terbuka hijau dan pembangunan bendungan pengendali

banjir (khususnya perkokaan) serta perbaikan drainase/paritjalan.
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b. Letak Geografis sebagian daerah Riau yang berada rendah dari permukaan air

laut.

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan
konservasi yang berfungsi sebagai catchnent area dilarenakan oleh

ketidaktahuan masyarakat akan arti pentingnya fungs hutan tersebut.

d. Mash belum optimalnya rencana dini untuk mengatasi banjirbaik program untuk

pencegahan, penanggulanagan dan penanganan banjir.

e. Pola penyusunan Tata Ruang Wilayah Propins dan Kabuapten/Kota, belum

mengacu kepada rawan e kosistem.

f. Mash lemahnya penegakan hulum teradap pelaku penebangan liar dan
pembuka lahan pada kawasan lindung/konservasi pada beberapa wilayah di

kabupaten/kota.

2. 4, DEGRADASI KUALITAS EKOSISTEM DAS SIAK

Sungai Siak merupakan salah satu dari empat sungai besar yang terdapat di
Propinsi Riau yang hulu dan hilimya berada di wilayah Propinsi Riau, sedang tiga
sungai lainnya yaitu sungai Indragiri, Kampar, dan Rokan hulunya berada pada
wilayah propins lain, yaitu propinss Sumatera Barat dan propinsi Sumatera Utara
yang bemperan sangat penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya
sebagai sarana transportasi air, sumber air bersih, serta pusat kegiatan bisnis.
Disamping itu Sungai Siakjuga berperan penting dalam fungsinya sebagai sungai
konservasi. Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat,
perkembangan kawasan untuk berbagai pemenuhan Ilebutuhan (sarana
pemukiman, perdagangan & industri, perhubungan, perkantoran, pariwisata dan
lain-lain) akan meningkat dengan cepat. Dengan adanya perubahan penggunaan
lahan tersebut malka implikasinya adalah adanya perubahan perilaku sungai, baik
yang menyangkut pola distribusi aliran sungai maupun perubahan kualitas

sumberdaya air sungai itu sndiri.

Kualitas suatu badan perairan sungai sangat tergantung dari keberadaan segenap
aktivitas yang ada pada daerah alirannya (DAS : Daerah Aliran Sungai). Betbagai
aktivitas baik domestik maupun kegiatan Industri akan bempengaruh terhadap
kualitas perairan, hal ini akan menambah tekanan dan beban pencemaran pada

badan sungai. Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di daerah bagian
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hulu dari daerah aliran sungai juga akan meningkatkan intendtas perusakan dan

pencemaran air sungai.

Secara umum, wilayah DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Ke tiga
daerah tersebut sangat berhubungan eratditinjau dar dam pak yang lebih mendapat
perioritas penanganan karena kerusakan kondis fissk di daerah hulu akan
menimbulkan dampak buruk bagi wilayah tengah dan hilir. ltulah sebabnya <lalu
dikatakan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan tempadu dan
berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumberdaya air merupakan bagian dari
sumberdaya alam yang menentukan bagi kehidupan manusia, di ssmping itu juga
dapat menimbulkan daya usak yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup
dissktamya. Air sebagai sumberdaya terbahami mengikuti skus hidrologi dan
mengalir dari hulu ke hilir tanpa mengenal batas administrasi, namun pemanfaatan
dan kelestarian dipengaruhi oleh kondis sodal dan elonomi serta politik wilayah

yang dilalui aliran sungai tersebut.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan
masyarakat mengakibatkan perubahan fungd lingkungan yang berdampak negatif
terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya air. Perubahan peruntukan lahan pada
hulu daerah aliran sungai yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat
meningkatkan limpahan air permukaan serta memperbesar debit puncak pada
waktu musim hujan dan mem perkecil aliran sungai pada musim kemarau, sehingga
meningkatkan daya rusak air dan mengancam ketersediaan air yang berkelanjutan.

Terhadap pemanfaatan sungai oleh berbagai kegiatan sperti industri, transportasi
dan kegiatan lainnya dengan tidak memperhatikan kaidah lingkungan, akan
mempengaruhi dan menyebabkan kualitas air sungai tersebut menjadi tercemar
baik secara visual (warma) maupun kandungan unsur/materi. Untuk maksud
tersebut diperlukan pola pengelolaan sumberdaya air pada masing-masing wilayah
sungai berdasarkan azas kelestaian, keseimbangan, kemanfaatan umum,

keterpaduan dan keserasian, keadilan, kkmandiran serta transparansi akuntabilitas

Sudah saatnya konsep pengelolaan sungai yang selamaini banyak dilaksanakan di
Indonesia yang tercermin antara lain dari Program Kali Bersh (Prokash) harus
diubah scara drastis menjadi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui
pola " one river, one plan, one management “. Keberadaan suatu sungai tidak
bisa dipisahkan daii wilayah tangkapan aimya dan kegiatan-kegiatan yang ada di
sekitar DAS tersebut.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Rau Tahun 2007 Il - 49



Bab I. IsulLingkungan Hdup Utama

DAS Siak sebagai bagian dari ruang yang memiliki karakteristik tersendiri,
wilayahnya melintasi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota yang merupakan satu
kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan. Keempat kabupaten dan kota yang
termasuk ke dalam wilayah DAS Siak adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Kam par, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Sebaran dan
luasan areal keempat kabupaten dan kota tersebut dalam wilayah DAS Siak
disajikan pada tabel ber kut.

Tabel 3.18 :Pem bagian Wilayah Administrasi DAS Siak

Wilayah Administrasi Pemerintahan Luas
Kab./Kota Kecamatan Ha %

Rokan Hulu Kunto Darussalam, Ujung Batuy, 83.519,51 7,73
Tandun, Kabun

Kampar Tapung Hulu, Tapung, Bangkinang 333.282,94 35,47
Seberang, Bangkinang Barat, Xll
Kato Kampar,
Rumbio Jaya Tambang, Tapung
Hiir, Siak Hulu

Bengkalis Mandau, Bukit Batu 111.540,37 10,32

Pekanbaru Rumba, Payung Sekaki, Bukit 60.909,67 6,64
Raya, Senapelan,

Siak Kandis, Mnas, Tudang Lubuk 441.405,09 40,85
Ddam,

Kerinci Kanan, Sungai Manday,
Koto Gasib, Dayun, Siak, Bunga
Raya, Sei Apit

Tota Luas Daerah Tangkapan Air DAS Si ak 1.080.657,58 | 100,00

Sumber : BPDAS Indragrri Rokan Huu.

Selanjutnya, berdasarkan larakteri stik biofisiknya, DAS Siak dibagi atas 3 wilayah,
yaitu Wilayah Hulu, Wilayah Tengah dan Wilayah Hilir DAS Siak Wilayah Hulu
DAS Siak dibagi atas 2 sub-DAS, yaitu sub-DAS Tapung Kiri dan sub-DAS Tapung
Kanan. Wilayah Tengah DAS Siak meliput wilayah sub-DAS Mandau yang dim ulai
dari wilayah antara muara Sungai Tapung hingga muara Sungai Mandau,
sedangkan Wilayah Hilir DAS Siak meliputi wilayah sub-DAS Siak Hilir, dimula dari
muara Sungai Mandau hingga muara Sungai Siak. Sebaran dan luasan area
keempat sub-DAS tersebut dalam wilayah DAS Siak serta anak-anak sungai yang
mengalir d masingmasing sub-DAS dan kecamatan yang dilalui disajikan pada
tabel beri kut.
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. Sub- , Luas
Wilayah Anak Sung ai Kecamatan
4 DAS g Ha %
Tapung | Kandis, Palapa, Ujung Batu, Tandun, 221,846 | 20.53
Kiri Jering, Kabun, Tapung Hq_u,
Sbolak, Telangkah, | 12Pung: Taung Hiir,
Bunian, Sdembah, Bangkinang
dll. Seberang,
Bangkinang Barat,
Xl Kato Kampar,
Rumbio Jay a,
Hulu Tambang
Tapung | Paturuk, Karas, Kunto D arussaam, 240,342 | 22.24
Kanan Takuana, Tapung Hulu,
Suram, Lindai, Tapung Hilir
Siangkala,
Tapung Kanan Hulu,
Tapung Kanan Hilir
Tengah | Mandau | Tadus, Tokang, Mandau, Kands, 291,985 | 27.02
Siban, Minas, Sungai
Pdas, Umban, Sal, | Mendau
Sago
Senapelan|, Limau,
Senapelanll, Telgu,
Tenayan, Gasib,
Mandau
Hilir Siak Hilir | Siak Tambang, Sisk Huu, 326,485 | 30.21
Siak, Minas, Tualang,
Lubuk D alam, Kerinci
Kanan, Kato Gasib,
Dayun, BungaRaya,
Sei Apit, Bukit Batu
dan Kota Pekanbaru.
Totd luas daerah tangkapan air DAS Siak 1,080,657 | 100.00

Sumber : Interpretasi Citra Landsat 2005.
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Gambar 2. 29 :Peta Wilayah Administrasi DAS Siak
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Sumber : BP-DAS Rokan Indragiri, 2002.

Panjang aliran Sungai Siak sekitar345 Kilometerdengan panjang aliran yang dapat
dilayari skitar 200 Kilometer, lebar berkisar 20 — 200 Meter, dan kedalaman 3 - 20
Meter dengan penampang bembentuk huruf V. Sedanglkan besaran debit minimum
45 M3/detik dan debit maksimum 1.700 M3/detik dengan debit normal 200 - 300
M3/detik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Sungai Siak cukup banyak menampung air
hujan secara langaung dan memata sepanjang tahun. Keadaan topografi yang
hampir datar dan adanya pengaruh pasang surut serta air sungai yang dibawa dari
hulu memupakan faktorfaktor penting yang menyebabkan kelebihan air dan ham pir
seluruh daratan berawa tersebut digenangi air. Kondiss yang demikian
menyebabkan segala kehidupan dan penghidupan disekitamya menyesuaikan
dengan londis lingkungan DAS tersebut.

Degradasi kualitas ekosidem DAS Siak tidak terlepas dar adanya berbagai
kegiatan/akiivitas sebagai sumber pencemar dan perusakan potensial. Berbagai
aktivitas yang dominan pada DAS Siak yang diduga dapat menjadi sumber
pencemaran air antam lain adalah kegiatan domedik pertanian/perkebunan,

indudri, kegiatan transportasi air, dan penambangan minyakbumi.
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1) Kegiatan Domestik

Kegiatan domedik pada DAS Siak menghasilkan limbah yang berpotensi untuk
mencemari sumberdaya air, terutama sekali tethadap sungai Siak Berdasarkan
jumlah penduduk pada tahun 2000 - 2004, serta perkiraan jumlah penduduk pada
tahun 2005 - 2007, ditunjukkan bahwa pada Sub DAS Siak (bagian hilir) terihat
potensi pencemaran air sebagai akibat dar limbah kegiatan domestik lebih tinggi
dibandingkan dengan bagian Sub DAS lainnya.

Tabel 2. 20 : Jumlah Penduduk Dan Prakiraan Jumlah Penduduk Pada DAS Siak

Tahun (Jiwa)

Wilayah DAS 2000 2004 2005 2006 2007

Hulu ( Tapung Kiri
dan Tapung Kanan)| 337.643 | 422,056 | 448.434,50 |476.461,65| 506.240,50

Tengah Mandau) | 235.324 [ 288.200 | 304.396,84 | 321.503 | 339.572,46

Hilir (Das Siak Hilir)] 789.054 | 101.150,80 [ 1.082.819,30 | 1159158 | 12408786

") Prakiraan Jjumlah penduduk berdasarkan tahun 2000 dan 2004

Sumber : Riau dalam angka 2005; Rokan Hulu dalam angka 2004, Kanpar dalam angka
2004; Pekanbaru dalam angka 2003; Siak ddam angka 2003 Bengkalis dla m angka 2004
(dolah)

Pengelolaan limbah yang berasal dai kegiatan domestik pada DAS Siak terlihat
belum terlalu optimd, sehingga potens pencemaran sumber daya air sangat besar.
Pada wilayah hilir, terutama pada kota Pekan Bamu, ada beberapa pemukiman,
perkantoran, perhotelan, dan rumah sakt yang telah mempunyai septi tank dan
pengolahan limbah cair, sebagai usasha mengurangi dampak pencemaran air.
Namun sbagian besar limbah cair dari kegiatan domestik, terutama pemukman
langsung masuk ke dalam aliran sungai-sungai yang terdapat pada aliran Siak
tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pembuangan limbah padat (sampah) langsung
ke aliran sungai ataupun pada pinggiran sungai, akan menambah berat

pencemaran yang terjadi pada aliran sungai Siak.

2) Pertanian dan Perkebunan

Kegiatan perkebunan di DAS Siak sebagian besar merupakan perkebunan kelapa
sawit , baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Beberapa pemusahaan
swada juga mengusahakan perlkebunan karet sebagai bahan baku industrinya.
Berdasarkan interpestasi Peta Cita Landsat Tahun 1990 dan 2005 luas
penggunaan lahan untuk perkebunan yang berada pada DAS Siak diperlihatkan
pada tabel beri kut.
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Tabel 2.21: Luasan Perkebunan dan pertanian pada DAS Siak Tahun 1990

dan 2005
e Tapung Kiri Tapung Knan Mand au Siak

1990 205 1990 2005 1990 2005 1990 2005
Kebun
Sawit 15631,43 | 86231,31 | 18187,74 | 11621658 | 567527 | 44337,21 | 33749,07 [ 1636310
Kebun
Karet 15997,67 | 15%670,78 | 990823 742390 | 537043 | 63799,21 | 33806,9¢ 120,84
Lahan
Pertanian | 403534 | 46364,60 | 2660,12 | 35589,08 | 12770, 11 669103 | 17502,12 | 66049 54

Sumber : Citra Landsat tahun 199 dan 2005

Penggunaan pestisda, herbisida dan pupuk pada kegiatan perkebunan dan
pertanian memberikan dampak pencemaran yang cukup besar terhadap aliran
Residu

bahan pestisda bempotensi memberikan sifat toksik terhadap organisme yang ada

sungai siak jika residu bahan-bahan tersebut tetbawa masuk ledalam air.
pada perairan. Sedangkan residu pupuk akan memberilan kontribusi sejumlah
senyawa pencemar seperti Nitrogen dan Fosfor (P) yang secara langsung akan
memberikan pengaruh oksdasi dan menimbullkan pross eutofikas pada badan
air.
pada DAS Siakberdasarkan studi yang dilakukan oleh Bapedal-Riau (2005) adalah
sebagai berikut.

Penggunaan pestisida dan pupuk untuk perkebunan/pertanian yang tercatat

Tabel 2.22 : Penggunaan pestisida dan pupuk di DAS Siak

No. Kecamatan Pestisida (ton) Pupuk (ton)
1. | Rumbai - 146,33
2 Senapelan - 0,54
3. Lima puluh - 5,25
4. | Bukit Raya 0,01875 102,649
5. Sungai apit 0,0225 197,45
6. | Siak 0,02 84
7. | Mandau 0,025 76
8. | Tandun 232 187,713
9. Tapung 240 51
10. | Siak Hulu 238 4673
Total 710,086 686,605

Sumber : Studi pemetaanlogam berat di DAS Siak,Bapedal-Riau, 2005.
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Perkembangan perkebunan yang terdapat pada DAS Siak diringi dengan
pembukaan lahan-lahan baru yang digunakan untuk kegiatan perkebunan/pertanian
memberikan dampak pencemaran yang cukup signifikan pada aliran air sungai siak,
terutama pada saat tahap persiapan. Kemungkinan berpindahnya padatan dan
mineral masuk ke dalam aliran sungai menjadikan tingkat keleruhan dan
sedimentasi sungai menjadi lebih tinggi. Beberapa senyawa logam juga akan ikut
masuk kedalam air seperti Fe dan Mn, yang dapat meningkatkan jumlah senyawa

tersebutdalam air sungai dan menyebabkan kualitas air sungai dapat menurun.

3) Industri

Kegiatan industi di DAS Siaktersebar dari bagian hulu DAS (sub Das Tapung Kiri
danTapung Kanan), bagiantengah DAS sampai ke bagian HlirDAS. Adapunijenis
kegiatan industri yang dominan pada DAS Siak adalah Industri pengolahan Kelapa
Sawit, indudri pengolahan Karet, dan Industri Pengolahan kayu (Plywood dan
Pulp/Kertas). Secara umum industii pengolahan yang terdapat pada DAS Siak
menghaslkan limbah cair dengan jumlah yang cukup besar, dengan parameter
pencemar dominan adalah pencemar organik, nutrien (N,P), padatan tersuspensd,
dan minyak/lemak Gambaran potensi industri non migas yang tedapat pada DAS
Siak berdasarkan ruasaliran sungai Siak diperlihatkan pada tabel beri kut.

Tabel 2. 23 : PotensiJumlahIndustri Pada Ruas Aliran Sungai Siak

Jenis Industri Ruas Hulu | Ruas Tengah Ruas Hilir Total
Pabrik Kelapa Sawit 15 - 4 19
Karet (Cumb Rubber) 1 3 - 4
Kayu Lapis (Plywood) - 6 2 8
Lem - 1 - 1
Pulp & Paper - 1 - 1

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2005

a. Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Indudri pengolahan kelapa sawit menghaslikan produk CPO (Crude Palm Qil)
dengan bahan baku berupa kelapa sawit (TBS : Tandan buah Segar). Industri ini
membutuhkan air yang cukup besar(1 - 14 m*Ton TBS), sehingga limbah cairyang
terbentuk cukup banyak Pada pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit,
sebagian industri telah melakukan kegiatan aplikasi lahan (Land Aplication), yaitu
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dengan pemanfaatan limbah cair terolah ssbagai pupukdi lahan perkebunan sawit.
Metode ini menjadikan limbah cair yang terbentuk dan telah diolah tidak dibuang ke
lingkungan atau badan air seperti sungai, namun dikembalikan lagi pada

perkebunan (re-use).

Untuk industri pengolahan kelapa sawit yang belum menerapkan program Land
Aplication lialitas limbah cair yang dihasilkan umumnya belum memenuhi Baku
Mutu yang telah ditetapkan (Kep. MenLH Nomor 51 Tahun 1995). Adanya senyawa
nitrogen yang terlalu tinggi pada limbah cair indu gri dapat mengakibatkan badan air
akan kelebihan nutrien yang berakibat tethadap timbulnya kondisi eutrofikas.
Selain itu senyawa nitogen dalam bentuk ammonia yang tinggi akan
memungkinkan terjadinya proses oksidas yang memerukan sejumlah oksigen
terlarut dalam air sungai. Keperluan menggunakan oksigen tersebut akan membuat

jumlah oksigen akan semakn berkurang.

b. Industri Pengolahan Karet

Hasil pemerksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Bapedal Propinsi Riau
terhadap limbah cair beberapa industri pengolahan karet pada DAS Siak
menunjukan bahwa seluruh parameter penting hampir seluruhnya sudah berada
pada baku mutu yang telah disyaratkan (Kep. Men. LH Nomor : 51 ahun 1995).
Karakteristik limbah cair indudri karet yang memiliki nilai pencemar organik dan
nutrien yang tinggi memberikan kemungknan proses oksidasi dan eutrofikasi pada
badan air. Proses-proses tersebut secara langsung akan mengurang jumlah

oksigen yang terdapat pada perairan.

c. Industri pengolahan kayu

Indudri pengolahan kayu banyak tersebar pada bagian tengah dan Hilir DAS Siak
Adapun industri pengolahan kayu yang ada pada DAS Siak adalah p/ywood (Kayu
lapis) dan Pulp dan Paper (Kertas). Sepetti indudri pengolahan dengan bahan
baku bahan omanik lainnya, Indudri pengolahan kayu memberikan dampak
pencem aran organiktemhadap badan air.

Kualitas limbah cair salah satu pengolahan plywood yang diperiksa oleh Tim dari
Bapedal Propinsi Riau menunjukkan nilai diatas baku mutu untuk senyawa
ammonia (NH3) Kelebihan ssnyawa ammonia ini dapat mengakibatkan proses
oksidasi sungai semakin tinggi yang menyebabkan kandungan oksigen dalam air
akan berkurang. Selain pencemar organik, pencemar lainnya yang peiru
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dipemhatikan adalah senyawa fenol yang merupakan bahan baku untuk perekatan
plywood. Sebagai salah satu turunan senyawa benzen yang memiliki srukur sikik,

fenol bempotensi sebagai senyawa toks k untuk organi sme.

Untuk indudri pulp dan lertas memilik jumlah limbah cair yang cukup banyak
dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Dengan karakteristik limbah
cair tersebut akan memberikan dampak terhadap adanya pencemar organik dan
kemungknan sedimentas terhadap Sungai Siak Beberapa senyawa yang juga
harus diperhatikan dalam limbah cair Indudr ini adalah : Amoniak, Sulfida dan

senyawa K or aktif.

4) Transportasi Air

Sungai Siak memiliki londisi yang sesuai untuk dijadikan sarana transportas air.
Kegiatan transportasi ini terdapat pada ruas tengah sampai dengan ruas hilir aliran
sungai Siak. Kegiatan transpotrad ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut
penum pang, namun juga digunakan untuk pengangkutan bahan baku industi dan
bahan bakaruntuk keperluan industri. Berdasarkan data daii Kanwil IV Departemen
Perhubungan Propinsi Riau, disbutkan pada Sungai Siak terdapat 3 buah
pelabuhan dengan 97 buah dermaga dan jumlah pengusaha angkutan sungai

sebanyak 41 usaha.

Tabel 2.24 : Jumlah Sarana Trans portasi Air Pada Kabupaten Siak Tahun 2003

. - Jumlah
No. Jenis Pemilik (unit/bua h) Ke terangan
1. Kapal Besar Keagenan 122 Di kelolan Adpel
Pelkanbaru
2. Speed Boat M asyarakat 21 Dikelola Kab. Siak
3. Perahu Sampan M asyara kat 30 Tidak terdaftar
4. Kapal Ferry Kapal Transit 3 Di kelola Adpel
Pelkanbaru
5. Kapal Ferry Pemda Siak 3 Dinas
penyebrangan Perhubungan Siak
6. Kapal Ferry PT RAPP 1 -
Penyebrangan

Sumber : Buku Laporan SLHD Kabupaten Siak, 2004

Dampak kegiatan tmanspottasi ini terhadap pencemaran Sungai Siak yang utama
adalah adanya reddu dari bahan bakar yang digunakan oleh setiap sarana

tanspotasi. Kandungan minyak/lemak pada residu yang masuk pada aliran Sungai
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Siak memberikan dampak kemungkinan tertutupnya permukaan air dan
mengganggu kehidupan organisme (foto sntesa) yang ada didalamnya. Kandungan
logam berat yang terdapat didalam residu, seperti Plumbum (Pb), dan Arsen (As),

serta senyawa fenol dapat menyebablkan toks sitas terhadap organisme.

Dampak pencemaran lainnya adalah limbah domedik yang ditimbulkan oleh
penum pang yang menggunakan sarana trangotasi, baik yang terdapat di darmaga
ataupun langsung dari atas kapal. Limbah domestikini akan meningkatkan jumlah
pencemar organi k dan nutrien yang berpotensi untuk melakukan porses oksidasi di

dalam sungai.

Tabel 2. 25 : Rata-Rata Kunjungan Kapal DanJumlah Penumpang Pertahun

No. | Pelabuhan Ka pal Penumpang
Masuk Kel uar Datang Pergi
1. Pe kanbaru 5434,3 5234 154170,6 | 166970,3
2. Buatan 128,3 129,6 - -
3. Siak Indrapura 1799 1779,6 108 2156
Jumlah 7.361,6 7.143,2 154.858,6 | 167.1859

Sumber : Studi Pemetaan logam berat DAS Siak, BapedalPropinsi Riau, 2005.

Resiko pencemaran lainnya dari kegiatanini adalah adanya ke celakaan, kebocoran
dan terbakamya kapal, tumpahnya bahan-balkar minyak yang sedang diangkut, dan
kejadian lainnya yang dapat menggangu ekosistem dan kehidupan pada aliran
Sungai Siak

5) Pertambangan

Kegiatan pertambangan yang ada pada DAS Siak umumnya merupakan
pertambangan minyak bumi yang tersebar dalam satuan Stasiun Pengumpul (GS,
Gathering Station) milik PT. Chewon Pacifik Indonesia (CPI) dan PT. Bumi Siak
Pusako BSP) sebanyak 13 unit GS. Sedanglkan Industri Penyulingan minyakbumi
terdapat di daerah Sei Pakning (hilifmuara DAS Siak). Penggunaan bahan-bahan
kimia dan penganglkatan barang mineral dari dalam bumi memberikan konse kuensi
akan terangkatnya beberapa mineral dan logam berat Keberadaan mineral dan
logam berat ini dapat memberikan dampak toksk terhadap organisme yang ada
pada badan air. Oleh karena itu penanganan dan pengolahan limbah cair (air
terproduksi) hamus dilakukan secara maksimal, sehingga dampak pencemaran

dapat diminimalkan.
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Pencemar lainnya yang hats diperhati kan adalah jumlah kandungan minyak/lem ak
yang terdapat pada limbah cair kegiatan pertambangan minyak bumi. Kandungan
minyak/lemak yang tinggi akan memungkinkan permukaan aliran air sungai atau
badan air lainnya tertutup atau melekat pada material dan omganisme yang ada.
Tertutupnya permukaan air dapat berakibat terganggunya proses reoksigenisasi air
dan menyebablan kandungan oksigen terlaut semakin lama semakin berkurang.
Kondisi proses kegiatan pertambangan umumnya terjadi pada kondis temperatur
yang cukup tinggi, sehingga limbah cair hasil proses memilih temperatur tinggi yang
dipersyaratkan. Jika temperatur tinggi ini langsung masuk kedalam badan air dapat
menimbulkan perubahan proses metabolisme organisme air dan perubahan negatif
reaks -reaks prosespada badan air. Senyawa Fenol perlu diperhatikan juga karena

sifat toksi knya pada organisme pernairan.

Selanjutnya, degradasi kualitasekosigsem DAS Siak selain disebabkan oleh adanya
berbagai kegiatan/aktivitas sebagai sumber pencemar potensial sperti yang
dijelaskan diatas, tingkat degradas kualitas ekosdstem DAS Siak juga dipengaruhi

faktor lain diantaranya :

1) Kependudukan

Variabel ke pendudukan yang menggambarkan relevansinya dengan kerusakan dan
pencemaran lingkungan di DAS Siak adalah kepadatan penduduk, dalam hal ini
adalah kepadatan geografis (orang/km2) dan lepadatan agmaris (orang/ha).
Analisis proyekd dimula dari Tahun 2006 sampai dengan 2010. Populasi pendud uk
awal adalah populasi penduduk masing-masng Sub DAS, wilayah DAS, dan DAS
Siak dengan reit pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah reit pertumbuhan
penduduk pada periode 2006 -2010.

Tabel 2.26 : Proyeksi Kepadatan Penduduk (Geografis) Tahun 2006-2010
menurut Wilayah dan Sub DAS di DAS

Wilayah Dan Sub Tahun (Orang/Knt)
No Das 2006 2007 2008 2009 2010
1 Wilayah Hulu (Sub 91 97 103 109 116
DAS Tapung Kiri &

Tapung Kanan)

2 | Wilayah Tengah (Sub B 104 110 116 122
DAS Mandau)

3 | Wilayah Hilir (Sub 311 333 357 382 409
DAS Siak Hilir)

Total 159 169 181 193 205

Sumber : Riau Dalam Angka, 2005
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Tabel 2. 27 : Proyeksi Kepadatan Agraris Tahun 2006-2010 menurut Wilayah
dan Sub DAS di DAS Siak.

TAHUN (Orang/Ha)
WIL AYAH dan Sub

No DAS 206 2007 2008 2009 2010

1 Wiayah Huu (Sub 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
DAS Tapung Kiri &
Tapung Kanan)

2 Wiay ah Tengah 1.4 1.5 1.5 16 1.7
(Suwb DAS Mandau)
3 Wiay ah Hilir (Sub 4.3 4.6 4.9 53 5.7
DAS Siak Hilir)
Total 21 22 24 2.5 2.7

Sumber : Riau Dalam Angka 2005; Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun

2004; Kampar DdamAngka 2004 Pekanbaru Dalam Angka 2003 Siak
DalamAngka Tahun 2003: dan Bengkalis Dalam Angka 2004 (Setéah
Dolah).

Hasil proyeksi kepadatan agraris di DAS Siak sampai dengan Tahun 2007
menunjukkan bahwa angka kepadatan agraris semakn meningkat. Sampai dengan
Tahun 2010 diperkralkan kepadatan agraris di DAS Siak sebesar 2.7 orang/Ha.
Selanjutnya, apabila ditelaah menurut pewilayahan DAS Siak, maka sampai dengan
Tahun 2010 kepadatan agraris yang tertinggi terjadi di Wilayah HlirDAS Siak, yakni

sebesar 5.7 orang.

2) Penutupan dan PenggunaanLahan

Pada kondisi tahun 2005, penutupan dan penggunaan lahan di DAS Siak
didominasi oleh kebun sawit 24.35 % dari total daerah tangkapan air DAS Siak
seluas 1,080,657.58 hektar), lahan pertanian (20.77 %), hutan (15.80 %) kebun
campuran (14.07 %), semak belukar (8.85 % )dan lahan terbuka (8.58 % ).

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, penutupan lahan hutan pada tahun
2005 hanya tinggal meliputi 17.00 % total luas wilayah kabupaten Rokan Hulu,
24.81 % total luas wilayah kabupaten Siak, 11.20 % total luas wilayah kabupaten
Kampar, 3.02 % total luas wilayah kabupaten Bengkalis, dan 121 % total luas
wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wilayah sub-DAS, penutupan lahan hutan pada tahun 2005 hanya
tinggal meliputi 11.01 % total luaswilayah sub-DAS Tapung Kiii, 17.73 % total luas
wilayah aub-DAS Tapung Kanan, 18.07 % total luas wilayah sub-DAS Mandau dan
16.19 % total luas wilayah sub-DAS Siak.
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Tabel 2.28 : Perusahaan Perkebunan yang Beroperasi di DAS Siak

No. Nama Perusahaan Luas Lahan (Ha)
1 PTP. NV Tandun 31.860
2 PTP. NV Tapung 14.375
3 PT. lvomasTunggd 28.095
4 PTP. Nusantara V Buatan 31.875
5 PT.Mumi Sam-Sam 1.233
6 PT. Aneka Inti Persada 12.088
7 PT. Duta Swakarya Indah 13.532
8 PT. Inti Indosawit Suber 9.730
9 PT. Ade Plantation 12.734
10 | PT.Karya Warna Lestari 7.525
11 | PT.Surya Inti Sari Raya 5.010
12 | PT. Selkar BumiAlam Lesatari 6.500
13 | PT.Bina Fiti Jaya 5.016
14 | PT.Meiridan Sgat Surya 5.158
15 | PT. Priatama Riau 6.182

Jumliah Total 190913

Sumber : DinasKehutanan Propins Riau, Tahun 2005

Berdasarkan tataguna lahan, bagian hulu DAS Siaktelah banyak berubah menjadi
perkebunan kelapa sawit dan karet. DAS Siak bagian tengah yaitu dari Kota
Pekanbaru hingga ke Siak Sri Indrapura, penggunaan lahan lebih didominas oleh
pemukiman, kawasan industri dan perkebunan rakyat. Sementara itu pada kondisi
fisiografi rawa-rawa yang umumnya terletak pada kemiringan 0 — 2 % (gambut),
dibagian hilir DAS Siak mulai dari sub DAS Mandau sampai ke hilir DAS Siak
penggunaan lahannya sebagian besar masih hutan damatan rendah yang dislingi

oleh lahan terlantar, pemukman, indu gri, dan perkebunan rakyat.

Perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai Siak terjadi secarma
berangsur-angsur dan bersifat variatif, hal ini sebagai akibat adanya aktivitas
seperti ; pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan (swasta,
masyarakat), transmigrasi, hutan rakyat, perladangan berpindah atau perambahan

hutan, industri kayu, penambangan minyak dan lain lain.
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Tabel 2. 29 : Kegiatan Kehutanan Pola Hutan Tanaman Industri di DAS Siak

No. Perusahaan Lokasi Luas (Ha)
1 PT. Arara Abadi Siak 86.066
Benlalis 84.420
2 | PT. RAPP Bengkalis 23.000
Siak 68.600
3 | PT. Sumatera SinarPlywood Ind. Siak 25.488
Kampar 45.595
4 PT. Perawang Sukses Perkasa Ind. | Siak 14.000
5 | PT. Ekawana Lestari Darma Kampar 38.477
Siak 9.300
6 | PT. Riau Abadi Lestari Siak 4.000
Jumlah 398.946

Sumber : DinasKehutanan Propinsi Riau

Ditinjau dari karatetristiklahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak merupakan
sungai lahan rawa dan gambut dengan topografi lahan yang cukup landai. Sesuai
dengan kondisi lahan daratannya, wama air sungai relatif lkecokiatan yang
disebabkan pengaruh wama tanah dan gambut dengan keasaman (pH) pada
umumnya bersifat asam vyaitu berkisar 45 — 55. Kondis air sungai selain
dipengamhi oleh musim (hujan/kemarau) juga dipengaruhi oleh pasang surut air

laut.

Dipinggimn Sungai Siak banyak terdapat pemukiman pendukuk dengan segala
aktifitasnya dilaksanakan di sekitar sungai antara lain ; Mandi Cuci Kakus (MCK),
budidaya dan penangkapan ikan, sarana perhubungan (transportasi) dan lain

sebagainya.

Selain kegiatan-kegiatan diatas yang dapat mengakibatkan terjadinya degradasi
kualitas ekosistem DAS Siak juga terdapat berbagai kegiatan lain yang dapat
memicu terjadinya percepatan degradasi kualitas elosistem DAS Siak yang
akhimya juga akan mempengaruhi daya dukung ekosstem DAS Siak tersebut.
Rusaknya bantaran/sempadan sungai akbat kegiatan masyarakat seperti
pembukaan lahan (land clearing), sekaligus pembabatan hutan pada daerah
sempadan sungai untuk pengambilan kayu (deforestasi) dan kegiatan perkebunan
dan pertanian sscara langsung kegiatan berdampak tethadap keberadaan daerah
sempadan sungai (green belt) yang dapat menimbullan erosi, abrasi dan

sedimentas serta terjadinya kekeruhan pada air sungai.
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Selanjutnya, Abrasi tebing sungai adalah pengiki san tebing sungai yang di ssbabkan
oleh adanya gelombang. Gelombang yang terjadi di Sungai Siak secara dominan
disebablkan oleh adanya lalu lintas kapal. Oleh karena itu, kondisi tebing sungai
yang paling kritis oleh bahaya abrasi adalah pada sub-DAS Siak Hilir, karena pada
daerah tersebut adalah daerah yang paling padat lalu lintas kapal dari dan menuju
Kota Pekanbaru, Kota Siakdan Kota Perawang.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
dalam Studi Analisis Profil Industii dan Abrasi Tebing Sungai pada Daerah Aliran
Sungai Siak di Kabupaten Siak Tahun 2001, bahwa laju gerusan tebing oleh
gelombang kapal setiap hari adalah 0.01 m3/m/hari. Dengan kedalaman airdi depan

tebing 0.5 meter, maka laju erosi tebing rerata adalah sekitar0.02 meter/hari.

Gambar 2. 30 : Pem bangunan Turap Untuk Menghalangi Abrasi

Sumber : Bapedalda Kota Pekanbaru, 2007,

2. 4.1. Faktor Penyebab (pressure)
Fakior penyebab terjadinya degradasi kualitas ekosistem Daerah Aliran Sungai

Siak dapat ditinjau oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Permasalahan Pemanfaatan Tata Ruang dan Wilayah, yang meliputi :

e Tata ruang yang kurang mendukung terhadap pelestarian Sumber Daya Air
dan kawasan lindung/konservasi.

e Perubahan kebijakan akibat Otonomi Daermah (OTDA) sehingga penanganan
pengelolaan sungai dilakukan hanya scara parsal sehingga terjadi lonflik
kepentingan antara kabupaten/kota.
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b. Permasalahan Fisik SDA pada Daerah Aliran Sungai (DAS), yang meliputi :

e Sedimentasi yang terus berlangsung akibat pembukaan lahan yang
bempengaruh terhadap cathment area, sehingga daya tampung sungai sudah

tidak cukup untuk menampung debit airyang ada pada musim penghujan.

e Terjadinya banjir pada sungai dan anak sungai hampir stiap tahun dengan
calupan yang terkena banjir semakin luas dengan intensitas yang semakn
tinggi.

e Tefjadinya degradasi kualitas air (DAS Siak) akibat banyaknya
industri/kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sungai dan
penambangan tanpa izin (PETI) galian golong C sehingga kualitas air sungai

menjadi terganggu.

c. Permasalahan sosial, ekonomi dan budaya, meliputi :

e Pettambahan penduduk vyang cukup tinggi dimana ketergantungan
masyarakat di Daerah Aliran Sungai Siak sangat tergantung pada sumberdaya
alam yang ada,

e Tingginya kegiatan penebangan/perambahan hutan (deforestry) secara liar

(illegal logging).

e Sungai dipakai untuk berbagai kepentingan (tansportasi, pertanian, dil)
sehingga sring berbenturan kepentingan.

e Kebiasaan masyarakat dalam mendirikan rumah dibantaran-bantaran sungai

dengan membangun umah yang membelakangi sungai.

e Maraknya pembuatan parit besar pada perkebunan kelapa sawit dalam
mengantisipad pencurian buah sawit (TBS).

e Banyaknya berdii Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun di DAS Siak,
sehingga mengakbatkan limbah cair yang dihasilkan dain kegiatan produksi
dibuang ke media lingkungan karena tidak ada alternatif lain untuk melakukan
pemanfaatan limbah yang dihadlkan, terutama limbah cair yang dibuang le
medialingkungan melebihi Baku Mutu yang diperbolehkan.
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Tabel 2.30 : Daftar Pabrik Kelapa Sawit yang tidak mempunyai lahan
Perkebunan di DAS Siak.

Kapasitas .

No. Nama Perusahaan Produk:i (Tonfjam) Lokasi
1. [PT.SSA 20 Siak
2. | PerdanaInt Sawit 30 Siak
3. | PT.Mulia Unggul Le stari 45 Siak

4. |PT.Mustika Agro Sari 30 Kam par

5. |[PT. Riau Kampar Sahabat 30 Kam par

Sejati.
6. |[PT.Bina SawitNusantara 30 Kam par
7 PT. Forteus Agro Asia 30 Rokan Hulu

Sumber : Data Olahan Bapedal Propinsi Riau, 2007.

e Mash lemahnya pemasalahan Kelembagaan dalam  mencegah

menanggulangi terjadinya degradasi kualitas DAS :

e Petmasalahan  Kelestaian Keanekaragaman hayati dengan terjadi
pencemaran yang sangat berat sehingga keledarian keanekaragaman hayati

sangat terancam.

e Masih kurangnya peran srta masyarakat di sepanjang DAS dalam
bempartisipasi menjaga lingkungan sungai dengan perilaku membuang sampah

ke badan air sungai.

e Masih lemahnya sanksi hukum yang diberikan tetadap pelaku pelanggaran
dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan limbah
cair dari legiatan usaha yang berada di sspanjang DAS, dengan mengacu
kepada Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Penge ndalian Pencemaran
Air, serta kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi

dan Kabupaten/Kota setem pat.

e Masih tingginya angka kemiskinan warga masyarakat tempatan dan
rendahnya tingkat pendidikan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
masih tergantung pada sumber daya alam yang ada, dimana banyak warga
masyarakat berprofesi sebagai peladang berpindah, nelayan dan
pencali/pembalak kayu baik atas kemauannya sendiri maupun dimanfaatkan
oleh pihak ketiga (cukong/toke).
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2. 4. 2. Dampak (impact)

Adapun dampak terjadinya degradasi kualitas ekosidem DAS Siakdi Propinsi Riau
akibat keberadaan berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada antara lain sebagai
beri kut :

a. Berubahnyabentuktopografi dan Pola DAS.

b. Berubahnya tethadap unsur mineral tanah, serta terganggunya kestabilan/

keberadaan Flora dan Fauna.

c. Berkurangnya luas daerah tangkapan air (Cathment ara) akbat banyak
kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perlebunan dan
pemukiman pada daerah konservad, seperti berkurangnya luas kawasan
konservasi Taman Hutan Raya (THR) Sultan Syarif Qasyim di Kabupaten Siak

oleh konverd menjadi lahan perkebunan sawit seluas4.000 Ha.

d. Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan anak saungai yang ada di wilayah
DAS Siak, akibat buangan limbah industri, domestik, penambangan galian C,

perkebunanan dan lkecelakaan kapal srta kegiatan sektor lain.

e. Berubahnya kontur kedalaman dasar sungai, akibat pendangkalan terutama
pada bagian hilir sungai.

f. Berkurangnya keanekaragaman biota peraimn akbat tingginya tingkat
pencemaran airyang disebabkan oleh buangan limbah indugri, limbah domestik

dan akiifitastransportas air (sungai).

g. Timbulnya gangguan Kesehatan Manusia, akbat rendahnya kualitas air sungai,

antara lain penyakit Diare, Kulitdan lain-ain.

h. Rusaknya bantaran angai akbat gelombang ombak kapal/speed boat
(kecepatan tinggi) dan maraknya perambahan kayu pada daerah green belt

sungai.

i. Meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM) akibat menurunnya kualitas
dan tingginyatingkat kekeruhan air sungai sebagai bahan baku air bersih.
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2. 4. 3. Upaya Pe ncegahan (res ponse)

Upaya pencegahan dan penanggulangan degradas kualitas ekosstem DAS Siak

yang dapat dilakukan antaralain sebagai berikut :

a.

Menetapkan secara menyeluruh Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada
kawasan Daerah Aliran Sungai Siak yang berdfat lintas kabupaten/kota

sehingga se suai dengan p eruntukkannya.

Melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan DAS melalui kegiatan Reboisasi
terutama pada daerah hulu dan daerah tengah DAS, dimana pada daerah ini
sangat banyak kegiatan sehingga memberikan tekanan terhadap kualitas
ekosistem DAS Siak

Pada tahun 2005 Pemerintah Propind Riau dan 4 (empat) pemerintah
kabupaten/kota bekerjasama dengan BPPT Jakarta telah mendeKarasikan
penyelamatan sungai Siak Propinsi Riau dengan prinsip “One River One
Management’, yang bentuk aplikasnya akan dilaksanakan dalam bentuk
membuat kebijakan publikdalam bentuk peraturan-peraturan daerah mengenai
penyelamatan sungai Siakyang saling mengisi dan mendukung dan bersama-
sama menyusun dan melaksanakan program keifja dalam jangka pendek,

menengah dan panjang.

Pada awal Februari 2006 telah dilaksanakan penanda tangan oleh Kepada
Daerah Kabupaten/Kota tentang Kesepakatan dan Pencanagan Penyelamatan

Daerah Aliaran Sungai Siakdi Desa Maredan Kabupaten Siak

Melakukan sosialisasi kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan dan
pengendalian pencemaran lingkungan pada daerah DAS terhadap stake holder
terutama  Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha dan masyarakat yang
berada dalam kawasan DAS Siak

Melaksanakan penentuan kualitas air sungai Siak dengan pengambilan sam pel
air secara rutin pada sungai Siak pada titi ktitik yang telah disepakat sebanyak
2 (dua) kali dalam setahun yaitu mewakili untuk musim penghujan dan musim

kem arau.

Telah menetapkan Peruntukan dan Baku Mutu air sungai tethadap Sungai Siak,
yaitu : Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Siak: No. Kpts 10 Tahun 2002.

Pemerintah kab upaten/kota yang termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai
Siak, seperi kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, Siak dan
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Bengkalis telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah dalam rangla
pengendalian pencemaran dan ke sakan lingkungan, sepetti Peraturan Daerah
tentang : lzin Pembuangan limbah cair ke media lingkungan dan Izin

Pelaksanaan Pemanfaatan Limbah Cair ke lahan kebun (and application).

Tabel 2.31 : Lokasi Pengambilan Sampel pada Sungai Siak

NO. LOKASI SAMPLING KABUPATEN KOTA
1 Jembatan PKS Sei. Tapung (PTPN. V) Rokan Hulu
2 | Jembatan Pasar Tandun Rokan Hulu
3 | Jembatan Desa Petapahan Kam par
4 | Jembatan Siakll Pelkanbaru
5 | Jembatan Siakl Pelkanbaru
6 Pelabuhan Pelita Pantai Pelkanbaru
7 Pelabuhan Sungai Duku Pelanbaru
8 Penyeberangan Ferri Perawang Siak

9 100 Meter dari Outlet PT. IKPP Siak
10 | Dermaga PT. Pertiwi Prima Siak

11 | Dermaga PT. Kampar Siak

12 | Penyeberangan Ferri SiakSri Indmapura Siak

12 | Jembatan Kota Garo Kam par
14 | Jembatan (PKS. Buana Wira Le stari) Kam par

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006.

i. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/industri yang berada
disekitar DAS dengan mengacu kepada dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UPL-
UKL perusahaan yang bersangkutan melalui beberapa kegiatan :

e Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

e Pembinaan dan pengendalian pencemaran air, berdasarkan masing-masing
Peda Kabupaten/Kota tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan
Limbah Cair dan lzin Pelaksanaan Land Aplikasi Limbah Cair ke Lahan
Kebun.

¢ Penilaian Tingkat Kinerja Pe ngelolaan Lingkungan (Proper) perusahaan se ktor
manufactur, industri pertanian/agroindusti dan sekor Migas, baik yang
dilaksanakan oleh Bapedal Propind Riau maupun KLH Jakarta yang telah
dilaksanakan sejaktahun 2003 sampai tahun 2007.

e Program Surat Pemnyataan (SUPER) bagi kegiatan usaha/indudr setta
kegiiatan perkebunan dan kehutanan yang tidak taat dalam pengelolaan
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lingkungannya dimana ditingkat nasional Iebih dikenal dengan Program Super
Kash.

Terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terpadu dengan areal perkebunan,
diwajibkan melakukan dan menerapkan program Land Aplikasi terhadap seluruh

limbah cair yang dihasilkan.

k. Menumbuh kembangkan Program Water Font City di daerah
perkotaan/pemukiman yang berada disepanjang sungai, seperti di kota
Pe kanbaru, Perawang dan Siak Sii Indrapura.

. Melakukan inwentariasi terhadap legiatan-kegiatan yang berpotensi
menjebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah
Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. 4.4. Kendala

Berdasarkan kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangla

meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada di DAS Siak

hasilnya masih belum sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarenakan

adanya beberapa kendala dilapangan, antara lain yaitu :

a.

Belum adanya Peraturan Pemerintah (Perda) yang mengatur tentang
pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak secara menyeluruh, yang dapat
digunakan sebagai acuan dan arahan kebijakan pengelolaan DAS tersebut oleh
Pemerintah Propins dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, dimana saat
ini Perda dimaksud baru dalam tahap penyusunan dan sosialisasi yang
diprakarsai oleh Forum Das Siak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Gubemur.

Masih rendahnya keinginan perusahaan menjadikan dokumen AMDAL/UKL-
UPL sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan tethadap proses kegiatan
yang dilakulkan, sehingga mash banyak kegiatan usaha yang berada di DAS

belum taat melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan.

Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat tempatan wilayah DAS Siak
dalam menjaga lingkungannya, dimana sebagian masyarakat masih tergantung
kehidupannya lkepada keberadaan sumberdaya alam untuk kehidupan sehati-
hari, seperti melakukan perambahan hutan pada daerah yang dilindungi dan

pengambilan bahan tambang galian C pada daerah s padan sungai.

Belum adanya kejelasan tentang keserasian penataan ruang di sekitar kawasan

DAS Siak yang menyang kut kewenangan otonomi daerah (kabupaten/kota).
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2.5. GANGGUAN SATWA LIAR (KAWANAN GAJAH DAN HARIMAU)

Permasalahan gangguan satwa liar seperti Gajah dan Harimau Sumatera yang
terjadi di Propinsi Riau terutama dipicu oleh ssmakin sempitnya habitat hidup satwa
liar tersebut dan juga disebabkan oleh perburuan liar. Penyempitan habitat Gajah
dan Harimau terutama disbabkan oleh semakin meninglkatnya kegiatan
pembangunan di sktor perlebunan, dimana saat ini perusahaan Perkebunan
Besar Swada (PBS) memerlukan lahan yang sangat luas dan begitu juga yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat tempatan maupun pendatang sehingga
kondisi ini secara langsung mengurangi ruang gerak kehidupan Gajah dan Harimau,
dan dikhawatirkan kondisi ini akan dapat memusahkan satwa liar yang dilindungi
ini oleh pemberian racun dan pembuatan pagar yang dialiri arus listrik serta

pembuatan paritisolas pada disekeliling kebun oleh perusahaan besar swasta.

Dengan semakin sempitnya ruang gerak dan tempat hidup (habitat) maka akan
muncaulnya permasalahan yaitu timbulnya gangguan satwa ini terhadap perkebunan
masyarakat, pada areal perkebunan perusahaan (swasta) dan bahkan pada
perkampungan serta pemukiman masyarakat yang pada akhimya dapat mengalami
kerugian yang cukup besar pada berbagai pihak terutama tethadap masyarakat,
seperti usaknya harta benda milik masyarakat (rumah, lahan peranian) oleh

amukan kawanan gajah dan juga terjadinya korban jiwa oleh terkaman harimau.

Ketebatasan sumber pakan dan mangsa pada habitat yang sempit mendorong
kawanan Gajah dan Harimau mencar makan ke daerah di luar habitatnya. Selain
itu, kebiasaan Gajah yang memiliki pola perjalanan yang relatif konstan pada jalur
lintasan dalam mencari makan dan bermigrasi. Terganggunya jalur lintasan Gajah
ini akibat pembulkaan lahan untuk perkebunan atau konverss hutan akan
mengakibatlkan munculnya gangguan lkawanan Gajah di beberapa tempat di

propinsi ini.

Perkembangan pembangunan di Propinsi Riau setiap tahun semakn pesat
di segala bidang, baik pertanian, kehutanan, pertambangan dan perkebunan, di sisi
lain luas lahan tidak bertambah. Dalam rangka percepatan pembangunan, malka
pada era 1960-an ke seluruhan hutan yang ada mulai ditawarkan ke inve stor dalam
bentuk pemberian konses pengusahaan hutan seperti Hak Pengusahaan Hutan
(HPH). Sistem pengelolaan ini relatif tidak mengganggu lkeberadaan habitat dan
daerah lintasan (home range) Gajah karena hanya mengekploitasi kayu bulat besar

dengan pola sistem tebang pilih.
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Memasuki era 1980-an, tepatnya tahun 1986, Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK) Riau disahkan. Berdasarkan TGHK tersebut, 50 persen dari luas daratan
atau + 4.700.000 Ha hutan yang ada diperuntukkan sebagai pengembangan s kor
non kehutanan (konversi hutan). Sejak saat itu, hutan Riau mulai dibuka secara
be sar-besaran untuk pembangunan perkebunan, sebagian kedl untuk pemukman
tmansmigrasi dan pengembangan wilayah pemukiman umum lainnya (desa,
kecamatan, kabupaten) Hal ini menyebabkan habitat Gajah dan Harimau semakin
sem pit dan terfragmentasilan, sehingga aulitmemperoleh makanan (daun-daunan),
sumber air dan tempat berindung. Berkurangnya ruang hidup dan gerak serta
terganggunya daerah jelajah mengakbatkan banyaknya terjadi konflik Gajah dan
manusia di beberapa daerah di Propinsi Riau, karena mereka harus keluar dari
habitatnya dan masuk ke areal pertanian dan perkebunan masyarakat dan milik

perusahaan untuk mencari malan.

Kebijakan pembukaan hutan scara besar-besaran tersebut diatas, tidak terpadu
dengan program penanganan terhadap kehidupan satwa liar yang ada didalamnya
termasuk Gajah dan Harimau Sumatera. Satwa-satwa liar tersebut dibiarkan secara
alami untuk menyesuaikan dengan laju pemubahan habitatnya. Jika dianalogkan
dengan kehidupan manusia, malka kita telah melakukan “penggusuran” terhadap

rumah satwa tersebut, akibatnya konflik dengan manusia tidak dapat dielakkan.

Keadaan akan menjadi lain, sandainya proses pembukaan hutan secara besar-
besaran tersebut didahului dengan suatu studi untuk mengkaji perilaku, sebaran
populasi, konsentrasi, daerah jelajah dan program rehabilitasi satwa liar yang ada di
dalam hutan tersebut. Berdasarkan kajian tersebut altematif penyelamatan habitat

satwa liar dapat dialokasi kan dengan segera.

D Indonesia, Gajah hanya dapat ditemui di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
Untuk Pulau Sumatera, Riau memilik beberapa kawasan habitat Gajah yang luas
dan tersebar di beberapa daermh Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survey Balai
Be sar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Direkiorat Jenderal Perindungan
Hutan dan Konservads Alam tahun 2003 yang sebelumnya bemama Balai
Konsrvasi Sumber Daya Alam (BKSDA), jumlah populasi gajah sumatera di Riau

berkisar antara 356 sampai 435 elor yang tersebar pada 15 lokasi.
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Tabel 2. 32 : Jumlah Populasi Gajah di Propinsi Rau Sampai Tahun 2003

NO. LOKASIT EMP AT POPUL ASI KABUPAT EN JUNLAH
(EKOR)

1. | Populasi TN. Bukit Tiga Puluh, Serangge dan sekitamya. Indragni Huu 60-70

2. | Populasi Kukok, Banjar Benai, Seberang Taluk, Korsesi PT. Rau Kuantan 3-5
Pup dan sekitamya. Sing ngi

3. | Populass HPT. Tesso Nilo Tenggara, bekas konsesi HPH | Indragr Hdu 40-50
PT. Inhutan |V, sebagian HPH PT. Nanjk Mekmur, Baserah, | danPédalawan
Keayang, PasirPenyu dan Ukui.

4, | Populasi HPT. Tesso Nio Utra, Konsesi HPH PT. Si&k Raya, Kampar, 20-30
PT. Hutani Sola Lestar, sebagian kansesi HPH PT. Nanjak Makmur, Pelalawan
Gondai,Seti, Rantau Kasih.

5. | Populasi Koto Bau, Petai, Daerah F9 (Trans), Subarsk, Lipat Kain, Kuantan 8-10
Gunung Sahilan, areal kebun sawit PT. Surya Agro Leksa dan HTI PT. Singingi den
Riau Pd p sektor Barat Kampar

6. | Populasi Jake, Miara Lembu, Pulau Gadang Peti, Kuntu, Padang Kuantan 16-18
Sawah, HT| Riau Pup wilayah Logas Selatan, SM Bukit Rimbang Singingi den
Bding. Kampar

7. | Populasi wilayah HTI PT. PSPI, daemh Rndam Kuok, Kebun Durian, Kanpar 18- 20
areal PT. Cilandra dan CA Bukit Bungkuk

8. | Populasi HL Bukit Suligi, Pulau Gadang, Batu Langkah, Koto Mesjid, Kampar dan 6-8
sekitar PLT A Koto Panjang. Rokan Hulu.

9. | Populasi Miras, Muam Fgar, Rantau Bertueh, Bau Gajah Daerah Pekanbary, 20-25
sepenajang Sungai Tapung Kii, Petapahan, Palas, Kaa Garo, dan Kampar dan
areal PT. Bina Fitri, Tahura Minas dansekitarnya. Siak

10. | Populasi Suram, Kasikan, Danau Lancang Kota Lama, Tapung, aeal Kampar dan 20-25
PT. Subur Arum Makmur, PT. Arindo Trisg ahtera, Kel Hitan Hapayan Rokan Hulu
Boneng, korsesi PT. Mandau Abadi, dan sekitany a.

11 | Populass Kaa Tengah, Ramba Hlir, Kepenuhan, Ulak Pdian, Kampar dan 30-35
Kasimang Trans SPD, areal PT. Eluan Mahkda, areal PT. Rokan Hulu
SumberJayaIndeh Nwsa Coy, sampa kedaerah Pujut.

12. | Populass SM Giam Siak Keci, Daerah Mandau, Penaso, Kandis, | Bengkdis dan 40- 46
Sebanga Dui 13, Task Semi, Melibur, Beringin, dan sekitamya Siak

13. | Populasi Rengau, Kapelapp, Tegar, Petani, konsesi HPH PT. Bengkalis 40- 50
Rokan Permai Timber, SM. Bala Rajadandaerah sekitarya.

14. | Populasi HL Mahato dan daerah Tanjuing Medan sampa daerah Rokan Hulu 20-25
Barumuwn Tengah Sumetera Utara dan Rokan Hilir.

15. | Populasi Jumrah, Teluk Pulau, Langgadai Hulu, HP Bagan Siapi-Ap Rokan Hilir 12— 14

Jumlah Toftal 356-4%
Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.
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Bila diperhatikan jumlah populasi Gajah di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi
Riau dari wakiu ke wakiu turun secara signifikan hal ini dissbabkan selain
berkurangnya luas areal habitat untuk hidup dan juga disebabkan oleh perbuatan
selintir orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengetahui bahwa makhluk
raksasa ini dilindungi, sehingga diburuh dan sebagian ada yang menganggapnya

sebagai hama pada tanaman.

Gambar 2. 31

M J ”

: Keberadaan Populasi Gajah Liar di Habitat Alam
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Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2006.

Beberapa kasus kematian Gajah di Propinsi Riau untuktahun 2005 dan tahun 2007
berdasarkan lokasi dan fakior penyebab lematiannya dapat dilhat pada tabel
beri kut.

Tabel 2. 33 : Jumlah Kematian Gajah di Propinsi Riaudari tahun 2005 — 2007

No. | Waktu Kejadian Lokasi Jumlah Penyebab
Yang Mati
(ekor)

1. | Maret 2005 Kabupaten Kuantan Singingi 1 Perburuan

2. | Agustus 2005 Kabupaten Rokan Hulu 3 Perburuan

3. | Desember2005 PT. RAPP Sektor Baserah 3 -

4. | Maret 2006 Perbatasan Kabupaten Tapanuli 6 Indik asi
Selatan dengan Rokan Hulu keracunan

5. | Maret 2006 Didekat Tahura SSQ Il Minas 1 -

6. | 14 Maret 2006 Komp. Balai Raa Apatement 1 Tetanus
Kec. Pinggir, Kab. Bengk dis

7. | 2 Mei 2006 HPHTI PT. Arara Abad Desa 1 Perburuan
Beringn Kec. Pinggir Ka.
Bengkalis

8. | 9 Mei 2006 Desa Pasir Putih Kec. Kelayang 1 Perburuan
Kab. Indragiri Hulu

9. | Mei 2006 Taman Nasional Tesso Nilo 1 -

10. | 26 Juli 2007 Kec. Pinggir Kabup aen 1 Perburuan
Benglkalis liar
Jumlah 19

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007
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Begitu juga dengan satwa liar Harimau Sumatera yang keb eradaan populasnya dari
tahun ke tahun sangat cepat menurun yang disebabkan oleh fakior tertekannya
habitat hidup oleh lkegiatan perambahan hutan dan pengurangan kawasan lindung

dan juga disebabkan perburuan oleh orang-orang yang tidakbetanggung jawab.

Berdasarkan data yang ada tahun 2005 di Propinsi Riau populasi Haimau
Sum atera tinggal diperkrakan tinggal 80 ekor yang tersebar pada beberapa lokasd,
sedangkan populasi Harimau Sumatera di Sumatera diperkirakan tinggal hanya 400
sampai 500 e kor.

Tabel 2. 34 :Populasi Harimau Sumatera di Propinsi Rilau Sam pai Tahun 2005

No. Lokasi Jumliah (ekor)
1. Hutan Sinepis — Dumai 21
2. Taman Nasional Bukit Tigapuluh 13
3. Serapung - Kampar 3
4, Tesso Nilo — Pelalawan 8
5. Beberapa Lokas Kebun, HPH milik 35

Perusahaan

Jumlah 80

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.

Keberadaan Gajah dan Harimau Sumatera di Indonesia khususnya di Propinsi Riau
mendapat perhatian yang serius dari Organisasi Non Pemerintah (Omop) dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari luar negeri maupun dari dalam negeri,
sehingga tekanan yang terjadi akbat pembangunan terhadap habitat Gajah dan
Harimau Sumatera ini tidak lepas dari pemantauan Ilembaga non pemerintah
tersebut yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap upaya dan kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah Indonesa terutama dalam pengiriman (ekspor) produk

tertentu dari Indonesa.

2. 5. 1. Faktor Penyebab (press ure)

Faktor penyebab terjadinya gangguan kawanan Gajah dan Harimau Sumatera di
wilayah Propinsi Riau disebablkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Belum adanya penelitankajian dalam proses pembukaan hutan terhadap
populasi Gajah dan Harimau Sumatera dan satwa lainya terutama mengenai;

perilaku, sebaran populasi, konsentrad, dan daerah jelajah.
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b. Berkurangnya kawasan konservasi shingga terjadinya penyempitan habitat
Gajah dan Harimau Sumatera akibat pembukaan hutan secara besarbesaran
untuk perluasan HPH/HTI, perkebunan, pemukiman transmigrasi dan

pengembangan pemukiman masyarakat dan legiatan lainnya.

c. Terjadinya penurunan atau hilangnya rantai makanan alami bagi gajah akibat
aktivitas yang mempersempit luas areal habitat Gajah perluasan pembangunan
perkebunan, HPH/HTI.

d. Berkurangnya populas satwa mangga (babi hutan, rusa, kandl, dll) bagi

harimau akibat maraknya perburuaan yang tidak terkendali.

e. Banyaknya pemindahan harimau penyebab lonflik dari habitat alami e

lembaga konservasi eks tu.

f. Belum adanya penetapan areal konservasi yang luas dan memenuhi syarat
untuk kehidupan habitab Gajah dan Harimau Sumatera secara bebas dan aman

pada masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Riau.

g. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatlkan gajah sbagai mitra
usaha.

Tabel 2.35: Daftar Gangguan Gajah Tahun 2006 — 2007 di Propinsi Riau

; Frekwensi

No | Lokasi Gangguan Gangguan Korban/Kerusakan

KabupateKota) | 1, 2006 | Th.2007
1. | Pelalawan 3 8 Selama Bhun 2007
2. | Rokan Hulu 4 _ terjadi : Korban jiwa

= : 1 orang,
3. @Mn Hilir 1 - Luku-luka : 8 orang,
4. | Siak 8 1 Mengungsi : 50 KK,
5. | Bengkalis 6 3 gan merusak kht_abun
an pemukiman

6. [ Kampar 3 4 masyara kat.
7. | Kuantan Singng 4 1
8. | Indragiri Hulu 1 1
9. | Indragiri Hilir =
10. | Pekanbam 2 =
11. | Duma = =

Jumlah 32 18

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.
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Tabel 2. 36 : Daftar Gangguan Harimau Tahun 2006 — 2007 di Propinsi Riau

_ Frekwensi
No LDk;ISI a(iarﬂs(l::;n Gangguan Korban/Kerusakan
Kabupate Y[ Tth.2006 | Th.2007
1. | Pelalawan - 8 Gangguan Harimau
tahun 2006 telah
2. | Rokan H_“!“ ' - memakan korban 3
3. | Rokan Hilir 4 - orang tewas, dan 9
4. | Siak - 1 orang luka-luka dan
: memakan hewan
5. [ Bengkalis 3 ternakm asyara kat.
6. | Kampar - 4
7. | Kuantan Singng - 1
8. | Indragiri Hulu - 1
9. | Indragiri Hilir = -
10. | Pekanbamu = -
11. | Duma 1 -
Jumlah 5 18

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.

2. 5. 2. Dampak (impact)

Adapun dampak akibat terjadinya gangguan satwa liar (kawanan Gajah dan

Harimau), antara lain sebagai berikut :

a. Berkurangnya jumlah populasi satwa ini akibat perburuan Gajah dan Haimau
karena dianggap hama bagi tanaman dan hewan peliharaan, selain itu juga
untu km endapatkan gadingnya dan kulitnya.

b. Terjadinya tuntutan Internasional bilanana ada Gajah yang mati tebunuh di
lokas perusahaan dan selanjutnya akan berakbat juga terhadap pemasaran

ekspor produk perusahaan yang bersangkutan (pem boi kotan).

Gambar 2. 32 : Pembunuhan dan Penangkapan Satw a Liar Sering Terjadi
Lapangan.

o’ T

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2006.
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c. Timbulnya lerusakan dan kerugian yang besar dalam bentuk materil bagi

masyarakat (seperti : nsaknya tanaman pertanian, peruumahan, hewan temak
dan lorban jiwa) begitu juga bagi pengusaha Perusahaan Besar Swasta (PBS)
mendatanglkan kerusakan akibat lahan kebun sawit dirusak oleh kawanan

Gajah.

Tabel 2.37 : Daftar Kerusakan dan Kerugian Akibat Gangguan Gajah

No Tahun Kerusakan Kerugian
1. 2000 [a. Kebun dan pertanian 710 Ha
b. Pohon Karet 250 Ha
c. Tanamen padi 1 orang
2. 2001 |a. Kebun, sawah dan 6.287 Ha
ladang 8 unit
b. Rumah 1 orang
c. Korban Jiwa
3. 2002 [a. Kebun dan pertanian 300 Ha
b. Pohon Karet Rp. 13,5juta
c. Tanaman padi 1 unit
4. 2003 |a. Kebun dan pertanian 1500 batang dan 10 Ha
b. Pohon Karet 78 ha dan 2200 batang
c. Tanaman padi 2 unit
d. Ladang 21 Ha
e. Korban Jiwa 1 orang meninggd den 2
luka-luka
5. 2005 | a. Kebun Sawit Kebun sawit dan karet milik
b. Kebun Karet m asyarakat dan perusahaan
c. Memusak Perumahen -
d. Korban Jiwa 3 orang
6. 2006 | a. Kebun Sawit -
b. Kebun Karet -
c. Memusak Perumahan -
d. Memusakcamp -
perusahaan
7. 2007 |a. Korban 1 orang,
b. Luka-luka 8 orang,
c. Mengungsi 50 KK,
d. Merusak kebun merusak kebun dan
pemukiman masyarakat

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007 .

d. Timbulnya perburuan Gajah dan Harimau karena dianggap hama bagi tanaman
dan hewan peliharman, selain itu juga untuk mendapatkan gadingnya dan

kulitnya.

e. Terjadinya tuntutan Internasional bilamana ada Gajah yang mati teunuh di
lokas perusashaan dan selanjutnya akan berakibat juga terhadap pemasaran

ekspor produk perusahaan yang bersanglutan (pem boi kotan).
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Tabel 2.38 : Jumlah Kematian Satwa Liar Tahun2007 (Agus tus 2007)
Tanggal .
No. Kejadian Lokasi Jumlah Penye bab
1. | 26 Juli 2007 | Kec. Pinggir Kab. Bengkalis | 1 ekorgajah | Perburuan
Liar
2. | 24 Juli 2007 | Kebun Binatang Kasang 1 ekor Pneumornia
Kulim (Berasal dari Kec. harimau Koronis
Sinaboi Kab.Rokan Hilir) (sakit)

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007 .

2. 5. 3. Upaya Pencegahandan Penanggulangan (response)

Upaya pencegahan dan penanggulangan tethadap terjadinya gangguan satwa liar

(kkwanan gajah dan Harimau)dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Untuk menanggulangi gangguan Gajah langkah-langkah yang telah dilakukan

diantaranya adalah :

pengusiran, penangkapan dan merelokasi Gajah liar.

Selama tahun 2006 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali relolas yaitu
pemindahan sebanyak 15 ekor Gajah ke lokasi Taman Nasional Tesso Nlo di

Kabupaten Pelalawan.

Tabel 2.39 : Data Kegiatan Relokasi Gajah Tahiun 2006

Jumlah Gajah - Lokasi Relokasi
No. Waktu Yang di rdlokasi Lokasi Asal
1. | Februari 4 ekor Desa Pekan Tebih, | Taman Nasional
2006 Kec. Kepenuhan Tesso Nilo
Kab. Rokan Huu. Kabupaten Pelalawan
2. | 14 Md 2006 8 ekor Desa Bald Rga, Taman Nasional
Kec. Pinggir Kab. Tesso Nilo
Bengkalis Kabupaten Pelalawan
3. | Desember 2 ekor Kec. Bukit Raya, Taman Nasional
2006 Kec. Bukit Raya Tesso Nilo
Kota Pekanbaru Kabupaten Pelalawan
4. | Desember 1 ekor Air Tiris Kab. Taman Nasional
2006 Kampar Tesso Nilo
Kabupaten Pelalawan
Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.

b. Penangkapan dan rlokasi Gajah yang dilaksanakan pada tahun 2000 sam pai

tahun 2003 dengan dana ABPD Propinsi Riau telah ditangkap sebanyak 91 ekor

yang meliputi 5 kabupaten yaitu ; Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan

Hulu, dan Siak Sedangkan lokas pemindahannya adalah : Taman Nasional
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Bukit Tigapuluh (TNBT), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang/Bukit Baling, PLG.
Sebanga, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Sedangkan untuk tahun 2006

sudah dilaksanakan relokas.

Tabel 2. 40 : Daftar Penangkapan dan Pemindahan Gajah di Riau

Jumiah Lokasi
No. Tahun Penangkapan Pen ang kapan Lokasi Pemindahan
(Ekor)
1. 2000 18 Keritang, Kab. Inhil TNBT (+ 127.698 Ha),
SMBkt. Rimbang/Bkt
Bding (+ 92.000 Ha),
PLG Sebanga
2. 2001 15 Kecamatan Tapung, SMBkt. Rimbang/Bkt.
Kec. Peranap dan Bding
Kec. Cererti
3. 2002 35 Kandis, Minas, SM Giam Siak Kecil (+
Petapahan, Desa 90.790 Ha) dan SM
Kuntudan Desa Bkt. Rimbang/Bkt.
Rantau Bertuah Bding
4. 2003 12 (murni) Petapahan SM Giam Siak Kecil
21 (ABT) | Kebupaten Kampar | o) o Siak Kedil,
Kabupaten Kampar 8 | Rimbang Baling, SM.
ekor Kerumutan (+
120.000Ha) dan eks
ﬁ?jb“%terk‘Rd‘a” HPH PT. Inhutani IV
u U ekor Unit Riau (+ 33.825Ha).
Kabupaten Indragiri
Hiir 3 ekor
5. 2006 15 Desa Pekan Tebih, Taman Nasional Tesso
Kec. Kepenuhan Nio
Kab. Rokan Huu.
Desa Bala Rga,
Kec. Pinggir Kab.
Bengkalis
Kec. Bukit Raya, Kec.
Bukit Ray a Kota
Pekanbaru
Air Tiris Kab. Kampar

C.
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Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.

Adanya program dari Departemen Kehutanan yang tidak boleh lagi melakukan

penangkapan terhadap Gajah yang menimbulkan gangguan (gajah

pengganggu) yang boleh dilakukan hanya kegiatan pengusiran.

Pembuatan parit pengaman gajah pada lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan
PLG. Minas dan Tahura Sultan Syaiif Hasyim, serta pada lokasi perkebunan
sawit milik swasta (PBS).
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e. Melanjutkan Studi pengelolaan kawasan konservasi yang pernah dilaksanakan
dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan menumbuh
kembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian gajah

dan Kawasan konservasi, antara lain :

o Aspek Sosdal, budaya dan ekonomi masyarakat setem pat.

e Menumbuh kembangkan partisipasi/kepedulian masyarakat terhadap
kelestarian Gajah Sumatera dan fungsi kawasan konservas.

¢ Sharing Hak dan Kewajiban antara Propind dengan Kabupaten yang terkena

konservasi.

f. Melakukan pengelolaan terhadap Pusat Pelatihan Gajah (PLG) pada 2 (dua)
lokas yaitu di Sebanga Duri dan Minas dengan jumlah Gajah binaan sbanyak

58 elor dengan jumlah peronil pengelola sebanyak 64 orang.

g. Untuk penanggulangan Harimau pengganggu malka dilakukan penangkapan
dengan perangkap. Apabila kondisi Harimau sehat dan memungkinkan mala
dilepadiarkan ke alam dan bila kondisi Harimau peldu perawatan intensif mala

dititipkan ke Lembaga Konservasi.

h. Untuk mempertahankan kelestarian Harimau Sumatera yang peru
mendapatkan perhatian adalah : Kondisi habitat yang baik dan tersedianya air,

Populasi satwa mangsa yang cukup dan areal yang cukup luas.

Gambar 2. 33 : Penangkapan Harimau Pe ngganggu

i. Menetapkan kawasan Konservas Harimau Senepis di Kota Dumai dengan
Surat Keputusan Walilota Dumai Nomor : 266/Hutbun/VII/2003, tanggal 15
Agudus 2003 dengan luas60.000 Ha, yang terdiri dari 40.000 Ha kawasan inti
dan 20.000 Ha sebagai kawasan penyangga.
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2. 5.4. Kendala

Berdasarkan kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangla
meminimas timbulnya permasalahan gangguan kawanan Gajah dan Haimau
Sumatera di Propinsi Riau, hasilnya mash belum ssbagaimana yang diharapkan,

dan hal ini dikarena adanya beberapa kendala, antara lain yaitu :

a. Tidak tersedianya areal konservasi yang mampu menampung Gajah hasl
tangkapan, kawasan Taman Nasional Tesso Nillo sebagai salah satu kawasan
konservasi gajah yang ada sudah tidak mampu lagi untukmenampung gajah-
gajah hasil tangkapan.

b. Mash kuirangnya alolkasi dana dari APBD (Propins/Kabupaten) terhadap
penanggulangan, penggiringan dan penangkapan gajah di lapangan.

Gambar 2. 34 : Penggiringan Gajah Pengganggu

c. Mash kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan gangguan
kawanan Gajah dan Harimau, sehingga seling teifadi kesalahan dalam
penanganan di lapangan, yang mengakibatkan terjadinya perburuan satwa ini
yang mengakibatkan kematian.

d. Belum jdasnya rencana program Indonesia Menanam, terutama pada areal

be kas hutan konservasi yang terdesak oleh konversi menjadi lahan perkebunan.
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Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan
manusia dalam melakukan bebagai kegiatan yang dilakukannya, termasuk
kegiatan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan
pembangunan telah meninglkatkan kebutuhan sumber daya air D lain pihak
ketersedian sumber daya air semakn fterbatas, bahkan pada beberapa tempat
dikategorikan berada dalam kondisi kitis. Hal ini dissbabkan oleh beberapa faktor
seperti pencemaran, pengundulan hutan, kegiatan peranian yang mengabaikan
keledarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air (cathment

area).

Pada banyak daerah sering tefjadi kecendrungan penurunan kuantitas dan kualitas
air, bahlkan sampai pada tingkat yang mengkawatirkan. Walaupun ketersedian air
dari wakiu ke wakiu relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi, keadaan dan
kualitasnya yang kurang memenuhi syarat menyebabkan pemakaian dan
pemanfaatannya menjadi terbatas Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk
berbagai kebutuhan, kelestarian sumber daya air perlu dijaga. Prinsip dasar yang
berkaitan dengan pemanfaatan air yang efisien juga hamus mempertimbangkan

aspek daya dukung dan konsewvas daya air.

Penurunan ketersediaan air yang berdaya guna lebih banyak disebabkan oleh
kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air, sehingga pada musim hujan tidak
cukup banyak air hujan yang meresap ke dalam tanah. Sebagian air hujan menjadi
air larian (run off) yang berpotensi menimbulkan banjir. Pada mudm kemarau
ketersediaan air berkurang karena debit mata air berkurang. Kualitas air juga akan
turun akbat masuknya bahan pencemar ke air permukaan, antara lain limbah
indudri, perlanian, petambangan dan air limbah domestik serta sampah/limbah

padat.

3. 1. Kondisi Air

Kondisi air diindikasikkan dengan kuantitas dan kualitasnya. Kualitas air
berhubungan dengan kelayakan pemanfaatannya untuk berbagai kebutuhan.
Ketersedian air berhubungan dengan berapa banyak air yang kualitasnya layak
dimanfaatkan. Kondisi ketersedian air yang berdaya guna berkaitan daya dukung

dan daya tampung. Kualitas air juga dipengaruhi oleh kondid ekologisnya yang
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berperan dalam daya pulih alamiahnya. Kualitas air dan ekologisnya menentukan

produktifitasalamiah air.

Selanjutnya dalam pembahasan masalah sumber daya air secara komprehensf
tidak dapat lepas pembahasan tentang sistem Daerah Alimn Sungai (DAS). DAS
adalah suatu wilayah damtan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-
punggung gunung atau bukit yang menampung dan menyimpan air hujan untuk
kemudian mengeluarkannya ke laut melalui sungai utama, dimana wilayah daratan
tersebut dinam akan daerah tangkapan air (catchment area) yang merupalkan suatu

ekosistem.

Secara umum, wilayah DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Ke tiga
daerah tersebut sangat berhubungan eratditinjau dari dam pak yang lebih mendapat
perioritas penanganan karena lerusakan kondisi fisk di daerah hulu akan
menimbulkan dampak buruk bagi wilayah tengah dan hilir. ltulah sebabnya <lalu
dikatakan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan tempadu dan
berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumberdaya air merupakan bagian dari
sumberdaya alam yang menentukan bagi kehidupan manusia, di ssmping itu juga
dapat menimbulkan daya usak yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup
dissktamya. Air sebagai sumberdaya terbarui mengikuti skus hidrologi dan
mengalir dar hulu ke hilir tanpa mengenal batas administrasi, namun pemanfaatan
dan kelestarian dipengaruhi oleh kondisi sodal dan elonomi serta politik wilayah
yang dilalui aliran sungai tersebut.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan
masyarakat mengakibatkan perubahan fungs lingkungan yang berdampak negatif
terhadap kuantitas maupun kualitas sumberdaya air. Perubahan peruntukan lahan
pada hulu daerah aliran sungai, yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat
meningkatkan limpahan air permukaan seta memperbesar debit puncak pada
waktu musim hujan dan mem perkecil aliran sungai pada musim kemarau, sehingga

meningkatkan daya rusak air dan mengancam ketersediaan air yang berkelanjutan.

Terhadap pemanfaatan sungai oleh berbagai akiivitas sepetti ; industri, transportasi
dan kegiatan lainnya dengan ftidak memperhatilan kaidah lingkungan, akan
mempengaruhi/menyebablkan kualitas air sungai tersebut menjadi tercemar baik
secarm visual (wama) maupun kandungan unsur/materi. Untuk maksud tersebut
dipedukan pola pengelolaan sumber daya air pada madng-masing wilayah sungai
berdasarkan azas kelestaian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan

dan leserasian, keadilan, kemandiran setta tanparansi akuntabilitas.
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Gambar 3.1 : Beberapa Be ntuk Aktivitas di Sungai Siak

Sumber : Bapedal si iu, 2005.

Kebijakan pengelolaan DAS yang menyangkut sumberdaya air, haruslah dida sarkan

pada evaluasi daya dukung, memperhitungkan semua perubahan penggunanya

yang mencerminkan beberap a prinsip, yaitu :

1

W N

)
)
)
)

4

7)

Penggunaan airberdasarkan pengkajian kuantitas dan kualitas air.

Penggunaan airtidak boleh melampaui bataspemasokan yang berkelanjutan.
Baku mutu dan jatah airuntuk penggunaan air yang berbeda-beda harus dibuat.
Banyaknya air irigasi harus dibatasi pada jumlah minimunm yang dipedukan
meluntutkan garam-garam dari tanah teririgad.

Pengelolaan mutu dan tingkat pengambilan air tanah harus meminimumkan

kerusakan lingkungan.

Untuk mempertahankan fungs water table, laju pengeluaran air tanah secara
alami harus dijadikan dasar untuk mempemitunglkan laju pemompaan yang
dipetolehkan dari akuifer.

Pengendalian bahaya temhadap kesehatan harus dipetimbangkan dalam
menghitung banyak air yang diperlukan untuk menunjang ekodstem di tem pat

lain dalam DAS yang sama.

Prakte k-prakek yang menimbulkan dampak merugikan terhadap mutu air harus
dikendalikan supaya air yang tercemar tidak sampai menumunkan mutu air
sungai.

Teknologi yang bersih hamus diperioritaskan, demikan pula pendekatan yang
berhati-hati terhadap pencemaran dengan mencegah pembuangan Bahan

Berbahaya dan Beracun sintetik yang efe k jangka panjangnya tidak di ketahui.
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Selanjutnya,l UCN-UNEP-WW Fmenyarankan tindakan-tindakan yang diperioritaskan

dalam menggunakan air yang berkelanjutan memerukan :

1) Informas yang lebih baik

2) Kesadaran yang lebih baik tentang bagaimana cara kerja siklus air, efek-efek
pada sikus air, tentang pentingnya lahan basah dan ekodstem lainnya serna
tentang bagaimana menggunakan air dan sumber-sumber air secara

berkelanjutan dengan pelatihan yang lebih baik dalam masalah-masalah ini.

3) Pengelolaan pembagian air harus menjamin efisens dan keadilan bagi semua
pengguna air.

4) Pengelolaan terpadu atas pengguna air dan lahan.

5) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan airtawar.

6) Peningkatan ke sdian masyarakat untuk menggunakan sumberdaya air secama
berkelanjutan.

7) Peledarian keragaman speciesdan stok genetik

Bertitik tolak dari kebijakan dan anjuran tersbut, lonsep pengelolaan DAS yang
selama ini dilakukan melalui pendekatan ekonomi, yang bersifat sekioral dan
terpisahpisah (fragmentatif), diubah dengan menerapkan pendekatan ekosdstem
halistik, (sistemik), dan

menggunakan DAS sebagai satuan pengelolaan.

yang bersifat terpadu (integratif) dan beraturan

D Propinsi Riau terdapat 4 (empat) sungai besar, yaitu sungai Rokan, Indragiri,
Rokan dan Siak yang mempunyai aiti sangat penting terutama dalam penyedian
sumber daya air bagi berbagai kegiatan pembangunan, dengan mempunyai

masing-masdgng wilayah sungai.

Tabel 3. 1 : Data Sungai Utama di Propinsi Riau

NAVIA SUNG Al UTAMA
NO. URAIAN
ROKAN SIAK KAMPAR INDRAGIRI

1 Panjang Sungai 325 km 345 km 580 km 645 km

2 | Luas Cathhment Area 22.189 km* 11.026 km? | 24.548km* | 16.468 km?
= Di Propinsi Riau 16.069 km? 11.026 km? | 21.086 km? 8.809 km?
= Di Propinsi SUMBAR 2.350 km? 3.462 km? 7.459 km?
= Di Propinsi SUMUT 3.690 km? = =

3 Debit Sungai
» Maksimum m®/dt 1.700 m¥dt | 2200 m¥dt | 2.760 m¥dt
» Minimum 48 mYdt 45 m>/dt 49 m¥dt 65 m>/dt
» Normal 200 — 400 200 — 300 500 — 700 500 — 700

m®/dt m®/dt m®/dt M/dt.
Sumber : BPDAS Indragir-Rokan Propinsi Riau, 2003
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3.1.1. Wilayah Sungai Rokan.

Wilayah Sungai Rokan merupakan wilayah sungai lintas Propinsi, bagian hulunya
teletak di Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara, sedangkan
bagian tengah dan hilimya berada di Propinsi Riau, sehingga dalam hal

kewenangan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan secara astronomis teretak antar 0°3' LU
samapai 2°18’ LU dan antara 99°44’ BT sampai dengan 101°20 BT. Dengan posisi
astronomis yang demikan DAS Rokan berada pada posisi lintang rendah dengan
intensitas penyinaran matahari yang tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi
demikian sangat berpengaruh terhadap intenstas pelapukan tanah dan tinggi
biodiverstasyang ada di DAS Rokan. Luas DAS Rokan secara ke slumhan kurang
lebih adalah 1,9 juta Ha. Sebagian besar cakupan DAS Rokan berada di Propinsi
Riau yang meliputi wilayah vyaitu 79%, sedangkan 11 % berada di Propinsi

Sumatera Baratdan sisanya 10 % berada di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pembagian Sub DAS, DAS Rolkan yang berada dalam wilayah
Propinsi Riau secaraumum dibagimenjad 4 Sub DAS, yaitu: Sub DAS Rokan Hilir,
Sub DAS Rokan Kanan, Sub DAS Rokan Kiri dan Sub DAS Rokan Hulu, dimana
Sub DAS Rokan Kanan dan Kiri merupakan bagian tengah dari DAS Rokan.

Tabel 3.2 : Luas Cakupan dan Persentasi DAS Rokan di Propinsi Riau,
Sumut dan Sumbar.

Propinsi
Nama Sub DAS - Jumlah %Digb
Riau Sumbar Sum ut
Rokan Hilir 587.000 - - 587.000 31
Rokan Bagian 796.000 -| 200.000 996.000 52
Tengah
(Rkan Kanan dan
Kiri)
Rokan Hulu 116.000 209.000 - 325.000 17
Jumlah 1.499.000 | 209.000 | 200.000 1.908.000 100
% Propinsi 79 1 10

Sumber : BPDAS Indragiri Rokan Proping Riau, 2003.
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3. 1. 2. Wilayah Sungai Kam par.

Wilayah Sungai Kampar mempakan wilayah sungai lintas Propinsi yang bagian
hulunya terletak di Popinsi Sumatera Barat dan bagian tengah dan hilimya berada di
Propinsi Riau, sehingga kewenangan pengelolaannya juga menjadi tanggung jawab

Pemerintah Pu sat.

Sungai Kampar dan seluruh DASnya merupakan sungai lintas propins yang cukup
besar dan mengalir dari mata air utamanya yang berada di Sumatera Barmat
(Kabupaten Lima Puluh Kota), melewati kabupaten Kampardan bemuaradi pesisr
pantai timur Sumatera (Kabupaten Pelalawan) Panjang sungai induk Kampar
sekitar 580 km dengan luas daerah tangkapan air (cathment area) sekitar 24.548
km?, yaitu di Propinsi Sumatera Barat seluas3.462 km?dan di Propinsi Riau seluas
21.086 km?.

Sungai Kampar mempunyai dua anak sungai yang besar yaitu Sungai Kampar
Kanan dan Sungai Kampar Kii. Sungai Kampar Kanan mempunyai daerah
tangkapan air hujan sskuas sektar 5.231 km?, berhulu di Gunung Gadang di
Kabupaten Lima puluh Kota Propinsi Sumatera Barat yang tingginya 2.060,3 m di
pegunungan Bukit Barisan. Di kawasan pegunungan ini sungai mengalir ke arah
utara dan selanjutnya secara gradual mengalir ke arah timur (Propinsi Riau). Sungai
ini bertemu dengan Sungai Kapur Nan Gadang (Propinsi Sumatera Barat) dan
Sungai Mahat di sbelah atas Dam waduk PLTA Kotopanjang. Disbelah atas
sekitar Bangkinang, kapasitas alirannya skitar 1.000 m®/detik, dan diantara Danau
Bingkuang dan Teratak Buluh sekitar 7.000 m3/detik

Sungai Kampar Kiri mempunyai daerah tangkapan air seluas sekitar 7.053 km?
berasal dari pegunungan Bukit Barisan pada kawasan perbatasan antara Propinsi
Sumatera Barat dan Propinsi Riau. Di bagian hulunya terdapat dua anak sungau
yaitu Sungai Sibayang dan Sungai Singingi, masing-masing dengan luas daerah
tangkapan aimya 1.606 km? dan 1.678 km?. Kapasitas aliran sungai Sibayang
sekitar 1.000 m¥detik, ssdangkan sungai Kampar Kiii kapastasalirannya 200 — 400
m3/detikpada bentang terendah dari pertemuan dengan Sungai Tesso.

Setelah Sungai Kampar kanan dan Kampar Kiri bergabung menjadi Sungai Kam par,
sungai ini mengalir dengan meliukliuk dan bemuara ke Selat Malaka (kawasan
pesisr timur Kabupaten Pelalawan). Debit air Sungai Kampar sangat ditentukan
oleh kondisi Geografis dan jenis tutupannya pada daerah tangkapan air.
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3. 1. 3. Wilayah Sungai Indragiri.

Wilayah Sungai Indragiii juga merupakan wilayah sungai lintas Propinsi yang bagian
hulunya teretak di Popinsi Sumatera Barat dan bagian tengah dan hilimya berada di
Propinsi Riau, sehingga kewenangan pengelolaannya juga menjadi tanggung jawab
Pem erintah Pu sat.

Sungai Indragiri dan seluruh DAS-nhya merupakan sungai lintas propins yang cukup
besar dan mengalir dari mata air utamanya yang berada di Sumatera Barat,
melewati Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan bermuara di pesisir pantai
timur Sumatera (Kabupaten Indragiri Hilir). Panjang sungai induk Indragiri sekitar
645 kn dengan luas daerah tangkapan air(cathment area) skitar 16.468 kn?, yaitu
di Propinsi Sumatera Barat seluas7.459 km?dan di Propinsi Riau seluas 8.809 km?.

3. 1. 4. Wilayah Sungai Siak.

Wilayah Sungai Siak merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/Kota yang
seluruhnya berada di Propinsi Riau, sehingga kewenangan pengelolaannya menjadi

tanggung jawab Pemerintah Propinsi Riau.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak secara administratif mencakup 4 Kabupaten dan 1
Kota, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, Siak dan Bengkalis
dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) 1.132.776,05 Ha, di mana
proporsi luasdaerah tangkapan air masing-masing kabupaten/lota adalah sebagai
tabel ber kut.

Tabel 3. 3 : Luas Wilayah Administratif Dalam DAS Siak

KABUP ATENKOTA LUAS (Ha) PROPORSI (%)
Rokan Hulu 92.355,42 8,1
Kampar 329.861,51 29,1
Pekanbaru 148.033,30 13,0
Siak 496.871,97 43,8
Benglalis 65.653,84 58

Jumlah 1.132.776 04 100

Sumber : BP DAS Indragiri — Rokan Propinsi Riau, 2002

Panjang aliran Sungai Siak sekitar345 Kilometerdengan panjang aliran yang dapat
dilayari :kitar 200 Kilometer, lebar berkisar 20 — 200 Meter, dan kedalaman 3 - 20
Meter dengan penampang bembentuk huruf V. Sedangkan besaran debit minimum
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45 M3/detik dan debit maksimum 1.700 M3/detik dengan debit normal 200 - 300
M?3/detik.

Dalam pengalirannya, badan Sungai Siak memiliki 3 (tiga) cabang yang merupakan
anak-anak sungai yang bermuara ke badan sungai Siak, yaitu sungai Mandau,
sungai Tapung Kiri dan sungai Tapung Kanan, dimana ketiga anak sungai besar ini

memiliki pula anak-anak sungai yang lebih kecil dengan jumlah yang cukup banyak

Secara umum dapat dikatakan bahwa Sungai Siak cukup banyak menampung air
hujan secara langaung dan memta sepanjang tahun. Keadaan topografi yang
hampir datar dan adanya pengaruh pasang surut serta air sungai yang dibawa dari
hulu memupakan fakiorfaktor penting yang menyebabkan kelebihan air dan hampir
seluruh daratan berawa tersebut digenangi air. Kondisi yang demikian
menyebabkan segala kehidupan dan penghidupan disekitamya menyesuaikan
dengan londisi lingkungan DAS tersebut.

Berdasarkan tataguna lahan, bagian hulu DAS Siaktelah banyak berubah menjadi
perkebunan kelapa sawit dan karet. DAS Siak bagian tengah yaitu dari Kota
Pekanbaru hingga ke Siak Sri Indrapura, penggunaan lahan lebih didominad oleh
pemukiman, kawasan industri dan perkebunan rakyat. Sementara itu pada kondisi
fisografi rawa-rawa yang umumnya terletak pada kemiringan 0 — 2 % (gambut),
dibagian hilir DAS Siak mulai dari sub DAS Mandau sampai ke hilir DAS Siak
penggunaan lahannya sebagian besar masih hutan daratan rendah yang dislingi

oleh lahan terlantar, pemukman, indu gri, dan perkebunan rakyat.

Perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai Siak terjadi secarma
berangsur-angsur dan bersfat variatif, hal ini sebagai akibat adanya aktivitas seperti
: pembangunan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan (swasta, masyarakat),
tmansmigrasi, hutan rakyat (pola Inpres, swadaya, bapak angkat), perladangan
berpindah atau perambahan hutan, industri kayu, penambangan minyak dan lain
lain.

Ditinjau dari karateristiklahan Daerah Alimn Sungai (DAS) Sungai Siak merupakan
sungai lahan rawa dan gambut dengan topografi lahan yang cukup landai. Sesuai
dengan kondisi lahan daratannya, wama air sungai rlatif lkecokatan yang
dissbablan pengaruh wama tanah dan gambut dengan keasaman (pH) pada
umumnya bersifat asam yaitu berksar 45 — 55. Kondisi air sungai selain
dipengamhi oleh musim (hujan/kemarau) juga dipengaruhi oleh pasang surut air

laut.
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Selain dari 4 (empat) sungai besar (Siak, Rokan, Indragiri dan Kampar) yang
terdapat di Propinsi Riau sebagai sumberdaya airjuga terdapat sumberdaya air lain
yang potensial sbagai penyedian air bagi berbagai keperluan, yaitu berupa waduk
dan danau, diantara adalah sebagai beri kut.

3.1.5. Waduk PLTA KotoPanjang

Lokasi waduk Koto Panjang terletak di desa Merangin Kecamatan Bangknang
Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau merupakan waduk Pembanghkt Listrik
Tenaga Air dimana pada waduk ini terdapat 2 (dua) sungai yaitu Sungai Kampar
Kanan dan Sungai Batang Mahat.

Secara fisik, genangan waduk ini mempunyai kapasitas genangan 1.545 juta M3
dengan ketinggian mulka air makimum 85,0 meter, ketinggian muka air minimum
73,5 meter, luas areal genangan 124 km? dan rata-rata debit air per tahun 1844
m?3/dtk.

Gambar 3. 2 : Kondisi Waduk Koto Panjang di Kabupate n Kampar

am par,

Perubahan mendasar yang terjadi di sekitar waduk PLTA Koto Panjang adalah
degradad luasan hutan yang berpotensi meningkatnya laju erosi dan sedimentasi
ke perairan waduk. Pada tahun 1985 luashutan di daerah tangkapan air (catchment
area) PLTA Koto Panjang adalah 3.331 km? yang terdiri dari 2.142 kn? (64 %) hutan
lindung dan 1.189 km? (34 %) hutan produksi yang dapat dilonversi.

Berdasarkan interprestasi dari Citra Landsat dari Juni 2002, dan 4 De smber 2005,
ada lkecendmungan terjadi penurunan luas kawasan hutan di catchment area stiap
tahunnya. Pada juni 2002 luasan hutan tercatat 1.167,080 km?, dan pada Juni 2005
menjadi 1.158,704 km?. disini dapat dismpulkan bahwa dalam rentang wakiu 3

tahun tefjadi penurunan luasan hutan sekitar 8,376 km?2.
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Pengurangan luasan hutan pada areal waduk ini sebagian besar disebabkan oleh
pembukaan hutan untuk perkebunan dan illegd logging. Banyak sekali dijum pai
perkebunan masyarakat di sektar ssmpadan waduktemutama perkebunan gampbir,

kelapa sawitdan perkebunan karet

Sehubungan dengan penumunan luasan hutan ini, maka laju erosi dan sedimentasi
di daerah waduk cenderung juga meningkat. Hal ini tentu sangat tergantung pada
curah hujan di daerah hulu waduk, dimana ketika curah hujan cukup tinggi mala
laju erosi dan sedimentasi di peraimn wadukjuga akan tinggi.

3. 2. Faktor pe nyebab (pres sure)

Fakior penyebab terjadinya degradasi kualitas air pada DAS dan danau/waduk
di Propinsi Riau diantaranya disebab kan oleh bebe rapa hal, yaitu :

a. Permasalahan Pemanfaatan Tata Ruang dan Wilayah, yang meliput :

* Tata ruang yang kurang mendukung terhadap pelestarian Sumber Daya Air

dan kawasan lindung/konservasi.

* Peubahan lebijakan akibat Otanomi Daerah sehingga penanganan
pengelolaan aungai dilalukan hanya scara pardal sehingga terjadi lonflik
kepentingan.

b. Permasalahan FisikSDA pada Daerah Aliran Sungai (DAS), yang meliputi :
» Sedimentasi yang terus berlangaung akibat sedinment tansport karena

pengaruh cathment area yang muusak, shingga daya tampung sungai sudah
tidak cukup untuk menampung debit air yang ada terutama pada musm
penghujan.

* Tefjadinya banjir pada semua sungai hampir setiap tahun dengan cakupan

yang terkena banjir ssmakin luasdengan intendtasyang semakin tinggi.

Gambar 3. 3 : Bencana Banjir Selalu Terjadi Setiap Tahun
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* Tefjadinya degradasi kualitas air (DAS Siak) akibat

industri/kegiatan yang membuang limbah ke sungai dan penambangan tanpa

banyaknya

izin (PETI) galian golong C sehingga kualitas air sungai menjadi terganggu.

Seringnya terjadi kasus pencemaran lingkungan di wilayah Propinsi Riau yang

berasal dar berbagai kegiatan seperti yang berasal dari sektor industri,

domestik migas dan kegiatan lainnya.

Tabel 3.4 : Kasus Lingkungan di Propinsi RiauSelama Tahun 2007

Lokasi dan

No. Nama Kasus Wakiu Uraian Kasus Keterangan
1. Kasus Pencemaran | Selat Dumai, | Keluarnya sisa minye& pada| Kasus d
Selat Dumai Kota Dumai | pipa eks operasinal PT. CPI| tangani oleh
22 Maret 2007 | Dumai akibat pengaruh pasang | Polresta Dumai.
besar
2. Kasus Gata-gata | Desa  Sering | Terjadiny a kasus penyakit kulit| Kasus ditangani
pada masyarakat di | Kab. pada masyarakat Desa Sering| oleh Polda
Desa Sering Pelalawan, yang disebabkan oleh| Riau.
April 2007 pembuangan air limbah
PT. RAPP
3. Kasus IPAL PT.| Desa Ngasqg | Terjadiny akematian kan diSei.| Selesai dengan
Fortius Agro Asia Kab. Rokan | Giti yang diduga jebolny a IPAL | mediasi Pemdze
Hulu, Mei 2007 | PT. Fortiss Agro Sari. Kabupaten
RokanHulu.
4. Kasus Batang Pudu | Kec. Mandau | Konflk  masyarakat Sakai| Kasus ditangani
Kab. engkalis | dengan PT. Karya Lestari| oleh Polda
Mei 2007. Perkasa sebagai operator| Riau.
CMTF Arak milik PT. CPI.
5. Kasus Tonggak | Kec. Mandau | Masyarakat Desa Tonggak| Kasus ditangani
Delapan Kab. engkalis, | Delapan menderita penyakit| oleh Polda
Mei 2007. kulit (gatal-gatal) yang| Riau.
disebabkan operasional D SF.
6. Kasus Balai Benih | Kab. Kuantan| Adanya pencemaran pada| Kasus ditangani
Ikan (BBI) Tesso. Singingi, akhir| kolam BBl Tesso yang| oleh Polres
Mei 2007 disebabkan oleh kegiatan| Kuantan
Penambangan  Tanpa Izin | Singingi.
(PETI).
7. Kasus Sungai | Pangkalan Kematian ikan milk masy arakat | Kasus ditangani
Sindun (PT.Musim | Lesung, Kah | pada Sei. Sindun yang diduga | oleh Polres
Mas) Pelalawan, rembesan air imbah PT. Musim | Pelalawan.
awal Apiil | Mas.
2007.
8. Kasus Mnyak di| DesaBuatanll | Terjadinya Iuberan miryak| Kasus ditangani
Sungai Siak Kab. Siak hitam (crude oil) di Sei. Kempas | oleh Bapedalda
yang berasal dari kolam| Kab. Siak.
penampungan
PT. Pertamina
9. Kasus Pencemaran | Inuman, Kah | Terjadinya kematian ikan di| Difasiltasi olef
di Sungai Kukok Kuantan Desa Pulau Sipan, Pulau| BPIPDL
Singingi, Panjang Hulu akibat air Sei.| Kuantan
28 Agust2007 | Kukok yang tecemar oleh| Singingi.

limbah PKS. PT. Duta Palma

Sumber : Data Olahan Bapedal Proping

Riau, 2007.

d. Permasalahan sosial, ekonomidan budaya, meliputi :

- Petambahan penduduk yang akan berkaitan dengan kegiatan domedik
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- Penebangan hutan/Deforestry (illegal logging).

- Sungai dipakai

untuk berbagai

kepentingan (tansportasi, pertanian, dll)

sehingga sring berbenturan kepentingan.

- Kebiasaan masyarakat dalam mendirikan umah dibantaran-bantaran sungai

dan menganggap sungai sebagai tempat pembuangan segala bahan yang

tidak berguna, seperti limbah padat atau sampah begitu kotoran lainnya.

Gambar 3. 4 : PerumahanPenduduk di Bantaran Sungai

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2005

- Semakin banyaknya berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun, yang
umum nya terletak daerah dekat sumber air se perti sungai dan waduk.

Tabel 3. 5 : Daftar Pabrik Kelapa Sawit yang tidak mempunyai lahan
Perkebunan Tahun 2007.

4
o

NamaPemusahaan

Kapasitas Produksi

Lokas (Kabupaten)

. (Ton/jam)
1 PT. Rohul Sawit Industr 30 RdanHulu
2 PT. Forteus Agro 30 RdkanHulu
3 PT. Sinar Siak Dian Pemai 45 Pelalawan
4 PT. MultiPalma Sejahtera 45 Pelalavan
5 PT. Nirmala Abdi Damai 30 Indragiri Hulu
6 PT.SSA 20 Siak
7 PT. MuliaUnggul Lestari 45 Siak
8 PT. DamaWungu Guna 30 RdkanHilir
9 PT. SinarPerdanaCarsa 90 RdkanHilir
10 | PT. Geliga Bagan Riau 30 RdanHilir
11 | PT.Sawt Riau Makmur 30 RdkanHilir
12 | PT.BahanaNusalnterindo 30 RdanHilir
13 | PT.Sawta Ledong Prima 45 RdanHilir
14 | PT.Dwi MtraDayaRiau 30 RdanHilir
15 | PT. Mustka Agro Sari 30 Kuantan Singingi
16. | PT. AsiaSawit MakmurJaya 30 Kuantan Singingi
17. | PT. Bumi Mertari Karya 30 Kampar
18. | PT.Bangun Tenara Riau 30 Kampar
19. | PT. RiauKampar Sahabat S 30 Kampar

sumber :Dinas Perkebunan Frginst Kiau, ZUU /.
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Gambar 3.5 : Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan

Sumber : Bapedal Popnsi Riau, 2005.

- Maraknya pembuatan parit besar pada perkebunan lelapa sawit dalam
mengantisipad pencurian buah sawit (TBS), yang berakbat pada tingginya

proses sendimentasi pada alur sungai terutama pada musim penghujan.

Gambar 3.6 : Pembuatan Parit Pembatas Kebun Pada Perusahaan
Besar Swasta Nasional.

% 09,/01/2004
Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2004.

e. Masih lemahnya permasalahan Kelembagaan dalam mencegah menanggulangi
terjadinya degradasi kualitas air pada DAS dan sumber air yang lain.

f. Kurangnya peran <rta masyarakat di sepanjang DAS dalam berpartisipasi
menjaga lingkungan sungai dengan perilaku membuang sampah ke badan air

sungai.
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h. Masih lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran
dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan limbah
cair dari kegiatan usaha yang berada di sepanjang DAS, dengan mengacu
kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta kebijakan-
kebijakan lain yang dileluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupate n/Kota

setempat.

3. 3. Dampak (impact)
Dengan banyaknya terdapat berbagai kegiatan dan akiivitas pada daerah aliran

sungai ada di wilayah propinsi riau dan belum adanya usaha untuk pemilihan yang
beratti, maka ini secara langsung akan berdampak terhadap kondis lingkungan,

yaitu antara lain:

a. DampakTeradap Kehidupan Biota Air.

Banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air menyebabkan menurunnya
kadar oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) dalam air. Hal ini menyebabkan
kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu dan
mengurangi perkembangannya sehingga biota air termasuk bakteri yang ada di
dalamnya mernadi terganggu dan bahkan musnah begitu juga terhadap
tanaman/tumbuhan air menjadi nsak Akibat mushah atau matinya bakteri-
bakteri tersebut maka proses penjemihan air secara alamiah yang seharusnya
terjadi pada air limbah juga terhambat dan air limbah menjadi sulit teruraikan.
Selanjutnya panas dari limbah industi juga membawa dampak pada lkehidupan
organisme air apabila air limbah tersebut tidak didinginkan tedebih dahulu

sebelum dibuang ke lingkungan seperti danau atau sungai/perairan.

b. DampakTetadap Kualitas Air Tanah Dan Air Permukaan

Pembuangan tinja dar kegiatan domestik menjadi salah satu penyebab terjadi
pencemaran air tanah yang terindikas melalui pemeriksaan kualitas air sumur
bor dengan mengukur parameter fecal coliform. Hal ini terjadi karena sebagian
besar penduduk belum mempunyai tangk septik yang memadai dan kalaupun
ada letaknya berdekatan dengan lokasi sumur dan lkedalamannya tidak
memenuhi letentuan yang beraku. Begitu juga dampak dari pembuangan

limbah yang masuk kategoi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
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C.

Dampak Terhadap Keshatan

Pengelolaan air buangan domestik yang belum memadai atau bahkan belum
ada sama sekali pada beberapa bagian daerah pemukiman menjadikan
sumber air yang digunakan masyarakat menjadi tercemar. Air yang
terkontaminasi pencemar dapat berfungsi sebagai media penyalur ataupun
penyebar penyakit atau vektor, misalnya penyakit diare, hepatitis, kolera, tipus,

disentri dan sebagainya.

DampakTerhadap Esteti ka Lingkungan

Dampak pencemaran air terhadap edetila lingkungan yaitu merupa bau tidak
sedap yang ditimbulkan dari air limbah misalnya air limbah yang berasal dari

bahan-bahan omganik, seperi limbah indudri karetdan tapiola.

Terjadinya penurunan kualitas air dari sungai-sungai yang ada di wilayah DAS,
akibat buangan limbah dan kecelakaan kapal.

Mengakibatkan meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM) akibat
menurunnya kualitas dan tingginya tingkat kekeruhan air sungai sebagai bahan
baku air bergh.

3. 4. Upaya pe nce gahan dan pe nanggulangan (response)

Upaya pencegahan dan penanggulangan degradas kualitas air pada ekosdstem
DAS dapat dilakukan antara lain hal sebagai berikut :

a.

Menetapkan secara menyeluruh Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada
kawasan Daerah Aliran Sungai baik bersifat lintas kabupaten/kota maupun lintas
propinsi (Nasional) sehingga sesuai dengan pe runtu kkannya.

Melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan DAS melalui kegiatan Reboisasi
terutama pada daerah hulu dan daerah tengah DAS, dimana pada daerah ini
sangat banyak kegiatan sehingga memberikan tekanan terhadap kualitas
ekosistem DAS.

Melakukan sosialisasi kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan dan
pengendalian pencemaran lingkungan pada daerah DAS terhadap stakeholder
terutama  Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha dan masyarakat yang

berada dalam kawasan DAS, yang dilaksanakan oleh Bapedal Propinsi Riau.

Melakukan monitoring kualitas air sungai secara berkala dengan melaksanakan
pengambilan sampel air pada 4 Sungai (Kampar, Indragiri dan Siak) pada titik-
titik yang telah disepakati guna mengetahui tingkat kualitas air Sungai.
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Tabel 3.6

: Penetapan Lokasi Pengambilan Sampel pada 4 Sungai

(Kampar, Indragiri, Siak, Rokan)
LOKASI SAMPLING

KABUP ATEN/ KOTA

SUNGAI KAMP AR K ANAN :

A OWN

o

. Rantau Berangin

. Desa Kuok
. Bangkinang
. Air Tiris

. DesaD. Binkuang

SUNGAI KAMP AR KIRI :

6.

7.

Jembatan Teratak Buluh
Jbt. Rakit Gadang DesaLipat Kain

SUNGAI KAVP AR :

8.
9.

Sungai Nilo
Sungai Kuala Kerinci

10. Jembatan Sei. Nilo Pkl. Kerirci

Kampar

Kampar
Kampar
Kampar

Kampar

Kampar
Kampar

Pelalawan
Pelalawan
Pelalawan

SUNGAI INDRAGIRI :

1.

Desa Lublkk Ambacang

Kuantan Singingi

2. Desa Banjar Padang-Lubu Jambi Kuantan Singingi
3. Desa Koto GunungKampung Baru Kuantan Singingi
4. Desa Sawah/Pasar Sawah Kuantan Singingi
5. Desa Pauh Pangit Kec. Pangean Kuantan Singingi
6. PasarUsang Baserah Kuantan Singingi
7. Desa Bom AirMolek Indragin Hulu
8. Desa Pasir Ringgit Kec. Lirk Indragiri Hulu
9. Desa Pasir Kemilu/Kota Rengat Indragin Hulu
10. Desa Kuala Cinaku Indragiri Hulu
11. Desa Sungai Gantang Indragiri Hilir
12. Desa Sungai Palas Indragiri Hilir
13. Kota Tembilahan Indragiri Hilir
1]l SUNGAI SIAK :
1. Jembatan PKS Sei. Tapung (PTPN. V) RokanHulu
2. Jembatan Pasar Tandun Rokan Hulu
3. JembatanDesa Pdapahan Kampar
4. Jembatan Siak I Pekanbaru
5. Jembatan Siak | Pekanbaru
6. Pelabuhan Pelta Pantai Pekanbaru
7. Pelabuhan SungaiDuku Pekanbaru
8. Peny eberangan Ferri Perawang Siak
9. 100 Meterdari Outlet PT. IKPP Siak
10. Demaga PT. Pertiwi Prima Siak
11. Demaga PT. Kampari Siak
12. Peny eberangan Ferri Siak Sri Indrapura Siak
13. Jembatan Kota Garo Kampar
14. Jembatan (PKS. BuanaWira Lestari) Kampar
v SUNGAl ROKAN
1. Tangun, Desa Bagun Purba RokanHulu
2. Pasir Pengaraian RokanHulu
3. Dalu-dalu, Desa Talikumain RokanHulu
4. PekanTebih, Kec. Kepenuhan RokanHulu
5. Ujung Batu, Desa Sukadamai Rokan Hulu
6. Pujud Rokan Hilir
7. Desa Siarang-Arang Rokan Hilir
8. Desa Sintong Rokan Hilir
9. Desa Sidinginan Rokan Hilir
10. Kuala Sako Rokan Hilir
11. Sikapas Rokan Hilir
12. Sungai Rangau Rokan Hilir
13. Ujung Tanjung Rokan Hilir
14. Tanjung Melawan, Kec. Tanah Putih Rokan Hilir
15. DesaJumrah. Rokan Hilir

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2005.
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sungai terhadap 4 sungai besar di Propind Riau, yaitu :

Telah menetapkan Keputusan Gubermur tentang Pemuntukan dan Baku Mutu air

e Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Siak: No. Kpts. 12 Tahun 2003,

e Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Kampar: No. Kpts. 23 Tahun 2003,
¢ Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Indragiri : No. Kpts. 24 Tahun 2003,
e Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Rokan : No. Kpts. 06 Tahun 2005.

Tabel 3.7 : Perusahaan yang Masuk Program Penilaian Proper Tahun 2007

NG NAMAPERUSAHAAN KE‘:EI':!I?AN (KAB UII;%?EASIIKOTA)
1. PT. Inecda PKS Indragiri Hulu
2. PT. Indri Plant PKS Indragiri Hulu
3. PT. Kencana Amal Tani PKS Indragiri Hulu
4, PT. Gandaerah Hendana PKS Peldawan
5. PT. Inti Indosawit S Buatan | PKS Peldawan
6. PT. Sarikat Putra PKS Peldawan
7. PT. Ganda Buanindo PKS Kampar
8. PTP. N. V Sei. Garo PKS Kampar
9. PTP. N. V Tandun PKS Kampar
10. PTP. N. V Terantam PKS Kampar
11 PT. Cilandra PKS Kampar
12 PT. Flora Wahana. T PKS Kampar
13. PT. Adimulya Agro Lestari PKS Kampar
14. PT. Tunggd Yunus Estate PKS Kampar
15. PT. Ramajay a Pramukti PKS Kampar
16. PT. Arindo Tri Sejahtera PKS Kampar
17. PT. Kimia Tirta Utama PKS Siak
18. PT. Mutiara Unggul Lestari PKS Siak
19 PTP. N. V Lubuk Daam PKS Siak
20. PT. Citra Riau Sarana PKS Kuantan Singing
21. PT. Mustika Agro Sari PKS Kuantan Singing
22 PT. Bahana Nusa Interindo PKS Rokan Hilir
23. PT. Dama Ungu Guna PKS Rokan Hilir
24. PT. Saim Ivomas P. Kayangan PKS Rokan Hilir
25. PT. Salim Ivomas P. Sei. Dua PKS Rokan Hilir
26. PT. Sinar Perdana Caraka PKS Rokan Hilir
27. PT. Gunung Mas Raya PKS Rokan Hlir
28. PT. Naga Mas PKS Dumai
29. PT. Inti Benua Perkasatama PKS Dumai
30. PT. Sari Dumai Sejati Refinnery Dumai
31. PT. Murini Sam-Sam PKS Bengkalis
32 PT. Pelita Agung PKS Bengkalis

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2007.
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f.

Terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terpadu dengan areal perkebunan,
diwajibkan melakukan dan menerapkan program Land Aplikasi terhadap seluruh

limbah cair yang dihasilkan.

Menumbuh kembangkan Program Water Front Gty di daerah perkotaan/

pemukiman yang berada disepanjang sungai, .

Berdasarkan kegiatan-le giatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangla

meminimasi dampak yang ditimbulkan dai kegiatan-kegiatan yang berada di

sepanjang DAS, hasilnya mash belum ssbagaimana yang diharapkan dan hal ini

dikarenakan adanya beberapa kendala dilapangan, antarma lain yaitu :

a. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan DAS

(Siak Rokan, Kampar, dan Indragiri) sebagai acuan amhan kebijakan
pengelolaan DAS terssbut oleh Pemerintah Propinsi yang terkait terutama

dalam rangla pengelolaan sumberdaya air.

Masih rendahnya keinginan perusahaan menjadikan dokumen AM DAL/UKL-
UPL sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap

proses kegiatan yang dilakukan.

Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat tempatan temutama pada
wilayah DAS dalam menjaga lingkungannya. Masih banyak yang membuang
sampah pada smbarang tempat bahkan adanya yang beranggapan sungai

merupalkan tempat pembuangan sampah terakhir.

Belum adanya kejelasan tentang keserasian penataan ruang di sektar kawasan

DA S yang menyangkut ke wenangan otonomi daerah (kabupaten/kota).
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4. 1. Kondisi Udara

Udara merupakan komponen kehidupan yang sangat pe nting bagi manusia maupun
makhluk hidup lainnya. Tanpa makan dan minum kita masih dapat hidup untuk
beberapa hari tetapi tanpa udara kita hanya dapat hidup untuk beberapa menit saja.
Tidak seperti air yang bisa kita pilih untuk diminum maka sekali udara tercemar kita

tidakdapat memilih udara yang kita hinup.

Udara sebagai sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia setta
makhluk hidup lainnya harus selalu dijaga dan dipelihara keledarian fungsinya
terutama untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusa sera
perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, agar dapat bermanfaat
sebesarbesamya bagi pelestarian fungs lingkungan hidup, kualitas udara pedu
dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara.

Saat ini penurunan kualitas udara ambien sudah menjadi masalah yang
membutuhkan penanganan yang serius mengingat sudah pada tingkat yang dapat
mengganggu kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas udara terjadi karena emisi
dari berbagai sumber yang masuk ke udara ambien melebih daya dukung
lingkungan, sehingga lingkungan tidak mampulagi menetralisasi pencemaran udara

yang terjadi.

Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan mala
kegiatan atau usaha pengendalian pencemaran udara menjadi hal yang penting
untukdilakulan.

Pencemaran udara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebagai masuknya atau dimasukkannya
zat, energi, daii komponen lain ke dalam udarm ambien oleh kegiatan manusia
sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara

ambien tidakdapat memenuhi fungsinya.

Pecemaran udara terlkait juga dengan pemanasan global yang mengakibatkan
terjadi perubahan ikim. Tingginya aKkivitas manusia yang secara langsung dapat
merusak lingkungan, seperti melakukan pembabatan dan pembakaran hutan
membakar bahan bakar fosil untuk kegiatan transportas dan industri menjadi
penyumbang emisi gas CO, yang menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat

atau lebih dikenal dengan pemanasan global.
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Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghaslkan bahan
pencemar (pollutan). Di Propinsi Riau sumber pencemaran udara dapat dilihat dari
sumber legiatan yang menyebabkan terjadi emisi gas buang/hasil pembakaran ke
udara ambien. Berdasarkan sumber yang dominan penyebab terjadinya
pencemaran udara di Propinsi Riau adalah ; kebakaran hutan dan lahan, emisi gas
buang dari sumber tak bemgerk yang meliput sektor indudri, migas dan

tansportasi.

4. 1.1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas pada berbagai
sekior kehidupan, baik pada sektor perekonomian, tangorasi, produksi pertanian,
tingkat kesehatan masyarakat terutama meningkatnya penderita penyakit Inpeksi
Saluran Pemapasan Akut (ISPA) bagi masyarakat terutama bagi anak-anak dan
balita, maupun hubungan kenegaraan/komplen dari negara ftetangga seperti
Singapura dan Malaysia. Kebakaran hutan dan lahan di Propind Riau terutama
dipicu oleh unsur lesengajaan dan kondisi alam terutama pada musm kemarau,
umumnya terjadi pada lahan belas tebangan (HPH/HPHTI), lahan perkebunan,
lahan masyarakat dan lahan gambut.

Gambar 4. 1: Kebakaran Hutan dan Lahan Penyebab Turunnya Kualitas Ud ara

. |
Sumber : Harian Riau Pos, 2007

Pada tingkatlokal terjadi kerusakan elosistem dan sistem hidrologi, seita gangguan
asap terhadap kesehatan dan keamanan serta kenyamanan manusia dan makhluk
hidup lainnya yang berada diareal pembakaran. Sedangkan pada tingkat nasonal
dan regional, kebakaran hutan dan lahan dapat mempengaruhi kelancaran
tansportasi, terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat, berkurangya
keaneka ragaman hayati (biodeversitas), hilangnya karbon yang berada padalahan
gambut srta dapat menimbulkan pencemaran asap lintas batas ke negara tetangga
dan juga bedampak terhadap pemanasan global (global warming) akibat emis gas
karbon monoksida.
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4. 1.2. Emisi Gas Buang DariIndus fri

D Propins Riau terdapat sektor kegiatan industri yang cukup besar dan
beranekaragam, seperti industi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS), Karet,
Indudri pengolahan kayu, industri pulp and paper dan industri makanan. Disamping
itu juga terdapat industri Migas baik di kelolah oleh negara (Pertamina) maupun
pihak swasta seperti Kondur Petrolium SA, PT. Bumi Siak Pusako (BSP), dan
PT. Medco, diperkirakan jumlah industi yang ada di Propins Riau >150 industri dan
ini termasuk emisi pencemar udara dari sumber tidak bergerak Dengan tingginya
tingkat keberadaan industri maka secara langsung akan berpengaruh terhadap
kebutuhan enemi berupa bahan bakar yang lebih besar yang pada akhimya juga
akan menghasilkan pembuangan limbah/zat pencemar lebih banyak berupa emisi

gas buang.

Gambar 4. 2 : Emisi Gas Buang Kegiatan Industri

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007. |

Pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik dalam proses
indudri dan pengolahan limbah padat dengan pembakaran memupakan sumber
pencemar udara yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien. Beberapa
parameter yang menentukan kualitas diantaranya adalah Pariculat Mattre (PM10),
Sulfur Dioksida (SO,), Kambon Monoksida (CO), Ozon (O3) dan Nitrogen Dioksida
(NO.)

4. 1. 3. Emisi Gas Buang Ke ndaraan Bemm otor

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Propinss Riau dari tahun ke tahun
sangat tinggi, baik kendaraan bemotor roda empat maupun kendaraan bermotor
roda dua. Berdasarkan data yang ada di Kota Pekanbaru jumlah kendarman roda
empat pada tahun 2004 sebanyak 52. 752 unit, tahun 2005 sebanyak 81.098 unit
dan diakhir Oktober 2006 meningkat menjadi 103.770 unit. Peningkatan jumlah
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kendaraan bermotor roda empat dari tahun 2004 s/d. 2006 dapat dilihat pada tabel
beri kut.

Tabel 4. 1 : Peningkatan Jumlah Ke ndaraan Berm otor Roda Em pat
di Kota Pekanbaru Tahun2004 s/d. Tahun 2006.

Tahun Jumlah Kendaraan
Desember2004 52.752
Mei 2005 58.741
Desember2005 81.098
Oktober 2006 103,770
2007 -
Sumber : Laporan SLHD Kata Pekanbaru, 2007

Gambar 4. 3 : Kepadatan Lalu Lintas Penyebat Pencemaran Udara

Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor maka mengakibatkan
terjadinya kepadatan serta kemacetan arus lalulintas. Kepadatan dan kemacetan
arus lalulintas terutama didaerah perkotaan juga disbabkan tidak betambah ruas
dan panjang jalan yang ada. Memperhatikan kondisi ini maka kepadatan arus
lalulintas pada beberapa titik akan menyebabkan terjadi pencemaran udara oleh

asap kendaraan bem otor.

4. 2. Faktor Penyebab

Fakior penyebab utama terjadinya penurunan kualitas udara ambien di Propinsi
Riau selama tahun 2007, diantaranya sebagai beri kut :
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a. Terjadinya lebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada beberapa wilayah
kabupaten di wilayah Propinsi Riau yang dipicu oleh tingginya suhu udara dan
lamanya musim keting (kemarau) sehingga menimbulkan kabut asap dari hasl
pembakaran yang selanjutnya tersebar oleh pengaruh kecepatan angin
kesegala arah tanpa melihat batas wilayah adminidrasi sehingga bahkan
sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selanjutnya akibat
kebakaran hutan dan lahan secara langsung merupakan andil dalam faktior
penyebab terjadinya pemanasan global (global warnming) akibat banyakgas CO,
yang dilepaskan ke atmo sfir.

b. Selanjutnya kegiatan yang juga memberikan dampak terhadap terjadinya

pencemaran udara atau penurunan kualitas udara dan menyebabkan terjadinya
pemanasan global adalah pemalkaian bahan menimbulkan Gas Rumah Kaca
seperti CFC (Cloro Floro Carbon) yang banyak dipalkai pada bidang industri, dan
rum ah tangga.

Gamb ar 4. 4 : Usaha Pemadaman Kebakar an

Sumber : Bapedada Kabupaten Peldawan, 2007.

c. Tingginya junlah dan aklivitas berbagai jenis industri dalam menghasil kan
produk tertentu merupakan penyebab terjadinya penurunan kualitas udara
ambien karena tingginya jumlah emisi gas buang dari hasil pembakaran bahan
bakar fosil (pensin, solar, MFO, batu bara, gas, dll). Disamping itu kegiatan
pembuatan bahan kmia (chemical p/lan) pada beberapa jenisindustri (seperti
pulp and papern dan pembakaran limbah padat dari kegiatan industri juga

memberikan kontribusi yang berarti dalam terjadinya penurunan kualitasudara.
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Gambar 4.5 : Kabut Asap Pe nyebab Pe ncemaran Udara

Sumber : Bapedal Propnsi Riau, 2007.

d. Selain kegiatan diatas, kegiatan lain yang juga memberikan lontibusi terjadi
pencemaran udara ambien yang potensial diantara adalah akivitas
penambangan minyak dan gas bumi dimana terjadinya pembakaran gas yang
tidak diinginkan pada Gatering Station (GS) melalui flare, pembakaran gas pada
unit pengolahan minyak bumi di UP Il Dumai dan UP Sungai Pakning milik PT.

Pertamina.

Gambar4.6 : Pembuangan Gas Pada Flare Penyebat Pencemaran Udara

02/22/2005

Sumber : PT. Chevron Pacifik Indonesia, 2005

e. Akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dengan
berbagai jenis dan tipenya yang memadati jalur lalulintas terutama di daerah
perkotaan selain menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas dan tinggi suhu
udara juga akan menyebabkan terjadinya polusi udara sehingga terjadinya

penurunan kualitas udara ambien.
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4. 3. Dampak

Dampak yang ditimbukan akibat terjadinya penurunan kualitas udara adalah
sebagai berikut :

a. Meningkatnya lonsntas Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfir yang diikuti
meningkatnya suhu udara sehingga akan memperbesar timbulnya efek umah

kaca yang saat ini telah menjadi isu dan perhatian international.

b. Terjadinya peningkatan suhu atmosfir/permulkaan bumi sehingga dapat memicu

terjadinya terbalar hutan dan lahan terutama pada lahan gambut.

Gambar 4. 7 : Grafik Perubahan Tem peratur Rata-Rata Tahun 1991 s/d 2005.

Peningkatan suhu rata-rata di PKU sejak 1991-2005

Stirmber : BVIG Rota PeRanBau, ZUU/.

c. Terjadinya hujan asam (add rain) akbat tingginya kandungan bahan pollutan
seperti SO,, NO,, dan PO* di atmosfir sehingga be dampak langsung te rhadap
keberadaan kondisi lingkungan. Dimana dapat terjadi kerusakan pada material
yang terbuat dari logam dengan ferjadinya lorosi (perkaratan) gagalnya hasil

pertanian akibat hujan asam.

d. Terganggu kesehatan masyarakat terutama meningkatnya penyakit Ingpeksi
Saluan Pemapasan Akut (ISPA) akibat meningkatnya kandungan bahan
pollutan seperti debu (dust)di atmosfir.
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Tabel 4.2 : Dampak Bahan Pencemar Utama yang Dihasilkan oleh
Ke ndaraan Bermotor.
Pencemar Sumber Dam pak
co Pembakaran yangtidak | Mengurangi jumlah oksigen dalam darah

(Carbon Monoksida)

sempurna dalam mesin

sehingga :

a. Dalam jumlah kecil mengakibatkan
penurunan refleksi dan gangguan jantung,

b. Dalam jumlah besarmengakibatkan
kematian.

HC
(Hidro Carbon)

Bahan bakar, baik

emisi bahan tak
terbakar maupun

emisi menguap.

Menyebabkan iritasi mata dan k ulit

(bercak kulit), batuk, rasa mengantuk dan
perubahan kode genetik.

Pb
(Plum bum/Tim bal)

Bahan tambahan
pada beberapa jenis
bahan bakar.

Meracuni sistem pembentu-kan sel darah
merah s ehingga mengakibatkan :
Dewasa

Gangguan pembentukan sel darah
merah, anemia, tekanan darah tinggi,
mengurangi fungsi repro-duksi dan gnjal,
Anak-anak

Penurunan kemampuan otak dan
kecerdasan anak, meny ebabkan lost
generation.

N Oy
(Nitrogen Oksida)

Dampak samping dari
pembakaran bersuhu
tinggi, yaitu terjadi
peningkatan nitrogen
dan oksigen.

Menimbulkan gangguan jari-ngan paru-paru,

sehingga :

a. Menimbulkan Irfeksi Saluran Pernaf asan
Akut (ISPA),

b. Memperparah penderita asma.

SO,
(Sulfur Oksida)

Cemaran pada bahan
bakar / hasil
pembakaran yangtidak
sempurna.

Menimbulkan ef ek pada salurannaf as,
sehingga :

a Menimbulkan gejala batuk dan sesak nafas,
b. Memperparah penderita asma.

Partikulat
(PM 1)

Partkel karbon yang
ter-bentuk akibat dari
pem-bakaranyangtidak
sempurna.

4. 4. Pe nanggulangan (Res ponce)

Masuk kedalam sistem pernaf asan sampai ke

bagian paru-paru terdalam sehingga:

a. Menimbulkan Infeksi Saluran Perngasan
Akut (ISPA),

b. Dicurigai bersifa karsinogen.

Untuk mengatasi terjadinya permasalahan penurunan kualitas udara di Propinsi
Riau telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada beberapa tempat di

Propinsi Riau, yaitu : Pekanbaru, Dumai, Duri, Minas, dan Rumbai. Data yang

ditampilkan adalah data primer yang dilakukan oleh Bapedal Propinsi Riau dan

data yang berasal dari hasil pemantauan PT. Chevron Pasifik Indonesia dan
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data hadl pengukuran oleh Bapedalda Kota Pelkanbaru melalui laboatorium Ar
Monitoring Quality System (AQMS).

1) Pekanbaru

Tabel 4. 3 : Kualitas Udara Ambien (dalam ISPU) Kota Pekanbaru Tahun 2007

Kualitas Udara Ambien
No. Bulan 5 Tidak Sangat Tdk Jumlah
Baik Sedang o Seha Berbahaya Hari
1. Jenuarn 31 - - _ - 31
2. Pebrueri 23 4 - - - 27
3. Maret 22 9 - - - 31
4. April 30 - - - - 30
5. Mei 31 - - - - 31
6. Juni 28 2 - - - 30
7. Jui 13 18 - - - 31
8. Agustus 12 16 - - - 28
9. Septe mber 30 - - - - 30
10. Oktober 29 - - - - 29
Jumlah h ari 249 49 0 0 0 298

Sumber : Laboratorium Udara Bapedalda Kota Pekanbaru, 2007.

Dari Tabel datas terlihat bahwa kondisi kualitas udara Kota Pekanbaru di tahun
2007 (Januari 2007 s/d. Oktober 2007) umumnya kualitas udara berada pada
kondisi baik (83,56 % ) yaitu selama 249 hari. Sedangkan kondisi sedang (16,44
%) atau sebanyak49 hari.

2) Rumbai

Dari Tabel berikut terihat bahwa kondisi kualitas udara Rumbai di tahun 2007
(Januari 2007 s/d. Okiober 2007) umumnya kualitas udara berada pada kondisi
baik (54,1%) yaitu selama 99 hari. Sedanglan kondisi sedang (45,9 %) atau
sebanyak 84 hari.

Tabel 4. 4: Kualitas Udara Ambien (dalam ISPU) Rumbai Tahun 2007

Kualitas Udara Ambien
No. Bulan
Baik Sedang ;-:iaalt( Sansq::a':'dk Berbahaya J‘:_ln;l_?h
1. Januari 6 14 - - - 20
2. Pebrueri 7 11 - - - 18
3. Maret 7 14 - - = 2
4. April 15 5 - - o 20
5. Mei 14 8 - - - 2
6. Juni 13 7 - - > 20
7. Jui 8 10 - - - 18
8. Agustus 13 9 - - - 2
9. Septe mber 16 4 - - - 20
10. Oktob er - - - - - 0
Jumlah h ari 99 84 0 0 0 183

Sumber : PT. Chevron Pacik Indonesia, 2007
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3) Minas

Tabel 4. 5: Kualitas Udara Ambien (dalam ISPU) Minas Tahun 2007

Kualitas Udara Ambien

No. Bulan : Tidak [Sangat Tdk Jumlah
Baik |Sedang Sehat Schat Berbahaya Hari
1. Januari 18 2 - - - 20
2. Pebruari 12 7 - - - 19
3. Maret 10 11 - - - 21
4. April 18 1 - - - 19
5. Me i 21 1 - - - 22
6. Juni 18 2 - - - 20
7. | Jui 9 12 - = = 21
8. Agustus 13 9 - - - 22
9. September 16 4 - - - 20
10. | Oktober - - - - - 0
Jumlah hai 135 49 0 0 0 184

Sumber : PT. Chevron Pacifik Indonesia, 2007

Dari Tabel diatas terihat bahwa kondisi kualitas udara Minas di tahun 2007
(Januari 2007 s/d. Oktober 2007 ) umumnya kualitasudara berada pada kondisi
baik (7 3,37%) yaitu selama 135 hari. Sedangkan kondisi sedang (26,63 %) atau
sebanyak 49 hari.

4) Duri

Tabel 4. 6 : Kualitas Udara Ambien (dalam ISPU) Duri Tahun 2007

Kualitas Udara Ambien
No. Bulan . Tidak [Sangat Tdk Jumlah
Baik |Sedang Sehat Sehat Berbahaya Hari
Januari 18 2 = = = 20
2. Pebruari 10 8 - - - 18
3. | Maret 17 7] - - - 21
4. April 18 2 - - - 20
5. Me i 21 1 - - - 22
6. Juni 18 2 - - - 20
7. Juli 18 2 - - - 20
8. Agustus 19 3 - - - 22
9. September 20 - - - - 20
10. | Oktober - - - - - 0
Jumlah hai 159 24 183

Sumber : PT. Chevron Pacifik Indonesia, 2007.

Dari Tabel diatas terihat bahwa kondisi kualitas udara Minas di tahun 2007
(Januari 2007 s/d. Oktiober 2007 ) umumnya kualitasudara berada pada kondisi
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baik (86,88%) yaitu selama 159 hari. Sedangkan kondis sedang (13,11%) atau
sebanyak 24 hari.

5) Dumai

Tabel 4. 7 : Kualitas Udara Ambien (dalam ISPU) Dumai Tahun 2007

Kualitas Udara Ambien
No. Buan . Tidak |Sangat Tdk Jumlah
Baik |Sedang Sehat Szhat Berbahaya Hari
1. Januari 12 2 - - - 14
2. Pebruari 7 11 1 - - 19
3. Maret 9 12 - - - 21
4. April 10 10 - - - 20
5) Me i 15 5 - - - 20
6. Juni 12 8 - - - 20
7. | Jui 17 2 - - - 19
8. Agustus 12 7 - - - 19
9. September 1 - = = =
10. | Oktober - - - - - 0
Jumlah hai 95 57 1 152

Sumber : PT. Chevron Pacifik Indonesia, 2007

Dari Tabel diatas terihat bahwa kondisi kualitas udara Minas di tahun 2007
(Januari 2007 s/d. Okiober 2007) umumnya kualitas udara berada pada kondisi
baik (62,5%) yaitu selama 95 hari. Sedangkan kondis sedang (37,5%) atau
sebanyak 57 hari, dan untuk kondisi tidak se hat (0,66%) atau sebanyak 1 hari.

6) Dumai, Peraw ang dan Pangkalan Kerinci

Tabel 4. 8 : Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Pada Beb erapa Lokasi

Tahun 2007
Lokasi Parameter (ug/Nm?3

SO, NO, o, TSP Pb NH; (opm) | H2S (ppm)
[Dak
ksamana Dunai| 0:0321 | 01231 [ T | 23264 [ 0,299 0,0314 Ttd
- Sudiman 0,012 | 01112 Td | 7,8093| o0,2670 0,3699 Ttd
Jepan  Polresta
Jumai
+SMA 0,0078 | 01731 | Td | 26,1285 | 02303 0,4159 Ttd
)erawng ] ] ’ y y
Yepan Kart
epan rartor 0,0076 | 01171 | T | 9,8090 | 0,2303 0,1637 Ttd

>amat Tualang
‘erawang

’erempatan JIl. A.

‘ani Fkl. Kerinci 6,425 | 02535 - - ) ] -

. Soebrantas

XI|. Kerinci 14,412 | 51,345 | 95,99 | 87,340 - - -

lilai Rujukan
P No. 4111999| 365 150 | 235 230 2 2 0,02

lan Kep.Men.LH
Jo. 50/1996.

Sumber : BapedalPropinsiRiay 2007.
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Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran kualitas udarm ambien untuk
daerah Dumai, Perawang dan Pangkalan Kerinci dari masing-masing lokasi
pengukuran untuk semua parameter (SO, NO,, O, TSP, Pb, NH;, dan H,S)
masih dibawah nilai ryjukan (Baku Mutu ; PP No. 411999 dan Kep.Men.LH
No. 50/1996).

Gambar 4. 8 : Infformasi Data ISP U di Kota Pekanbaru

Sumber: Bapedalda KotaPekanbaru, 2007.

b. Pada tahun 2007, Bapedalda Kota Pekanbaru telah melakukan uji emisi

gas buang terhadap 284 kendaraan roda empat yang terdri dari berbagai
merek, tahun keluaran dan tipe kendaraan. Dari jumlah tersebut, 140

kendaraan lulus uji emisi dan 144 kendaraan tidak lulus emisi.

Tabel 4.9 : Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kofa

Pekanbaru Tahun 2007
Jenis Bahan Jumlah Lulus Uji Tidak Lulus Uji
Bakar Kendaraan TR ” Jumiah ”
(buah) (buah)
Bensin 178 101 56,74 7 43,26
Sdar 106 39 36,79 67 63,21
Jumlah Total 284 140 49,30 144 50,70

Sumber : LaporanKegiatan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bem olor Kota Pekanbaru Tahun
2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bemotor yang
berbahan bakar bensin berjumlah 178 kendaraan dan sisanya kendaraan
berbahan bakar solar yaitu 106 kendaraan. Dari 178 kendaraan bebahan bakar
bensin yang diuji, sebanyak 101 kendaraan atau 56,74 % yang lulus uji emisi
(mmah lingkungan) dan 77 kendaraan atau 43,26 % tidak lulus uji (tidak mmah
lingkungan).
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Sedangkan dai 106 kendaraan bemmotor berbahan bakar slar yang diuji,
terdapat 39 kendaran atau 36,79 % ldus uji emisi (ramah lingkungan) dan
sisanya tidak lulus uji tidak ramah lingkungan), yaitu ssbanyak 67 kendaraan
atau 63,21 %. Dari data uji emisi tersebut memang belum bisa menunjukkan
secarm pasi berapa sebenamya jumlah kendaraan roda empat di Kota
Pekanbaru yang lulus dan yang tidak lulus uji emisi karena uji emisi tersebut
hanya sebagian kedl saja yang bisa dilaksanakan disebabkan oleh
keterbatasan alat dan teknisi uji emis serta oleh pesatnya peningkatan jumlah
kendaraan mda empat sehingga tidak bisa menjaring semua kendaraan roda

empat yang ada di lota Pekanbaru.

Gambar 4. 9 : Pengukuran Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

A

Sumber : Bapedalda Kota Pekanbaru, 2006.

Tabel 4.10 : Data Hasil Uji Emisi Gas Buang Ke ndaraan Bermotor di Kota
Pekanbaru Tahun 2004 - 2006

Waktu Ui Jumlah Kendaraan

yang Diuji Lulus Uji Tidak Lulus Uji
Emisi

Bensin | Solar | Total | Bensin | Solar | Total | Bensin | Solar | Tota

Juni 2004 405 167 | 572 284 78 362 121 89 210

Me 2005 729 233 | 962 604 105 709 125 128 | 253

Des 2005 498 210 | 708 367 139 506 131 71 202

Agt 2006 407 196 | 603 319 114 433 86 76 162

Sumber : LaporanKegiatan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bemotor Kota Pekanbaru Tahun 2006

c. Pada tahun 2006, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hdup (PPLH) Regional
Sumatera dan Bapedal Propinsi Riau dengan menggunakan sumber dana dari
Unhited Nation Development Pmojed (UNDP) telah dilaksanakan survey
identifikasi terhadap bengkel servisperalatan pendingin pada 10 kabupaten/kota
di Propinsi Riau. Adapun tujuan dilaksanakan survey adalah untuk mengetahui

jumlah penggunaan freon dan berapa besar jumlah freon tersebut dibuang
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tidak terkendali e

lingkungan/atmosfir dapat menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon

kelingkungan, dimana pembuangan freon yang
sehingga mengakibatkan sinar ultra violet dapat mencapai bumi yang berakibat
dapat menyebabkan gangguan pada manuda, makhluk hidup lain dan

lingkungan.

Tabel 4. 11 : Identifikasi Kegiatan Usaha Servis Peralatan Pendingin pada
10 Kabuapaten/Kota di Propinsi Riau.

No. Kabup aten/Kota Jumlah Kegiatan Jenis Freon Yang Dip akai
(Unit)

1 Bengkalis 10 R-12 dan R-22

2 | Sik 6 R-12 dan R-22

3 | RokanHulu 4 R-12, R-22danR-134a
4 | Rokan Hilir 6 R-12 dan R-22

5 | Kuanten Singingi 2 R-12, R-22dan R-134a
6 Indragiri Hulu 6 R-12, R-22dan R-134a
7 | Indragiri Hilir 4 R-12, R-22danR-134a
8 | Dumai 3 R-12 dan R-22

9 | Pdalawan 3 R-12 dan R-22

10 | Kampar 5 R-12, R-22dan R-134a

Jumlah 49

Sumber : Bapedd Propinsi Riau, 2006.

d. Untuk mengurangi jumlah emisi gas buang yang dibuang ke atmosfir sekaligus
dalam rangka mensosialisasikan program “Langit Biru”, Bapedal Propinsi Riau
dan Bapedalda Kabupaten/Kota se Propinsi Riau menganjurkan kepada
kegiatan usaha (pemsahaan) untuk melaksanakan daur ulang dan penggunaan
kembali atau pemanfaatan terhadap limbah padat yang dihasl karena masih
memiliki nilai ekonomi dan tidak melakukan pembakaran tethadap limbah padat
tersebut hal ini seiing dengan sosialisas program mekanisme Pembangunan
Bersih (MPB) atau Gean Develop ment Mech anism (CDM).

e. Selanjut dalam usaha meminmalkan terjadi pencemaran udara yang
mengakibatkan penurunan kualitas udara, Pemerintah Propind Rau dan
Pemerintah Kabupaten/Kota telah melalukan berbagai kegiatan baik secara
langaung melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dan pihak terkait lainnya
maupun mealui media massa untuk menganjurkan untuk tidak melakukan
pembakaran dalam mdakukan pembukaan lahan dan melakukan pemasangan
papan larangan membakar pada lokasi-lokasi yang rawan akan terjadinya

kebakaran.
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f. Pada daerah kabupaten/kota rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada
tingkat kecamatan sudah terbentuk kelompokMasyarakat Peduli Api (MPA).

g. Meldui pelaksanaan kegiatan pemantauan kegiatan industri dan kegiatan
program Proper sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara mewajibkan kepada pemilik kegiatan
usaha untuk melakukan pengukuran kualitas udara dar sebanyak 2 (dua) kali
dalam setahun dari sumber emis gas buang yang ada pada masing-masing
kegiatannya.

Gambar4.10 :Pengumnuman Larangan Membakar

Suber: Bapedalda KotaPenbaru, 2007
h. Dalam mengantisipasi terjadi pencemaran udara di beberapa wilayah Propinsi
Riau pemerintah daerah kabupaten/kota telah melakukan pemasangan plat

“Larangan Membakar” pada lokasi-lokas rawan terjadinya kebakaran.
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BAB V
LAHAN DAN HUTAN

Kondisi sumberdaya lahan dan hutan di Propinsi Riau terus berubah (dinamik)
sejalan dengan akiifitas pembangunan. Sumberdaya lahan di Riau telah dikenal
amat kaya dengan berbagai ekosigem dan memiiki potensi yang besar untuk dapat
menyumbang dalam peningkatan e konomi daerah. Bila dikaitkan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Pemeiintah Provinsi Riau yang berupaya
dan folus untuk mengentaskan kemiskinan, lebodahan dan peningkatan
infradrukur, maka dalam mencapai tujuan rencana secara langsung maupun tidak

langaung akan mengekploitasi sumberaya alam (resource ba se).

Dalam laitan ini sumberdaya alam yang berasosiasi dengan lahan alkan terus
dieksploitass yang kadang kadang telah melebihi kapastas fungsdonal
ekosistemnya. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa sumber dayalahan dan hutan
merupalkan kekayaan alam yang sangat besar kontribusinya bagi pembangunan
daerah pemanfaatan yang tidak disertai pengelolaan yang baik akan menyebabkan

sumber daya alam tersebut rusak

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat besar
kontribusnya bagi pembangunan daerah dan mempunyai nilai elologi dalam
keseimbangan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang tidak diserta dengan
pengelolaan yang baikakan menyebabkan sumber daya hutan tersebut akan rusak

Secama permanen.

Terjadinya degradasi hutan disebabkan oleh tingginya ketergangungan hidup
manusia terhadap sumber daya hutan dan lahan. Secara gaiis besar, terjadinya
degradas hutan di propins riau dapat dikelompokkan kedalam dua akifitas, yaitu
aktifitas penebangan hutan untuk pemenuhan kebutuhan akan bahan baku kayu
serta aktifitas pembukaan lahan oleh aktifitas perkebunan dan pertanian, seperti
perkebunan sawit dan karet yang lkebutuhannya sangat tinggi terhadap lahan.
Dampak yang terjadi akibat kegiatan tersebut adalah msaknya ekosistem lahan
dan hutan terutama pada lahan basah dan gambut yang banyaktersebar di wilayah

propinsi riau.
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5. 1. Kondisi Lahan dan Hutan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan sampai dengan tahun
2006 yang berdasarkan padu serasi (SK Gubemur Riau No. Kpts 105.a/111/1998)
antama Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) (SK Menteri Kehutanan No
173/Kpts1/1996 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provind Riau (RT RWP) (Perda
No. 10 tahun 1994) serta penafsiran Citra Landsat 2005, maka luas dan Kondisi
kawasan hutan Provinsi Riau sampai tahun 2006 adalah sebagaimana terlihat pada
gam bar beri kut.

Gambar 5. 1 : Luas dan Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2006

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2006

Pada amhan TGHK (1986) terdapat alokasi ruang untuk pembangunan non
kehutanan sebesar + 45 %, akan tetapi pada arahan RTRWP (1994) alokasi mang
untuk pembangunan non kehutanan sebesar + 52 %. Akan tetapi hasil padu srasi
antam TGHK dan RTRW berdasarkan SK Gubermnur Riau No. Kpts. 105.a/111/1998,
alokasi muang untuk pembangunan non kehutanan sebesar + 48 %. Namun hasl
kajian terakhir dalam RTRWP 2001-2015 alokas tersebut ditingkatkan kembali

menjadi + 52 % atau terjadi peningkatan +4 %.

Akibat dari peningkatan alokasi ruang tersebut, maka alokasi muang untuk
kehutanan berkurang, khususnya untuk alokasi untuk kawasan produksi. Apabila
pada arahan TGHK (1986) terdapat arahan alokas ruang untuk kawasan hutan
produksi sebesar + 41%, malka berdasarkan kajian terakhir dalam RTRWP 2001-
2015 alokasi tersebut diturunkan menjadi + 29 %, atau terjadi penurunan sebesar +
12%. Namun demikan, tidak seluruh alih fungsi kawasan hutan produksi tersebut
diperuntukkan bagi pembangunan non kehutanan saja, akan tetapi + 5%
diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung. Apabila pada arahan TGHK (1986)
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kawasan lindung dialokaskan seluas 1.348.390 ha, maka berdasarkan kajian
terakhir dalam RTWP 2001-2015 alolkasi tersebut meningkat menjadi 1.955.365 ha

atau + 19% dari luas daratan Provinsi Riau.

Dengan mengiluti ketentuan Nasional bahwa luas kawasan hutan minimal untuk
penyangga ke hidupan yang optimal adalah 30% per kawasan Daerah Aliran Sungai
(DAS), maka secara potensial Provinss Riau memiiki ruang kawasan penyangga
kehidupan yang culkup baik, yaitu meliputi + 48% dari luas daratannya, terdii dari
kawasan lindung + 19% dan hutan produksi + 29%. Dengan demikian luasan

kawasan hutan tersebut perlu di pertahankan.

Berdasarkan RTRWP Rau 20012015, luas kawasan hutan yang ingin
dipetahankan dialokasikan kedalam beberapa peruntukan sebagaimana
dipedihatkan pada tabel beri kut.

Tabel 5.1 : Peruntukan Kawasan Hutan Berdasarkan RTRWP Riau 2001 -2015

Peruntukan Luas
Ha [ %

I. Kawasan Lindung
1.1. Kawasan yg memberi perlindung an disekitarnya
Hutan Lindung (HL) 122.573,00 2,53
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 350.470,00 7,24
Hutan Respan Air (RA) 118.729,00 2,45
Hutan Lindung Gambut (LGb) 78.594,5 1,62
Kawas an Perelitian & Pengembangan Gam but 27.059,00 0,56
Pulau kecil dipertahankan sebagai hutan 48724,00 1,01
Jumlah 1.1. 746.149,50 15,42
1.2. Kawasan perlindungan setempat
Jaurhijau penahan intrusi air laut 49.120,00 1,02
Sempadan Pantai 72.693,00 1,50
Sempadan sungai, danau dan mata air 0 0
Jumlah 1.2. 121.813,00 2,52
1.3. Kawasan Suaka Alam
Cagar Alam (CA) 16.720,20 1,02
Suaka Cagar Alam 3.507,60 0,08
Suaka Margasatwa (SM) 459352 80 9,50
Buffer Suska Margasatwa 89.712,80 1.85
Jumlah 1.3. 569.693,40 11,78
14. Kawasan Pelestarian Alam/Hutan Suaka Alam
Taman Nasional (TN) 94.698,00 1,96
Buffer Taman Nasiona 8.932,70 0,18
Taman Nasional Laut (TNL) 0 0
Taman Wisata Alam (TWA) 4.721,60 0,10
Taman Hutan Raky at (THR) 6.172,00 0,13
Hutan Bakau (Bk) 374.916,00 7,75
Pus at Pelatihan Gajah (PLG) 5.605,00 0,12
Hutan Rawa Dipertahankan sebagai Hutan Alam 23.204,00 0,48
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Luas

Peruntukan Ha %
Jumlah 1.4. 518.249,30 10,71
Total Jumlah | 1.955.905, 20 40,43
ll. Cagar Budaya dan Iptek - -
Ill. Kawasan Hutan Produksi
Hutan Produksi Tetap (HP) 2.560.349, 00 52,92
Hutan Kemasy arak atan (HKM) 57.767,00 1,19
Hutan Raky at (HR) 19.432,00 0,40
Hutan produksi Konserv asi-Kes esuaian
Perkebunan/ Tanaman tahunan (HPK-KP-TT) (RS 2,22
Hutan Produksi Konv ersi-Keses uaian Tanaman Lahan
Bas ah (HPK-LB) 73.553,00 1,52
Total Jumlah Il 2.818.615, 00 58,25

Sumber: Master Plan Kehutanan Provinsi Riau, 2005

Selanjutnya, luaslahan rawa gambut di Indonesia diperkrakan 20,6 juta hektar atau
sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2
juta hektar atau 35% nya tedapat di Pulau Sumatera. Lahan rawa gambut ini
merupakan bagian dari sumbemdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pele starian
sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung beragai

kehidupan/keanekarmgaman hayati, dan pengendali iKim.

Luas lahan gambut di propind Riau (termasuk Tanah mineral bergambut) adalah
4.043.602 hektar atau 56,13% dai luas gambut seluruh Sumatera yang terdapat di
12 wilayah lkabupaten. Kandungan karbon selumuh propinsi Riau skitar 16.851,23
juta ton. Luas lahan gambut dan kandungan karbon di propinsi Riau per kabupaten
dapat dilihat pada tabel beri kut.

Tabel 5.2 : Luas Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Propinsi Riau

Luas Gamb ut Kandungan Carbon

No. Kabup aten a % Juta ﬁ %
1. | Bengkalis 856,386 21,18 2.976,93 17,67
2. | Indragiri Hilir 982,524 24.30 3.846,62 22,83
3. | Indragiri Hulu 222,396 5.50 1.184,20 7,03
4. | Rokan Hilir 453,874 11,22 1.683,11 9,29
5. | Rokan Hulu 50,481 1,25 252,95 1,50
6. | Siak 503,669 12,46 2.502,66 14,85
7. | Pdalawan 679,731 16,81 3.394,17 20,14
8. | Duma 159,596 3,95 614,83 3,65
9. | Kampar 119,775 2,96 369,24 2,19
10. | Pekanbaru 5,231 0,13 9,16 0,05
11. | Karimun 8,264 0,20 17,12 0,10
12. | Kepulauan Riau 1672 0,04 0,66 0,00
Jumlah 4.043.602 100 16.851,23 100

Sumber : Diolahdar Wahyunto, Ritung dan Subagyo (2003).
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Penurunan luas kawasan hutan di Propinsi Riau masih akan terus berlanjut
mengingat kebutuhan bahan baku industri olah kayu dari waktu ke waktu akan

terus meningkat, sementarakayu semakin sulit diperoleh.

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sanga rusak karena
kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya
sebagai penahan air, pengenddi erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi
karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan

sebagai : sangatkritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisinormal.

Pada Tahun 2003 luas penutupan lahan bethutan di Propinsi Riau adalah 4 .235,9
juta Ha atau 44,7 %, non hutan seluas 4.432,8 juta Ha atau 46,7 % dan tidak
teramati karena tertutup awan atau tidak tersedia data seluas 998,6 juta ha atau
10,5 %. Penutupan lahan pada kawasan hutan sebesar 9.483,6 juta Ha yang terdiri
dari 4.228,6 Ha juta mash berhutan, 4.264,7 juta Ha merupakan lahan tidak
berhutan (non hutan) dan slebihnya 990,3 juta Ha tidakteamati karena awan dan
tidakada data.

Sedangkan pada Tahun 2005 luas penutupan lahan berhutan adalah 4.013,3 juta
Ha atau 41,4 %, non hutan seluas 5.300,5 juta Ha atau 54,7 % dan tidak teram ati
karena tertutup awan atau tidak tersedia data seluas 382,7 juta Ha atau 3,9 %.
Penutupan lahan pada kawasan hutan sebesar 9.508,8 juta Ha yang terdir dari
4.006,6 Ha juta ha masih berhutan, 5.133,8 juta Ha merupakan lahan tidak be rhutan
(non hutan) dan selebihnya 368,4 juta ha tidak teramati karena awan dan tidak ada

data.

Gambar 5.2 : Diagram Perubahan Penutupan Lahan Provinsi Riau Tahun 2003 dan

Tahun 2005.
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5. 2. Faktor Penyebab (pressure)

Faktor penyebab terjadinya degradasi lahan dan hutan di Propinsi Riau selama
tahun 2007 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Terjadinya konversi hutan danlahan menjadi areal pertanian, perkebunan sawit,
karet, yang kebutuhannya sangat tinggi terhadap lahan, sehingga terjadi

penurunan luas kawasan hutan.

b. Kegiatan pertambangan memupakan salah satu faklor yang menimbulkan

kerusakan atau mendorong terjadinya konversi hutan dan lahan.

c. Seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi baik yang
terjadi kawasan hutan maupun diluar kawasan non hutan, seperti pada areal
perkebunan, HTI, HPH dan Areal Penggunaan Lain (APL) dimana kondisi lahan

yang sering terbakar merupakan lahan gambut.

d. Terjadinya pembulkaan lahan/jperambahan hutan (penebangan ilegal) dalam
skala besar dengan mengatasnamakan masyarakat dan belum dapat ditangani
secara tuntas, dengan kecendrungan meningkatnya arus migrasi penduduk ke
wilayah Riau untuk membulka lahan dalam skala besar dengan dukungan
pemodal yang sulit untuk diidentifikasi.

e. Statuslahan yang tidakjelas, terutama eks pencadangan kebun/HTI/HPH baik
kare na tidak aktif, dicabut/dibatalkan maupun hadis masa konsesinya, sehingga

dimanfaatkan oleh pihak ketiga oleh pembukaan lahan kebun.

f. Hampir seluruh daerah kabupaten/kota di Propind Riau merupakan daerah
rawan kebakaran, yaitu tediri dari 10 kabupaten, 46 kecamatan dan 254 desa
(dari 1498 desa).

g. Berkurangnya luas areal lahan dan hutan juga disbabkan oleh adanya izn
pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non lkehutanan yang diatur oleh
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-11/2006 tanggal 10 Maret
2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sampai tahun 2006,
realisas pinjam palkai kawasan hutan di Propinsi Riau adalah sluas 23.346,65
Ha, vyaitu untuk keperuan : AWR Jalan, jalur pipa Gas, Eksplorasi, jaingan
listrikdan untuk tambang batu bara.
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5. 3. Dampak (Impact)

Adapun dampak dari terjadinya degrasi hutan dan lahan di Propinsi Riau terutama

terhadap kondisi e kosidem dan lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Semakin bertambahnya luas lahan kitis pada masing-masng wilayah

kabupatenkota di propinsi riau.

Tabel 5.3 : Tabel Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten/Kota
Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Riau

KAB/ Kws. LUAS (Ha)

e KOTA | Hutan Bakau Ak llS EEE TeerF;ias (mst;rs\./as JU(NHI;fH
1. |lengkalis | 32.71554 530,43 59.94536 | 144.95060 | 47.79477 285.936,7(
2. | nhil 36.451,15 16.17591 | 17.297,91 31.59333 1.452,09 102.970,39
3. | nhu 0,00 3.05536 9.304,36 59.22220 - 71.581,92
4. | {ampar 0,00 20.100,11 | 28.951,98 | 190.00289 5.614,29 244.669,27
5. Eyar}tan 0,00 21.006,33 - 37.60562 - 58.611,95

yingingi
6. | ’elalavar 344,20 - 2.560,43 112.16918 - 115.073,81
7. | Rohil 6.144,09 10.944,00 | 11824258 | 72.74293 - 208.073,59
8. | ohul 0,00 43.91352 | 28.924,56 75.89559 - 148.733,67
9. | iak 6.729,06 - 34.053,04 | 126.50952 8.472,98 175.764,70

10. | Yumai 6.941,95 - 59.27497 1.03978 4.151,49 71.408,19
11. | >ekanbar 0,00 - - 15.00297 28846 15.231,43

Jumlah 89.32598 | 11572566 | 35855519 | 866.73471 | 67.71408 | 1.498.055,62

Keterangan : HL : Hutan Lindung; HP : Hutan Produksi; Kws : Kawas an.
Sumber : Data Statistk Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2006.

b. Terjadi pengurangan atau bahkan kepunahan tethadap keanekaragaman hayati
terutama flora dan fauna akibat kegiatan perambahan hutan (illegal logging),

dan pembalaran hutan dan lahan.

c. Berkurangnya Iluas dari kawasan lindung dan konsrvasi seperi Taman
Nasional, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Rakyat dan hutan wisata akibat

kegiatan perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk perke bunan.

d. Hlangnya tempat pemijahan jenis dan species satwa tertentu, seperti ikan,
udang dan bermacam jenis burung akbat berkurangnya luas habitanya, seperti

berkurangnya hutan mangrove di kawasan pesisir akibat eksploitasi kayu bakau.

e. Meningkatnya suhu udara akibat terjadinya pembakaran hutan dan lahan seiring
meningkatnya kandungan gas Karbon Dioksida (CO,) di atmo sfir.

f. Terjadinya bencana banjir stiap tahun, akibat rusaknya wilayah Cathment Area

pada wilayah hulu sungai pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (S LHD) Propinsi Rau Tahun 2007 V-7



Bab V. Lahandan Hutan

5. 4. Upaya pe nce gahan dan pe nanggulangan (response)

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya degradasi lahan dan

hutan beberapa kegiatan sudah dilakukan, diantaranya adalah :

a. Melaksanakan kegiatan penghijauan dalam upaya merehabilitasi lahan kritis
meldui kegiatan menanam dalam membangunan konservasi tanah agar dapat
berfungsi sebagai unsur produksi dan sebagai media pengatur tata air yang bai k
serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai
dengan pemntukannya. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh
Pemerintah Riau cukup gencar digalakkan. dimana realisasi rehabilitasi hutan
dan lahan dari tahun 2001 sampai dengan 2007 sebesar 91,601 ha yang tersgji
secama rinci pada gambar beri kut.

Gambar 5.3 : Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Propinsi Riau
tahun 2001 s/d 2007.

Renlisazi Rekabilitaszl Hstan & Lohan di Propins Risu
Tahun #01 =/d 2007

1H
-~ '
s i .

ol 2005 208 'qt

IFLCE

SaFs

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2007.
Dari gambar diatas tedihat bahwa kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan telah
dilaksanakan dari tahun 2001 hingga 2007 berkisar antara 1.526 Ha hingga
30.305 Ha.

b. Melaksanakan kegiatan penghijauan berupa kegiatan pembangunan
hutan/kebun rakyat diamhkan padalahan masyarakat yang telah terdegradasi di
luar kawasan hutan dengan jenis serbaguna (Multi Purpose Trees Species),

buah-buahan dan tanaman penghasil kayu bakarmerupakan tanaman utama.
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Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan ekonomi
masyarakat setempat, produksi hutan rakyat yang ledari dengan tetap
meninglkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki londisi lingkungan. Selama
periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2001 s/d. tahun 2005, kegiatan
pembangunan hutan/kebun rakyat di propinsi Riau dipedihatkan pada tabel
beri kut.

Tabel 5.4 : Penanaman Hutan Rakyat/ Kebun RakyatLima Tahun Terakhir

No. Tahun Luas (Ha)
1. 2001 1.655,00
2. 2002 4.807,00
2 2003 1.345,00
4. 2004 12.147,00
51 2005 651,00

Jumlah 20.605,00

Sumber: Stati st k Kehutanan Indonesia 2005

g. Pembinaan pada masyarakat sektar hutan dengan pemberian solus altenatif
lapangan kerja dan usaha cocok bagi merka dengan memanfaatkan hutan

secara lestari sebagai upaya pokok pemberantasan illegal logging.

h. Pada tahun 2006 telah melakukan rehabilitasi kawasan hutan rakyat dengan

dana reboisasi.

Tabel 5.5 : Pembangunan Hutan RakyatMelalui Kegiatan DAK-DR

No. Kab upate n/Kota Realisasi Per_nbangunan Hutan Rakyat
Jumlah (unit) Luas (Ha)

1 Kuantan Singingi 2 7%

2 Indragin Hulu 0 0

3 Indragirni Hilir 1 125

4 Pelalawan 24 8.594

5 | Siak 2 708

6 Kampar 32 1.607

7 Rokan Hulu 9 465,40

8 Bengkalis 0 0

9 Rokan Hilir 12 867

10 | Dumai 1 52

11 | Pekanbaru 1 60
Jumlah 84 13.272,40

‘Sumber : Dinas Kehutanan I5ropinsi Riau, 2006.
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BAB VI
KEANEKARAGAMAN HAY ATI

Keanekaragaman hayati yang melimpah dan tidak terhitung nilainya merupakan
keunggulan dan modal dasar pembangunan daerah yang harus dijaga keberadaan
dan manfaatnya secara berkesinambuangan. Melihat pada perannya yang sangat
penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup lainya
serta menjaga lkeseimbangan ekosistem lingkungan, maka keane karagaman hayati
dimilikki wajib bagi kta untuk menjaga kelestariannya, berbagai kekayaan
keanekarmgaman hayati yang ada agar tidak terjadi punahan oleh proses

pembangunan yang terus berjalan.

Berbagai kasus lingkungan yang sering terjadi yang berkaitan dengan
keanekarmagaman hayati di Propinsi Riau, menunjukkan bahwa kita belum mampu
menjaga kelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Eksploitasi keanekaragaman
hayati (flora dan fauna), penebangan illegal, konvers kawasan hutan menjadi areal
lain, perbuuan dan perdagangan satwa liar merupalkan bentuk penyebab

terancamnya kean ekaragaman hayati.

6. 1. Kondisi Keanekaragaman Hayati

Propinsi Riau kaya akan leberadaan keanekaragaman hayati baik flora maupun
faunanya, dimana keberadaan tersebut sangat berkaitan dengan jenis ekosstem
yang ada. Setiap ekosistem mempunyai karakteiistik flora dan fauna yang betbeda.
Berdasarkan jenisnya maka ekodstem dapat dibedakan atas ; ekosigem perairan
laut dangkal, ekosistem esturia (muara) ekosistem hutan mangrove, ekosistem
sungai (DAS : Daerah Aliran Sungai), ekosi stem rawa gambut, ekosi stem rawa air

tawardan pantai, dan ekosisten hutan tropis.

6.1.1. Aora

Tingginya tingkat keragaman flora di Propinsi Riau berdasarkan ekosistemnya,
maka dapat dibedakan dalam 5 (lima)jenis, yaitu :

1) Fora Air

Hora air adalah tumbuhan yang hidup di dalam ekosistem perairan dan
sebagian atau =luruh tubuhnya terendam di dalam air, yang dapat dibedakan
berdasarkan ukuran yaitu makro dan mikro. Tumbuhan air makro antara lain

rum put laut (seaweed/alga) dan lamun (seagrass). Sedangkan tumbuhan miko
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2)

3)

adalah fitoplankton. Perairan pesisr di Propinsi Riau merupakan p erairan payau
yang memiliki perairan relatif subur. Namun fakior pembatas kekeruhan dan
daya tembus cahaya di dalam air menyebabkan kelimpahan flora laut tidak

terlalu tinggi.

Hora air yang hidup di perairan pesisir hanya fitoplankon, sedangkan rum put

laut dan lamun tidakditem ui kare na ketidaksesuaian habitat.
Flora Hutan Hujan Tropis

Pada umumnya, vegetas di ekosidem hutan hujan tropis di Propinsi Riau
didominasi oleh jenis-jenis pohon, sepetti meranti (Shorea sp), meranti putih
(Shorea polyandra), terentang (Canpnospermae sp) kempas (Koonpasa
malaccensis), mahang (Macaranga pruincsa), kelat (Eugenia sp), malas
(Parastemon umphyllus), mersawa (Anisoptera costata), tengkawang (Shorea
sp), keming (Dipterocarpus sp), balam (Palaquium semaram). Seminai
(Madhuca crasipes), cempedak (Arocarpus integer), durian burung (Duro
caninatus), jelutung (Dyera costulata) kulim (Scoodocarpus boomensis) dan
arang-arang (Diospyrus sp). Pada hutan hujan tropis juga ditemukan beberapa
vegetasi tumbuhan bawah, seperti tek (Cyperus rotundus), putri malu (Mino sa
pudica), Kirinyuh (Euphatorium sp), alang-alang (/npemta cylindrica), Sidaguri
(Sida rhombifolia), giiintiang (Cynodon  dactilon), lkacang-kacangan

(Colopogonium sp), saniak (Cyperus procerus), keladi hias (caladium bicolor).

Flora Hutan Rawa Air Tawar dan Rawa Gambut

Fora jenis ini, didominas oleh jenisjenis seperi meranti (Shorea), ramin
(Gonystilus bancanus), suntai (Palaquium sp), punak (Tetramerista glabara),
terentang (Canpnosperma auriculatum), kempas (Koompasia nmalaccensis),
mahang (Macaranga pruinosa), Kelat (Eugenia sp), malas (Pamstemon

urophyllus).

Sedangkan vegetas semak dan epifit yang ditemukan adalah srih hutan (Piper
aduncum), paku resam (Gleichenia linearis) awar-awar (Fcus septica), piyai
(Acrosticum aureum), paku cecerenean (Nephmwlepis exaltata), rumput jarum
(Heteropogon contortus), harendong (Melastoma malabathricu m), rumput sanet
(Eupatorium odoratum), keladi hias (Caladium bicolor), jali (Coix lacrina-Jobi),
brajawengi (Mikana scandens), puding (Codiaeum variegatum), berbagai jenis
anggrek, paku sarang burung (Aspleniumnidus), paku tanduk rusa (Platycerium

sp).
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4)

5)

Flora Hutan Pantai

Umumnya flora hutan pantai terdin atas vegetasi kelapa (Cocos nucifera), nipah
(Nypa frutican), bartingtonia, karet kebo (Fcus elaticus), jengkol (Pithecellobium
jinnga), nibung (Oncosperma filanentosum), pandan merah (Pandanus
helicapus), pinang hijau (Areca catehu), pinang merah (Gronophyllum

microcarpu m).

Selain itu, juga ditemukan jenisjenis bintaro (Camera nanghas), ketapang
(Terminalia cattapa), pandan (Pandanus tedorius), waru lot (Thespesia
populnea). Sedangkan jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan adalah Acroticum

aureum, daun kacang (jpo noea pescaprae).

Keberadaan vegetasi yang mendominasi pada tipe ekosistem hutan mwa dan
hutan pantai menunjukkan bahwa hutan pantai dan hutan rawa tersebut rusak
atau mengalami degradasi. Salah satu ciri yang paling khas adalah banyaknya
vegetasi Cocos nudifera, tidakadanya vegetasi ketapang (Terminalia cattapa),
dan nibung (Oncosperma sp) yang mempakan cii khas hutan pantai. Juga
hilangnyal/jarangnya vegetasi ramin (Gonystylus bancanus) menunjukkan bahwa
hutan rawa sudah mengalami degradasi. Ciri lain yang menunjukkan kerusakan
hutan pantai dan rawa adalah adanya invasi rumput rawa (Paspalum sp). Juga
munculnya hutan skunder seperti hutan Melaluca, hutan Macamanga, hutan
Ploirium altemifolium hutan Canpnospermae coriaceum dengan jenisjenis
pionir seperti Alstonia sp., Cratoxylon cochinchinense, Sclerna sp., dan

Stenochlaena palustris.

Flora Hutan Mangrove

Hutan ini tedapat di daerah dataran rendah pada ketinggian 0 — 100 m di atas
permukaan laut. Kawasan hutan mangrove ini mash dipengaruhi oleh
gelombang pasang dengan tinggi pemukaan air 1 — 1.5 m, sdangkan pada
waktu surut permulaan air rata-rata dapat mencapai 0.5 — 0.75 m, jenisjenis
vegetasi yang masih ditemukan di hutan mangrove adalah bakau (Rhizophora
apiculata dan Rhizophora nuconata), tumu (Bruguiera gynmorhiza), lenggadai
(Bruguiera sexangula), nyitih batu (Xylocamus mollucencis) samin (Lumnitzera
littorea), mange kashian (Aegiceras floridum). Sedangkan jenisjenis tumbuhan
bawah yang ditemukan adalah paku laut (Acostichum aureum), jeruju

(Acanthus ilifolius).
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6. 1.2. Fauna

Berdasarkan kebermadaan fauna yang ditemukan di Propinsi Riau berasarkan

ekosistemnya dan dai pengelompokan jenisnya dapat dikasifikasikan sebagai
beri kut :

1)

2)

3)

Zooplanton

Kelimpahan zooplanton banyak dipengamhi kondis air, seperti kekemuhan air
yang relatif tinggi. Rendahnya keragaman jenis zooplanton disebabkan oleh
adanya jenis zooplanton yang agak menonjol, seperti jenis Tintinnoppsis dari
kelompok dinoflagelata dan ciliata. Jenis ini sering berlimpah pada peraian yang
agak keruh dan banyakmengandung zat organik

Be ntos

D perairan pedsir Propinss Riau bentos yang umum ditemukan antara lain
capitella sp., Glysera sp., Nephtys spLumbrineris sp., dan golongan Crustacea.
Kelompok cacing (Polychaeta) merupakan jenis benthos yang dominan.
Sedangkan jenisominia yang menyulkai subdrat lunak dan subur mendominasi

di perairan habitat pohon bakau.

Kondisi kepadatan dan keragaman benthos menunjukan kesuburan dasar
perairan cukup baik dan belum ada indikasi pencemaran yang berarti. Beberapa
kelompok benthos yang mempunyai nilai prospek yang baik untuk
pengembangan pemanfaatan antara lain kerang darah (Anadara Granosa),
kerang tiram daging (Oyster), kepiting bakau, udang, serta beberapa jenis

moluska lainnya.

Larva

Perairan Propinsi Riau mempunyai beberapa tipe ekosistem yang baik bagi
kehidupan biota larva, diantaranya ekosistem balkau (mangrove), peraiaran
dangkal, muara, dan sungai. Ekodstem-ekodstem ini merupakan habitat
penting bagi kelangsungan hidup betagai biota, diantaranya sebagai tempat
pemiahan (Spawning ground) dan tempat pembesaran larva (nursery ground).
Ekosistem bakau merupakan Ekosistem pesisir yang paling utama yang
terbentang hampir disepanjang pantai. Dengan demikian, potensi larva di. Jenis
larva yang ditemui terdiri dari kelompok udang-udangan (crustacea), ikan

(pisces), cadng (polychaeta), ophiroidea, Chatogntha, dan kerang (Bivalvia).
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4)

5)

6)

Mamalia

Jenismamalia yang ditemui di kawasan hutan di Propinsi Riau adalah berang-
berang (Lutra perspicillata), kera (Macacus cynomolgus), monyet ekor panjang
(Macaca fascicularns), kancil (Trugulus napu), kucing balkau (felis vevernina),
kucing hutan (Felis bilangensis), musang (Paradoxurus hermaphroditus),
siamang (Hylobate s syndadylus), welisang (cynogale bennetti), babi hutan (Sus
barbatus), bajing (Callociurus notatus), harimau sumatera (Panthera tigns
sumatraensis), linsang (Prionodon linsang), musang air (/utra sp.), lutung
(Presbytis cristata), kalong (Pterpus vampyrus), beruang madu (Helarctus
malaynus), ikus (Hapalomys sp.), lutung bangat (Presb ytis ho sel), lutung sm pai

(presb ytis melalophos), dan gajah sumatera (Elephas Maxinu s).

Am phibi dan Reptillia

Spedes amphibi dan reptil yang tempadap di Propinsi Riau diantara adalah
biawak (Vamanus Salvato), Buaya (Crocodylus biporatus), Katak Hijau (Rana
Candaivora), Bulus (Chitra indica), Ular bakau ( Tri mere curus pupu re maculatus),
Uar Sanca (Aerochordus granulus), Ullar Sawah (Phyton reticulatus), kadal
(Mabuya multifasciata), Ular dncin emas (Boiga dendrophila), Ular (Cherberus

rhynchops) dan Ular Daun (Bungarus laticep).

Burung (Aves)

SpesesBurung yang terdapat di Propind Riau antara lain ; Bangau Putih (lbis
cinereus), Bangau tongtong (Leptotilus javanicus), Bubut (Centropus
Belangensis), Elang Bondol (Hliatur hdus), Elang laut (/ctinateus malayensis),
Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster), Burung layang-layang (Hirundo
Rustica), Enggang (Buceros rhinoceros), Gagak (Carvus Enca), Kowak merah
(Mticorax calendonicus), Kutilang (Pycnonotus aurigaster), kuntul kecil (Agrefta
garzeta), Raja udang (Halcyow clhoris), pipit (Lonchura chlonis), Tekukur ( Turtur
Tigrinus), Wilwo ( Mycteria cineria), Cangak sumatra (Ardea surmatmana), Cangak
Abu (Ardea cineria) Cangak memah (Ardea Pumpurea), kokoan laut (Butorides
sniatus), Kokokan (Ixobrychus sinensis), Alap-alap (Pandion Haliateus), Camar
Kecil (Stema albuifoms), Camar (stema Hirundo), Cerucuk (Pycnonotus

sinplex).
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7) Nekton (kan)

Nekton atau ikan adalah biota perairan yang mempunyai kemampuan gerak
yang lebih bebas dibandingkan plankion dan benthos sehingga dengan
demikian nekton lebih |duasa berpindah bila habitat hidupnya terganggu.
Pergerakan ikan di sesuaikan dengan lebutuhan hidup, baik untuk mencari
makanan atau kefaalan tubuh. Meski demikian akan berakibat fatal bila habitat
yang khas untuk hidup mereka terganggu. |kan akan cendemung mencari daerah
yang subur dengan makanan phytoplankon dan zooplankion. Selain itu akan

cenderung mencari daerah yang cocokdengan kefaalan tubuhnya.

Beberapa jenis ikan yang terdapat di wilayah studi antara lain ; Juaro
(Pangasius. sp), Gabus (Ophiochephalus sp.), Patin (Pangasius sp.), sepat
(fichogaster sp.), Betok (Anabas sp), Betutu (Oxyceotris marnorata), Lais

(Kriptoterus sp.), Seluang (Rasbera sp.).

Kondisi keanekaragaman hayati di Propinss Rau dari wakiu ke wakiu terus
mengalami kemerosotan dan mengkawatirkan akibat ketidak pedulian bemagai
unsur pelaku pembangunan, kondis politik pemerintah daerah yang semakn
menguat sejak era otonomi daerah diberlakukan, tidak mempeiaik kneja
pengelolaan keanekaragaman hayati, bahkan laju kemerotan kian cepat akibat
lemahnya pemahaman, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap

keledarian keane karagaman hayati.

Kepunahan jenis keanekaragaman hayati sebenarnya suatu perisiwa yang alami.
Pemanfaatan yang berlebihan oleh manusia seringkali mempercepat proses
kepunahan hayati tersebut, sepetti di hutan hujan tropis umumnya adalah karena
rusa knya habitat, fragmentasi habitat, penggunaan secara berlebihan dan introd uksi

spesies eksoti k.

Tuntutan pembangunan dan lemahnya lapasitas pemerintah daerah serta
melemahnya kendali pemerintah pusat yang mewamai euforia reformasi telah
menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam beroientasi pada kepentingan
jangka pendek tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan, sehingga
menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati pada tingkat yang dapat

mengancam kebe rlanjutan pembangunan wilayah.

Perusakan habitat alami maupun lonversi habitat alami menjadi areal hutan
tanaman industri, areal perkebunan, pertanian, pemukman, areal pertambangan

dan lainnya telah memberikan andil yang besar bagi berkurangnya dan bahkan
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terjadinya kepunahan lkeanekaragaman hayati. Selanjutnya, kebakaran hutan dan

lahan juga akan memberikan andil yang cukup besar dalam kerusakan ekosi stem.

6. 2. Faktor Penyebab

Faktor penyebab terjadi degradas keanekaragaman hayati di Propins Riau dapat

disebablkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a.

Terjadinya kerusakan hutan, tak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi
telah merambah ke berbagai kawasan konservasi, seperti cagar alam, suala

marga satwa, taman nasonal dan taman wisata alam.

Terjadinya kemerosotan dan penyusutan keanekaragaman hayati di pesisir laut
di Propins Riau disebabkan oleh terjadinya konvers habitat alami pesidr
menjadi bebagai peruntukan dan oleh pengerukan dan pengurasan kekayaan
alam hayati dan non hayati yang langsung merusak habitat alami. Habitat alami

yang di konversi seperti hutan mangrove, dstem estuiia dan sungai.

Fragmentasi habitat dapat menyebabkan species-spedes yang tersisa punah
dengan cepat karena terciptanya penghalang bagi prosssproses penyebaran,
kolonisas dan penjelajahan. Fragmentas ini akan memperkedl dan membagi
populasi yang tersebar luas menjadi sub populasi yang tersebar pada areal
terbatas, sehingga rentan terhadap tekanan dlang dalam (inbreeding
depression), persilangan genetik (genetif drft), dan kepunahan species akibat
populasi yang kecil. Fragmentas habitat juga mendorong timbulnya lonflik
manusia dengan satwa liar sepetti harimau dan gajah dimana pada akhirnya
akan menyebabkan terjadi pengurangan populas gajah dan harimau akibat

dibunuhnya populas satwa tersbut.

Terjadinya perburuan dan pemagangan ilegal flora dan fauna. Perdagangan
satwa liar menjadi ancaman yang serius dalam keledarian satwa liar. Perburuan
yang bedebihan akan mengubah kepadatan populasi, distribus dan demografi

hidupan satwa liar.

Tingginya aKivitas atau kegiatan pada daerah hulu terutama pada Daerah Aliran
Sungai (DAS), seperti industii, perkebunan, pertambangan, pemukiman seita
domestik yang mengakbatkan terjadi degradasi kualitas lingkungan terutama
perairan akbat pembuangan limbah ke media lingkungan sehingga

menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan ftidak sesuai
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dengan peruntukkannya yang secara langsung juga mempergaruh terhadap

berbagai jenis populasi flora maupun fauna di perairan.

f. Terjadi kegiatan over fishing baik pada perairan sungai maupun laut di wilayah
Riau dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan), jaring pukat harimau
(frawl) maupun pemakaian bahan kimia tertentu seperti Potasium, hal ini dapat
mengakibat berkurangnya atau bahkan punahnya biota air termasuk rusak dan

musnahnya trumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi biota.

g. Kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi, mengakibatkan

musnahnya keane karaman hayati yang tidak temilai, baik flora maupun fauna.

h. Altivitas konvers hutan menjadi areal perkebunan, HT |, dan pemukman secara
jelas ini merupakan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya tekanan dan
penghilangan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati, dmana terjadinya
pola penanaman monokultur sepetti kelapa sawitdan akasia. Akbat lanjutannya
adalah fterjadinya pengusuran tethadap keberadaan satwa tertentu baik dari
species bamung (Aves), Reptil, Mamalia, dissmping terjadinya terjadinya

pemusnahan jenis hewan tertentu be gitu juga keberadaan jenistumbuhan.

i. Fakior kemiskinan masyarakat tempatan dapat memicu terjadi degradasi
keanekaragaman hayati dengan mengeksploitads sumberdaya alam yang ada
tanpa memikirkan dampakyang akan ditimbulkan, dan ke serakahan dari pemilik
modal yang memperalat masyarakat mengeksploitasi sumberdaya alam untuk

memperoleh keuntungan yang besar.

j. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam menjaga sumberdaya

alam yang dimiliki.

6. 3. Dampak

Dengan banyaknya fakior penyebab terjadinya degradasi keanekaragaman hayati
maka tidak dapat dipungkiri terjadinya dampak terhadap keberadaan
keanekaragaman hayati dan ekosstem lingkungan. Adapun dampak yang dapat

terjadi antaralain adalah :

a. Terjadinya kemerosotan dan penyusutan elosistem darat (hutan dan lahan),
sungai dan laut serta pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun).
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b. Terjadinya pencemaran perairan pesisir yang menyebabkan kematian terumbu

karang, dan biota laut.

c. Hlangnya ribuan jenisdan species fauna dan flora akibat kebakaran hutan dan

lahan yang tidakterkendali dan sangat sulit untukpemulihannya.

d. Tingginya tingkat pencemaran pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Propinsi
Riau (Siak, Indragiii, Rokan dan Kampar) akbat kegiatan industri, perkebunan
dan domestik terutama pemakaian pupuk dan pestisda seta pembuangan
limbah hasil legiatan ke media lingkungan seperti badan air sehingga
berdampak terhadap leberadaan biota perairan sungai, seperti menurunnya
jumlah gpedes biota di sungai Siak, dan sangat ailitnya ditemukannya ikan
terubuk danikan arwana.

e. Hlangnya jenis tanaman tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan seperti tanaman untuk obat-obatan akibat perambahan hutan dan
ilegal loging.

f. Rusaknya kawasan hutan terutama hutan lindung dan kawasan suaka marga
satwa atau cagar alam yang berfungds sbagai laboratorium alan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan atau riset, serta sebagai paru-paru dunia
karena hutan dapat menyerap gas emisi yang menyebablkan panas pada

atm osfir seperti gas karbon dioksida dan melepaskan gas oksigen.

6. 4. Upaya Penanggulangan

Memperhatikan banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi
keberadaan keanekaragaman hayati di Propinsi Riau yang menyebabkan berkurang
dan hilangnya beberapa jenis dan species dari flora dan fauna, maka pedu
dilakukan langkah4angkah penanggulangan dan kebijakan untuk melindungi
keberadaan keanelkaragaman hayati yang, adapun langlkah4angkah yang telah
dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Balai Besar Konservas Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Riau dalam
rangka melindungi satwa liar terhadap kegiatan perburuan dan pengeksploitasi
yang tidak terkendali telah menetaplan beberapa jenis satwa liar yang harus

dilindungi, yaitu untuk jenis satwa . mamalia, aves reptil dan pisces.
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Tabel 6. 1. Daftar Satwa Liar Yang Dilindungi di Propinsi Riau

No. Jenis Satwa Nama Satwa Liar

1. Mamalia Gajah, Badak Sumatera Harimau Sumatera, Duung,
Harimau Dahan, Kucing Hutan, Beruang Madu, Landak,
Orang utan, Trengiling, Rusa, Kukang, Lutung Macan,
Tutul, Siamang, Tapir, Kambing Sumatera, Kancil.

2. | Aves Burung Enggang, Kuntul putih, Raja Udang, Falconidae,
Elang Laut, Kuau, Bangau Putih, Itk Air, Burung Alap-
alap, Burung Pengisap Madu, Burung Madu.

3. Reptil Tuntong, Pery u Hijau Buaya Muara, Seny ulong.

4 Pisces lkan Arwana.

Sumber : BBKSDA PropinsiRiau, 2007

b. Dalam usaha menjaga keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam berupa

flora dan fauna, Balai

Besar Konsrvasi Sumber Daya Alam juga telah

menetapkan wilayah konservasi sumberdaya alam yang berdokasi pada

beberapa kabupaten/kota di Propinsi Riau.

Tabel 6.2 : Kawasan Konservasi Sum berdaya Alam (KSA) di Propinsi Riau
Nama Lokas Tipe Permasalahan Kavasan
KSA Administrasi Ekosistem

SM. Kab. Juan rawa| Sunga didalamkawasan digunakan sebagaljalur

Kerunutan | Pelalawan, jambut, hutan| transportas danpenangkapanikan

, 120000 | Indragiri ‘awa air tawar,| Pencurian kayutebang banijir.

Ha. Hulu, dan wutan belukar

Indragiri Hilir.

SM.FPusd [ Kab.Bengkall | fuan Hujan|  Perambahan dan pembukaanlahan sawt dalam

Latihan 5 JaratanRendah kawasan.

Gajah D uri, Kawasan belum dikukuhkan/ditetap

5.873 Ha.

SM. Task Kab. duan Hujan| Pencurian kayu dalam kawasan olen masyamkat

Besar — Pelalawan. [ropis dataran| sedempat.

Tasik 'endah dengan| Saranadan prasarana pengamanan kawasan

Metzs, ype ekosistem| masihterbatas.

3.200Ha. Rawal Gambut Kawasan belum ditata batas.

SM. Task | Kab. Huan hujan| Pencurian kayu dalan kawasan oleh masyarakat

Belat, Bengkalis ropis  daratan| seempat.

2.529Ha. ‘endah Sarana dan prasarana pengamanan kawasan
masihterbatas.

SM. Giam | Kab: Huan hupn [ Pemukiman dalam kawasan (Pemukiman sudah

Siak Kecil, | Bengkalis tropis damtan| ada sebelum SK. Penunjukankawasan.

50.000Ha. rendah Pembalakan liar
Kawasan belum temu gelang.

SM. Task Kab. Huan fujan Pencurian kayu dalam kawasan olen m asy amlakat

Serkap/Ta | Pelalawan dataranrendah sdempat.

sik Sarang dengantipe Saranadan prasarana pengamanan kawas an

Burung, ekosistem rawa masihterbatas.

6.900 Ha. gambut Kawasan belum ditata batas.

SM. Danau | Rab. Siak Huan rawa Pemalakanliar.

Pulau gambut

Besar,

28.237,95

Ha.

SM. Balai Kab. Huan hujan Perambahan/pembukaan kebun sawit dalam

Raja, Bengkalis dataranrendah kawasan.

18.000Ha Adanya tumparg tindih penggunaan kawasan
dengan PT. Kojo + 21 Hauntk restoran,
perbengkelan dan penginapanyangteleh
mendapat HGB.
Tata batas belum gelang.
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Nama Lokas Tipe Permasalahan Kavasan
KSA Ad ministrasi Ekosistem
SM. BUKT Rab. Huan fujan Pembalakan liar
Batu, Bengkalis dataranrendah | Saranadan prasarana pengamanan kawasan
21.500Ha. dengantipe masihterbatas.
ekosistem
hutan awa
gambuit.
SM. BUKT Kab. Kampar | Huan fujan Pemukman (sudah ada sebelun SK. Penunjukan
Rimbang, dan Kab. datarantinggi kawasan).
136.000 Kuartan Perambahan dan pembalakan liar.
Ha. Singingi Saran dan prasarana pengamanankawasan
masihterbatas.
SM. TasK | Kab: Huan fujan Pencurian kaya dalam kawasan oleh masy arakat
Tanjung Bengkalis dataranrendah | Sarandanprasaranapengamanankawasan
Padang, dan hutan rawa | masihterbatas.
4.925Ha. gambut.

[ CA BUKT Kab. Kampar | Huan fmujan Pencurian kay a dalam kawasan oleh masyaakat.
Bungkuk, dataran tinggi Saranadan prasarana pengamanan kawas an
20.000Ha. masihterbatas.

Kawasan belum dikukuhkan/ditetap
CA. Pulau | Kab. Rokan Huan Pencurian kaya dalam kawasan oleh masyamkat.
Berkey, Hilir Mangrove Saranadan prasarana pengamanan kawas an
559,60 Ha. masihterbatas.

Kawasan belum dikukuhkan/ditetap
HWV. Kota Dumai Huan fujan Perambahan kawasan oleh mesy arakaat.
Sungai tropis dataran Saranadan prasarana pengamanan kawasan
D umai, rendah. masihterbatas.
4.712,50
Ha.

Sumber : BBKSDA Propinsi Riau, 2007.

c. Dalam menanggulangi gangguan satwa liar seperti gajah telah dilakukan

penangkapan dan relokasi gajah liar dari lokasi penangkapan kelokasi
pemindahan dengan tujuan tidak terjadinya pembunuhan terhadap satwa
tersebut.

d. Pemerintah Propins Rau dengan instansi vetikal terkait dalam melindungi
keberadaan satwa liar sepetti gajah telah menyiapkan lokasi baru untuk
pemindahan, sepetti ; Taman Nasional Bukt Tigapuluh, Suaka margasatwa
(SM) Bukit Rimbang Baling, Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga, Taman
Nasional Tesso Nillodan SM. Giam Siak Kecil.

e. Pemerintah Propinss Rau dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga
keledarian ekodstem lingkungan yang merupakan habitat bagi keanekargaman
hayati (flora dan fauna) telah membuat perangkat hukum baik dalam bentuk
Peraturan Daerah dan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga
kualitas lingkungan.

f. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dalam kegiatannya
berpotensi akan menyebabkan tefjadinya degras kualitas lingkungan sehingga

kualitas lingkungan dapat terjadi sesuai dengan jenis dan peruntukkanya.
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BAB Vi
PESISIR DAN LAUT

Secara umum londisi fisiografi daratan di wilayah pesisr Propinsi Riau merupakan
asosiasi daratan rendah dengan tipologi pantai berlumpurberpasir dengan lereng
yang landai dan didominasi oleh vegetasi khas pesisir seperti bakau, nipah dan
tanaman pantai lainnya. Terkecuali pada wilayah pesidr tertentu, wilayah ini
merupalan daerah sedimentas, terutama karena banyakiya sungai yang be rmuara
dan membawa pasokan sedimentasi. Kondisi pantai timur pilau Sumatera terbentuk
oleh proe s endapan sedimentasi sehingga menghaslkan penambahan garis pantai
kearah laut. Proses erosi/abrasi yang terjadi pada pantai-pantai di daerah ini

umumnya bersifat lokal dan diakibatkan oleh dinamika gerak airlokal.

Pantai Propinsi Riau membentang daii Barat Laut ke Tenggara dengan garis pantai
berbelok-belok dan bemupa lekukan anak-anak sungai. Seperti halnya pantai timur
Sumatera, scara umum pantai riau mempunyai lereng yang landai dengan
kedalam perairan antara 0 - 20 meter sampai dengan lebih dari 25 meter di selat
Malaka.

Kedalaman berbagai selat dan muara sungai bervariasi antara 1 — 25 meter. Bagian
terdalam terdapat ditengah selat yang merupakan alur pelayaran seperti pada selat
Rupat bagian tenggara yang menghubungkan pelabuhan Dumai dengan Selat
Malaka. Kedalaman di selat Bengkalis sama dengan bagian tenggara selat Rupat
yaitu bervaiasi antara 1 — 25 meter. Akan tetapi, dasar slat Panjang yang
merupalkan lanjutan Selat Bengkalis ke tenggara mempunyai kedalaman yang lebih
dangkal yaitu bervaras antaral —20 meter. Kedalaman perairan di bagian tenggara
memperlihatkan gradas yang lebih landai terutama di sektar muara sungai dan
selat yang relatif smpit diantara pulau-pulau kedl, dengan varias kedalaman

antara 5 — 10 meter.

Berkaitan dengan dasar perairanan yang dangkal disektar pantai, kedalaman
bertambah dalam smakin kearah laut yang merupakan perairan Selat Malaka.
Pada bagian tetentu kedalaman bertambah dengan cepat sampai lebih 25 meter
seperti bagian utara Selat Berhala, tetapi pada bagian selatan kedalaman hanya

bertambah sampai dengan 20 meter.

Unmumnya wilayah pesisir Propins Riau merupakan daerah perairan dengan

sub strat lumpurdan merupakan tempat bermuaranya 4 (empat) sungai be sar yaitu;
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sungai Siak, Kampar, Indragiri dan Rokan. Kondisi diatas menyebabkan perairan ini
memiliki tingkat sedimentas yang tinggi akbat penumpulkan sedimentas dari sungai
dan aluvial laut. Daratan pantai mempunyai relief halus dengan lereng kurang dari

5%, shingga sebagian merupakan daerah genangan pasang surut.

Pesisr Riau daratan yang garis pantainya mencapai 1.800 mil, pinggirannya
didominasi oleh daratan lumpur yang relatif lebar. Darmatan lumpur ini akan
tersingkap pada saat aurut dan dapat dilihat hingga mencapai 10 km dari pinggir
laut ke arah darat. Damatan ini walau tidak ditumbuhi vegetasi tetapi mengandung
sumberdaya organiane dasar seperti kerang-kerangan. Penyebaran daratan lum pur
di Riau adalah sebagai berikut : pesisir utara Sumatera/Rokan Hilir, Bagan Siapi-
Api, Telaga Tagonang, Tanjung Mamal, Pulau Bengkalis, Kateman, Pulau Burung,
Mendo, Merbau, Pulau Bakung, Pulau AirTawar dan Pulau Kijang.

4. 1. Kondisi Pesisir dan Laut

Ekosistem wilayah pesdsir dan laut di Propinss Riau adalah elosistem lahan rawa
gambut dan kawasan mangrove yang berada di wilayah pesisir. Pada umumnya
lahan rawa gambut didominasi oleh hutan rawa gambut Sedangkan kawasan
mangrove didominasi oleh hutan bakau (Rhizopora sp), api-api (Avicennia sp) dan

nipah (Nypa fruticans).

Pemanfaatan atau eksploitas hutan mangrove yang tidak terkendali, akan
menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan jumlah populasi produksi
perikanan dan biota lainnya karena ekosistem hutan di wilayah pesisir merupakan
tem pat perkembangbialan plasma nutfah. Kondid ini akan mempercepat laju abrasi
disamping pengaruh alam yang dominan. Bila kondisi ini berlanjut, maka kawasan

pesidr akan mengkhawatirkan pada masa mendatang.

Ada 2 (dua) hal yang menyebabkan terjadinya abrasi pada wilayah pedsir yaitu
pertama karna rusaknya hutan mangrove dispanjang pesisir pantai tersebut.
Kerusakan ini dissbabkan oleh semakin intensifnya penduduk yang menebang kayu
bakau (mangrove) untuk kepeduan bahan bangunan atau bahan pembuatan arang
bakau (panglong arang). Sedangkan yang kedua disebablan adanya gelombang

arus laut dan gelombang pasang tahunan/sepuluh tahunan yang disebut dengan

pasang keling.

Propinsi Riau merupakan salah satu propinsi di Indonesa yang memiliki letak

geografis yang strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga
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seperti Malaysia, dan Singapura, dimana kedua negara tetangga ini merupakan

pusat pertumbuhan e konomi yang paling dinamisdi kawasan Asa Tenggara.

Wilayah pesisir memilik arti strategis, karena potensi sumberdaya alam dan potensi
pengembangan jasa-jasa lingkungan. Kekayan sumberdaya alam dan jasa-jasa
lingkungan wilayah pesdsir Indoneda tersebar di garis pantai. Di kawasan ini, dapat
ditemukan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan
rumput laut yang didalamnya terkandung sumberdaya hayati, non-hayati dan
plasma nutfah. Jasa-jasa lingkungan pesisir yang tersedia dapat berupa keragaman
lingkungan pesidr untuk pengembangan pariwi sata, industri, pe muki kan, perkotaan

dan pelabuhan.

Menurut konvensi, wilayah pedsir adalah suatu wilayah peralihan antara darat dan
laut. Dengan menggunakan garis pantai sebagai acuan, wilayah pessir memilik
dua batas, yaitu batas sejajar garis pantai (longshor) dan batas tegak lurus
terhadap gatis pantai (crossshore) Dengan demikian, wilayah pesisrdapat meliputi
kawasan yang sangat luas, mulai dari batas laut teruar (Zona Ekonomi EKusif-ZEE)
sampai ke daratan yang mash dipengamhi ikim laut. Wilayah pesisir dapat juga
meliputi kawa san peralihan antara ekosistem laut dan ekosigem darat yang sem pit,
yaitu garis ratarata pasang tertinggi sampai 200 Meter ke arah darat dan kearah

laut meliputi garis pantai pada rata-rata pasang terendah.

Gambar 7. 1: SkemaBatas Wilayah Pesisir (Bengen, 2003)
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Kawasan pesisir dan laut di Propinsi Riau memilik potensi dan arti yang sangat
besar pada berbagai sektor yang ada, seperti ; pertambangan, perikanan,

perkebunan dan kehutanan. Kekayaan sumberdaya alam, didukung oleh letak yang
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strategis, menyebabkan propinsi ini juga berpotensi bagi pengembangan kawasan
indudri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan dan transportas laut sera

kawasan sentra perdagangan.

Kegiatan pengembangan ekonomi di skitar kawasan pesisirdan laut Propinsi Riau,
semakin intensif terutama setelah terbentulnya kabupaten dan kota baru sera
setelah diberlakukannya otonomi daerah. Pembangunan infrastukiur pere konomian
dan berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasi s kepada ekstraksi sumberaya
alam diperkirakan telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan
pesidrdan laut Propind Riau dalam bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan,
sedangkan kelestarian lingkungan sangat diperdukan dalam mendukung

keberanjutan program pembangunan.

Pengelolaan kawasan pesisir dan laut sebagai sbuah proses pembangunan
bertujuan untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan fungsi
lingkungan bagi kepentingan pembangunan. Profil lingkungan dan sumberdaya
alam kawasan pesisir dan laut merupakan sumberinformasi yang dapat dijadikan
input dalam pross perencanaan pengembangan kawasan pesisir dan laut Kendati
data dan informasi dimaksud sbagian sudah tersedia, tetapi masih bersifat parsial

dan tidak komprehensif.

Pembahasan wilayah pesisir menjadi pusat perhatian menyusul diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 yaitu sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususya pada beberapa
pasal tentang wilayah laut dan kewenangan daerah di wilayah laut. Menurut pasal-
pasal tersebut kewenangan Propinsi di wilayah laut diatur hingga sejauh 12 Mil laut

dari garispantai dan sepertiganya (0 -4 Mil laut) untuk Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut di Propinsi Riau dapat dikembangkan
dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain : kondis tipologi lingkungan
ekosistem, keadaan geografis, keberadaan potensi sumbemdaya yang dimiliki, dan
perkembangan kondisi kawasan sektamya. Aspek-aspek tersebut harus dapat
dirangkai dan dicarn tiik temunya, sehingga pembangunan kawasan yang akan

dikembangkan menjadi tepat fungs dan tepat sarasan.

Keberadaan hutan mangrove di kawasan pantai secara ekologis dapat berfungsi
sebagai pelindung garis pantai dari badai dan pengikisan air laut (abras pantai).
Secara ekonomis hutan mangrove dapat juga dimanfaatkan sbagai tambak

udang/ikan, tempat pembuatan garam, bahan baku ke rtas dan arang serta berfungsi
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sebagai pemompa nutien (Nutrient Punp) kepada ekosistem padang lamun dan
terumbu karang. Vegetasi mangrove di Propinsi Riau secara umum didominas oleh
bakau (Rhizophora sp) dan api-api (Avicennia ). Di pantai tebuka pohon
mangrove yang dominan dan perintis (pioneer) umumnya ditumbuhi oleh jenis api-
api (Avecennia sp) dan pedada (Sonneratia sp). Api-api cendemung hidup pada
tanah yang berpasir agak keras sedangkan pedada pada tanah yang berlumpur
lembut. Pada tempat yang terindung dari hempasan gelombang biasanya di
dominasi oleh Rhizophora mucronata dan Rhizophora apiculata. Lebih ke arah
daratan pada tanah lempung yang agak pejal dapat ditemukan komunitas tanjang
(Bruguiera gy mnorhiza). Nipah (Mypa fruticans) memupakan jenis palma yang juga
merupalkan komponen mangrove yang acap kali dijumpai di tepian sungai yang
lebih ke hulu.

Tabel 7.1 : Luas Hutan Mangrove dibeberapa Wilayah di Propinsi Riau

No. Ka b upa e n/ Kota Luas Hutan Mangrove (Ha)
1. | Indragii Hilir 129.000
2. | Bengkalis 34.003
3. | Rokan Hilir 14.015
Jumlah 177.018
Sumber : Data Olahan Bapedal Propinsi Riau, 2007.

7. 2. Faktor Penyebab

Adapun fakior penyebab (pressure) terjadinya kerusakan kawasan pessir dan laut

di Propinsi Riau disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Besamya energi yang ditimbullan oleh hempasan gelombang, terutama
gelombang yang berasal dari perairan bagian timur Propinsi Riau.

b. Struktur geologi wilayah pessir Propinsi Riau yang terdin dari endapan
permukaan muda yang terdiri dari batuaan lempung, lanau srta kerikil dan
endapan pemukaan tua yang terdiri dari lempung, lanau yang rentan terhadap

pengaruh lingkungan (abrasi dan erosi).

c. Kerusakan ekosistetm mangrove akibat over eksploitasi (abrad, erosd,

sedimentasi, intusi air laut).
d. Belum adanya master plan upaya konservasi mangrove di wilayah pesisr.

e. Tingginya laju lonwvers lahan di kawasan pesisr, sperti pembuatan tambak,

dan pelabuhan.
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f. Kurangnya koordinasi antar instansi sektoral terhadap kewajiban dan

kewenangan pengelolaan kawasan pesisir.
g. Kurang tegasnya pemerintah dalam implementasi kebijakan yang ada.

h. Kurangnya pembinaan masyarakat pesisr akan pentingnya kelestarian
lingkungan hidup.

i. Tidak adanya ketempaduan antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan
rencana tata ruang yang telah dibuat serta tidak adanya ketentuan-ketentuan
yang tegas apabila tejadi penyelewengan dari RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah).

j. Masih adanya tumpang tindih kepentingan pada areal yang telah ditetapkan
pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

k. Munaulnya konflik kepentingan atas penetapan dan pengelolaan jalur hijau
bakau yang dilindungi dengan masih memberikan izin untuk ditebang sebagai

bahan baku arang.

I. Mash terdapatnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan

penebangan mangrove yang biasanya terdapat pesidgr pantai.
m. Kurang terpadunya pengelolaan wilayah pesidr.

n. Hlangnya penutupan auatu lahan akbat akKivitas manusia seperti ekamasi
lahan, pembukaan perkebunan, penebangan dan pembakaran hutan (eros,

sedimentasi)

0. Meningkatnya jumlah polutan yang masuk ke perairan menyebabkan tingginya
konsentrasi zat-zat yang dapat menjadi koagulan atau penggumpal yang akan

mempercepat proses sedimentasi (sedimentasi).

p. Berkurangnya aliran massa air tawar dari hulu sungai karena berkurangnya
cadangan air tawar di hulu sungai dan hutan-hutan serta proses pembangunan

dam dapat mengalihkan aliran sungai (intrusi air laut).

g. AMivitas penebangan hutan pada hulu sungai oleh para pengusaha dan
masyarakat, apalagi dengan sistem tebang habis (clear cutting), menyebabkan
berkurangnya kemampuan hutan untuk menyimpan air. Berkurangnya
kemam puan hutan dalam menyimpan persediaan airtawar mengakbatkan pada
waktu tertentu, seperti pada musim keling (kemarau). Aliran air tawar dari
daratan akan berkurang, kondisi ini akan menyebabkan semakin jauhnya air laut

memasuki wilayah daratan pada saat pasang (intrusi air laut).
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r. Terjadinya penebangan liar hutan mangrove (illegal logging) di kawasan
pantai/pesisir, untuk keperluan bahan bangunan (cerocok) dan bahan
pembuatan Arang Bakau (ekspor)untuk diekspor ke negara tetangga terutama

ke negara Singapura.

s. Terjadinya akiivitas penangkapan ikan dan over fishing menggunakan bom,

racun dan sianida.

t. Buangan limbah industi di kawasan timur Sumatera, aKlivitas pariwisata bahari
dan legiatan lalu lintaslaut, baik transportasi kapal penumpang/barang maupun
tanker, dan pembuangan Buangan limbah domestik dari kota-kota pantai di
Propinsi Riau.

u. .Belum adanya kajian yang jelas tentang daya dukung lingkungan (carrying

capadity)tethadap lkegiatan penambangan pasir laut.

7. 3. Dampak (Im pack)

Dampakakibat terjadinya kerusakan kawasan pesidr dan laut, antara lain sebagai

beri kut :

a. Hlangnya keanekaragaman hayati, flora dan fauna teutama mangrove yang
mempunyai tingkat biodiversity yang tinggi.

b. Hlangnya perlindungan kawasan pesisir dari ombak yang mengakibatkan

tingginya tingkat abrasi, sedimentasi dan intrusi air laut akan berakibat buruk
pada beberapa kegiatan terutama kegiatan pertanian.

c. Air laut yang memasuki daerah daratan dan mencapai daerah perkebunan
kelapa dan persawahan akan menyebablan terjadinya kematian pada tanaman

kare na tingginya tingkat ke sadahan dari intrus airlaut.

d. Menurunnya hasil dari komoditas perikanan karena rusaknya ekosstem bakau
akan merusak feeding dan nursery ground bagi species ikan, udang, kepiting

dan tiram yang sangat pentingbagi usaha perikanan.

e. Akibat terjadinya abras, emsi, sedimentasi dan intrusi air laut menjadi ancaman

hilangnya kawa san pemukiman pendudukte rutama dikawasan pesisir.
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Gambar 7.1 : Abrasi Pantai Akibat Gelombang Laut

i
Sumber : Bapeddda Kabupaten Bengkalis, 2004.

Turunnya hasil dari komoditas perikanan baiktangkap maupun budidaya.
Perairan muara dan pantai menjadi keruh sehingga penetrasi cahaya matahari

pada perairan akan berkurang yang akan menghambat proses fotosintess

tumbuhan peraiman (erosi, sedimentasi)

Terganggunya jalur trangporatas perairan yang banyak digunakan oleh

sebagian besar masyarakat (sedimentasi)

Dampak lain dari semakin jauhnya aliran air laut memasuki perairan sungai
adalah terancamnya daerah pengambilan air tawar sebagai bahan baku bagi
beberapa Perusahaan Air Minum Daerah (P DAM ).

7. 4. Penanggulangan (Res ponse)

Untuk mengatas permasalahan terjadi degarasi kawasan pedsir dan laut upaya

yang dapat dilakukan diantaranya :

a.

Membuat peraturan daerah tentang penataan ruang permuntukan lahan dan
perlindungan kawasan mangrove. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti

ketidakjelasan aturan dan penataan ruang kawasan hutan mangrove.

Peninjauan kembali luas dari kawasan HPH yang dilelola oleh pemusahaan
karena menyangkut masalah pelestarian hutan dan kemampuan hutan untuk

berproduksi .

Pemanfaatan kawasan hutan lindung (konservasi dan preservasi) peifu
memperhati kan aturan-aturan yang ada.

Melakukan legiatan reboisasi pada daerah-daerah kitis terutama yang terletak

di daerah pantai bergelombang kuat serta pinggiran sungai yang berarus kuat

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (S LHD) Propinsi Rau Tahun 2007 VIl - 8



Bab VIL Pesisir dan Laut

terutama dengan jenis tanaman yang sesui dengan dengan kondisi

lingkungannya.

Kawasan penyangga (buffer zone) untuk kawasan hutan mangrove harus
memperhatikan fungsi ekologis mangrove sebagai daerah pemijahan dan

pembesaran bagi berbagi organisme perairan.

Menetapkan batas maksimum untuk sluruh hasil panen yang dapat diproduks,
dimana lkecendrungannya adalah memaksimalkan hasil panen untuk mencapai

keuntungn jangka pendek tanpa mem perhitungkan keuntungan jangka panjang.

Perlu kesamaan visi, misi, serta program dari berbagai instans sektoral
pemerintah yang terlait dengan pengelolaan kawasn pantai. Dan perlu

pening katan kerjasama antar dinasdan instansi yang ada.

Membangun penahan atau pemecah gelombang baik secara horizontal maupun
vertikal sehingga intensitas gelombang dapat diperkecil. Untuk pemecah
gelombang alami dapat dimanfaatkan tanaman jenis api-api, sedangkan
pemecah gelombang buatan dapat menggunakan batu-batu atau beton

berukuran besar.

Tidak mengizinkan adanya kegiatan penambangan atau eksploitasi pasir laut di
wilayah pesisir.

Membatasi jumlah panglong arang bakau karena sebagian besar tidak memiliki
izin dan tidakpunya dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

Perlunya perbaikan pengelolaan wilayah pesisir melald perbaikan sistem

manajemen, sodalisasi, dan adion plan secara terpadu.

Perlunya penetapan zonasi mangrove di daerah pesisir untuk berbagai
peruntukan seperti kawasan konservasi, kawasan konwers, dan kemungkinan

pengembangan kawasana ecotoulism.

. Penyediaan kawasan penyangga pada daerah pertambakan di kawasan pesigr
untuk ditanami mangrove atau penerapan dstem bididaya tambak slvikultur.
Kawasan penyangga tersebut berfungsi untuk mencegah abrasi, disamping

sebagai sarana untuk menangkap sedimen yang terbawa arus.

Dalam penanggulangan degradas kualitas perairan laut, Pemerintah Propinsi
Riau telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain melakukan kajian kualitas
perairan dan sumber penyebab utama ke sakan perairan dan pada tahun 2006
telah mdakukan kajian tentang kawasan strategis di kawasan pesdsir Propinsi
Riau.
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0. Bapedal Propinsi Riau kefjasama dengan pihak Pusat Penelitian Lingkungan
Hdup (PPLH) Universitas Riau telah melakukan penelitian terhadap potensi
SDA Wilayah Pesidr dan Lautan Propind Riau, yang meliputi kawasan pesisr
Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Pelalawan dan Indragiri Hilir.

7. 5. Kendala

Berdasarkan kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangla

meminimasi kerusakan kawasan pesisir dan laut hasilnya mash belum

sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarena adanya beberapa kendala

dilapangan, antara lain yaitu :

a.

Pengelolaan kawasan Pesisr dan laut melibatkan banyak sektor terkait
sehingga dalam penyelenggaraan memedukan koordinasi, yang kadang-kadang
sulit dilaksanakan.

Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dalam mengetahui tinglat
kerusakan kawasan pesisirdan laut yang dimilik pemerintah daerah.

Luasnya areal kawasan pesisir dan laut Riau, sehingga upaya yang dilakukan

hanya bersifat pada lokasi yang tetbatas.

Inventarisasi kerusakan mangrove dengan sistem remote sensing

membutuhkan biaya yang be sar yang saatini belum tersedia.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kele starian mangrove
yang terdapat di pinggiran pantai yang berperan penting sebagai benteng alami
bagi pantai.

Be sarmya biaya untuk pembuatan pemecah gelombang dan pembuatan tanggul-

tanggul.

Masih maraknya praktek illegal logging dan susah diberantas karena melibatkan

banyak unsur dan berbagai kepentingan berbagai pihak
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BAB Vil
AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bila diperhatikan isu lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Riau slama tahun
2007, terlihat tidak jauh berbeda dengan isu-isu lingkungan yang terjadi dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini, seperti ; lllegal Logging, Kebakaran
Hutan dan Lahan, Permasalahan Banjir, Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siak,
dan Gangguan Satwa Liar (Gajah dan Harimau Sumatera) hal ini seolah-olah
menjadi agenda rutin tahunan di Propind Rau yang seharusnya mendapat
perhatian yang serius untuk ditanggulangi baik oleh pemerintah, masyarakat

maupun pihak terkait lainnya.

Terjadinya pengulangan isu lingkungan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Propinsi
Riau hal ini pada satu §si menandakan belum optimalnya penerapan program yang
telah dibuat oleh pemerintah dalam mengantisipasi dan meminimalkan terjadi isu
lingkungan dan pada sisi lain yang sangat menentukan adalah belum maksimalnya
dukungan masyarakat dan pihak terkait seperti pelaku usaha (pemsahaan) dalam
mendukung serta melaksanakan program yang telah dibuat oleh pihak pemerintah

daerah.

Memperhatikan adanya permasalahan diatas, pada tataran pemerintah sudah
adanya political well dengan membuat aturan-aturan serta penyedian anggaran
dana dalam mengantisipasi terjadinya isu lingkungan, namun pada tataran
masyarakat dan pelaku usaha belum mendapatkan respon sebagaimana yang
dihampkan vyaitu terlibat akiif dalam mejalankan setiap keputusan yang telah
ditetap kan oleh pemerintah.

Selanjutnya, dengan mengacu kepada lonsep pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan serta dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan
lingkungan hidup di wilayah Propinsi Riau, maka dirasa peru tindak lanjut dan
upaya dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam meminimalkan dampak yang
terjadi dan beberapa program dan kegiatan yang perlu direncanakan agar dapat

dilaksanakan pada kurun waktu beri kutnya.

8. 1. Tindak LanjutPenanggulanganisuLingkungan Hidup

Dalam penanggulangan dan meminimalkan terjadinya i su-i su lingkungan hidup yang
terjadi di daerah riau selama tahun 2007, maka perlu dilakukan kebijakan sesuai iau

lingkungan yang teijadi, yaitu:
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a. lllegal Logging

Mencermati belum optmalnya dalam pemberantasan illegd logging, dan demi

keledarian fungsi lingkungan hidup, maka pefu dilakukan hal sebagai berikut :

e Membangun komitmen bersama tentang pemberantasan illegal logging,
termasuk pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku yang terlibat dalam

kasusillegallogging.

e Mengintensipkan fungs Penyidik Pengawai Negei Sipil (PPNS) menuju
penegakan hukum yang lebih baik

e Memperimbangkan kembali |lebijakan pemberian izin eksploitasi
sumberdaya hutan dalam beragai bentuk, kecuali untuk hutan tanaman
indudri (HT1dan HPHTI).

e Memperimbangkan penutupan semua bentuk perizinan pemanfaatan kayu

alami dari hutan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

e Melakukan pembinaan terhadap masyarakat hutan, dan pemberian solusi
terhadap alternatif mata pencaiian pengganti.

b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di propinsi Riau
maka perlu terus dilaksanakan beberapa lebijakan yang telah dirumuskan,

antara lain :

o Melakukan evaluasi kembali program kerja penanganan masalah kebakaran
hutan dan lahan teutama tentang organisasi Non struktural — Dal karhutla di
propinsi Riau dengan melibatkan stake holder yang merasakan langsung

dampaklingkungan yang ditimbullkan.

e Pengalokasian dana yang cukup dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah propinsi Riau dan kabupaten/kota untuk penanggulangan masalah

bencana lingkungan.

e Pembentukan bagian penegakan hukum yang dibekali dengan pengetahuan
hukum lingkungan untuk menyeret pelaku kejahatan di bidang lingkungan,
ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang

profesional dibidang hukum lingkungan.

e Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan kepada
segenap pihak terkait.
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e Mengupayakan secara bertahap pengadaan peralatan dan mobilitas

pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

o Membentuk kelembagaan khusus yang dapat bertanggung jawab penuh
terhadap  kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan/lahan, dengan penempatan dalam jumlah dan kualifikasi personil yang
memadai dan didukung dana, peralatan cukup dan kewenangan yang jelas
di lapangan.

e Perlu adanya Peraturan Daerah (Pema) yang mengatur Pola Pembukaan
areal perkebunan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e Membina kelompok masyarakat disektar hutan, Perusahaan Besar Swasta
Nasional (PBSN) dan HPHHTI dalam rangka penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan.

o Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan parti sipasi masyarakat
terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melalui

pem bentukan kelompokM asyarakat Peduli Api.

e Mendirikan Pusat Kajian/Penelitian Kebakaran Hutan dan Lahan pada
kawasan gambut, bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan pihak

luar negeri, sperti dengan AWB (Asean Wetland Bereau)

c. Permasalahan Banjir

Dalam mengatasi permasalahan banjir pada beberapa daerah rawan banjir di
propinsi Riau maka pedu beberapa kebijakan yang telah dibuat untuk

dilaksanakan dan mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

e Perlu dilakukan kajian dan pemetaan lokasi yang mengalami bencana banjir
dan rawan banjir, sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah

kabupaten/kota dalam mengantisipasi terjadinya banijir.

e Pengalokasian dana Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan bendungan pengendali banjir
(bagi perkotaan)dan perbai kan kualitas drainasi.

e Membina kelompok masyarakat di daerah rawan banjir dalam rangla
meningkatkan  kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

menanggulangifm engantisipasi te jadinya bencana banjir.
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Melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan Reboisasi lahan

(kritis) terutam a di daerah-daermah rmwan banjir.

Menyiapkan dana rehabilitas pasca banjir guna membantu penyiapan
relokasi bagi korban banjir dan penyiapan sarana dan prasarana kesehatan

dan penyedian air bersih.

d Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siak

Dalam mengatasi permasalahan Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siakmala

perlu beberapa kebijakan yang telah ditetapkan untuktems dilaksanakan yaitu :

Penyusunan perencanaan terpadu tentang pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Siak yang melibatkan pihak terkait dengan melakukan
penelitian dan pengkajian.

Penerapan Pewmuntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak (Keputusan
Gubernur Nomor : Kpts. 12 Tahun 2003).

Optimalisasi penggunaan Indalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi
usaha/kegiatan dan penerapan program Land Aplikasi bagi Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) yang berada wilayah DAS.

Melakukan pembinaan tethadap masyarakat yang tinggal di sepanjang
wialayah DAS dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup

dengan tujuan meningkatkan parti spasi masyarakat.

Melakukan lerjasama dengan pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dan
Forum Pengelolaan DAS dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan DAS Siak

Mempersapkan suatu bentuk Badan Pengelola DAS Siak, yang terdiii dari
berbagai stake holder, seperti pihak Perguruan Tinggi, LSM, Dunia Usaha,
Para Palar dan M asyarakat.

e. Gangguan Satwa Liar

Dalam mengatasi pemasalahan gangguan kawanan gajah dan harimau

sumatera maka perlu ditindakanjuti beberapa kebijakan yang telah diambil

antara lain :
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e Mengembalikan fungsi kawasan konservas di Propinsi Riau terhadap
aktivitas konversi, seperti : Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Taman

Nasional Tesso Nilo, dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

e Meningkatkan pengalolkasi dana baik dari APBN maupun APBD (Propinsi
dan Kabupaten/Kota) guna menunjang pengiringan penangkapan dan

pengiriman gajah di lapangan.

e Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan gangguan
kawanan gajah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penanganan di
lapangan, yang mengakibatkan terfadinya perburuan satwa ini yang

mengakibatkan kematian.

e Meningkatkan kepedulian bagi para pemegang/pemilik kegiatan HPH/HP HTI
dan perkebunan untuk melindungi keberadaan satwa gajah diareal
kegiatannya masing-masing, dengan tidak mengeksloitasi wilayah habitat

satwa liar.

8. 2. Program dan Ke giatan Yang Dire ncanakan

Memperhatikan penanganan isu lingkungan hidup di Propinsi Riau yang terjadi
selama tahun 2007 dengan berbagai penerapan kebijakan dan program yang telah
dilaksanakan serta evaluas dari kebijakan tersebut, maka disadari masih tedapat
kelemahan dalan menangani permasalahan isu lingkungan hidup yang terjadi,
untukitu diperlukan suatu bentuk program atau kegiatan yang dapat dilaksanakan
dalam rangka meredam atau menekan terjadinya isu-su lingkungan hidup pada

tahun beri kutnya.

Dalam rmangka meminimalkan isu lingkungan hidup dalam agikasinya harus
mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, yaitu dari lomponen pengelola
lingkungan hidup di daerah, baik dari unsur pemerintahan, swasta dan dunia usaha,
serta perguruan tinggi maupun dari komponen masyarakat. Adapun beberapa

program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1) Program Penataan Fungsi Kelembagaan dan Pe ngembangan Sumber Daya
Manusia, dengan tujuan :

a. Menata kembali struktur ogaisasi tata laksana pemerintahan baik di tinglat
propinsi maupun kabupaten/kota, dengan mengintegmsilkan adanya
keterwalkilan kepentingan fungsi lingkungan hidup disetiap instansi teknis
terkait.
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Membangun kerjasama dengan setiap dake holder yang terkait dengan
pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai

mediatorantar pihakpemeiintah, ssktor swasta dan masyarakat.

Melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain baik instans vertikal
maupun horizontal, baik dalam penyusunan program lerja ataupun dalam
implementasnya agar tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan out-put

yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiens kefja dan dana.

Membentuk lembaga non drukural ditingkat bawah (desa) sebagai
perpanjangan  fungsi instansi  pengelola lapangan (Bapedalda
Kabupaten/Kota).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui legiatan pendidikan,

pelatihan dan kursus-kursus di bidang lingkungan hidup.

Membantu peningkatan sumber daya manusia bagi organisasi
kemasyarakatan yang memilik komitmen terhadap upaya pengelolaan

lingkungan.

Mengintensifkan kinerja aparatur Instansi pengelola lingkungan pada tingkat
kabupaten/kota dan bahkan sampai ke tingkat lkecamatan dengan

melengkapi sarana dan fasilitastermasuk pengadaan laboratorium.

2) Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam, dengan tujuan:

a.

Melakukan inventaiisas dan identifikas terhadap ekosistem sumberaya

alam dan lingkungan yang telah terkena degradasd lingkungan.

Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan eksploitas sumberdaya alam
dan terhadap kegiatan ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan

melaku kan pemantauan lapangan yang berkelanjutan.

Mengembalikan fungsi kawasan lingkungan yang telah rusak ke kondisi
semula, temasuk hutan lindung, suaka mamgasatwa, dan gren belt
disepadan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.

Penetapan perencanaan dan pembangunan ruang tebuka hijau dilokasi

yang merupakan kawasan publik dan tem pattempat tertentu.

Melakukan  rehabilitas tethadap lkawasan-kawasan yang telah

mengalamidegradas lingkungan.
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3) Program Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup, dengan tujuan :

a.

Penyusunan peraturan daerah yang dapat mengayomi segenap kepentingan

lingkungan secara komprehensf diberbagai sektor dan bukan secara parsial.
Menyusun petunjuk te knis dari setiap kebijakan yang dilaksanakan.
Mendukung kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup

dengan menerbitkan peraturan dan ketentuan pada tingkat kabupaten.

Mengintegrasi kan instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan pada stiap

kegiata pembangunan di berbagai se ktor.

Mewajibkan setiap kegiatan yang memberikan dam pak terhadap lingkungan
hidup untuk menyusun dan melaporkan Standar Operasional Produser
(SOP).

Meningkatkan sumberdaya manusia penyusun pada (legidatif) aparat

penegakan hukum (yudikatif) lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan.
Intensifikasi kinerja aparatur penegakan hukum lingkungan,termasuk kinerja
aparat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) vyang ada di inditusi
pengelolaan lingkungan kabupaten.

Melakukan sosialisasi terhadap semua produk hukum yang bekaitan dengan

pengelolaan lingkungan.

4) Proggam Pengadaan sarana Dan Prasarana Upaya Penegelolaan

Lingkungan, dengan tujuan :

a.

Melakukan pegadaan saran dan parasarana laboratuium lingkungan

sebagaii rujukan tehadap berbegai analisis parameter lingkungan hidup.

Melengkapi laboraturium bergerak untuk melukan sampeling dan analiss

yang haws dilakukan secam in situ.

Melengkapi fasilitas dan sarana mobilisasi petugas lapangan agar dapat
menjangkau dan memiliki aksesibilitas lebih terhadap lokasi-lokasi yang

menjadi sarana peninjauan lapangan.
Melengkapi sarana dan fasilitaspemadam api secara betahap.
Melengkapi sarana dan fasilitas yang digunakan untuk sampling limbah.

Melengkapi fasilitas pendukung lainya seperti gedung, dan peralatan kantor
yang lebih representatif.

Melengkapi sarana perpustakaan dan berbagai buku sebagai pusat referensi

teori upaya pengelolaan lingkung a.
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5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup, dengan

tujuan :

Mengintregrasikan program pengelolaan lingkungan kepada dunia pendidikan

baik tingkat dasar, menengah ataupun tingkat atas ataupun perguruan tinggi

dengan memasukan mater pengelolaan lingkungan kedalam kuri kulum muatan
lokal.

a.

Melakukan sosdalisasi terhadap semua lebijakan lingkungan kepada
segenap lapisan masyarakat.

Mengikutsertakan masyarakat dan bempartisifasi terhadap upaya
penanggulangan bencana alam dan lingkungan.

Melakukan pembinaan masyarakat tentang tatacara melakukan eksploitasi
sumber daya alam s cara berlkelanjutan.

Memberikan insentif bagi masyarakat yang dianggap berjasa dalam

pengelolaan lingkungan.

8. 3. Jenis KegiatanYang Direncanakan

Sehubungan dengan permasalahan dan isu lingkungan yang terjadi slama tahun

2007 di wilayah Propind Riau, maka perlu diimplementasikan program yang sudah

disusun tersebut dalam rangka mendukung upaya pengelolaan lingkungan terhadap

iau lingkungan yang terjadi dalam bentuk kegiatan.

Adapun bentuk kegiatan yang akan dilakukan diperioritas suaikan dengan isu

lingkungan hidup yang terjadi, yaitu :

1) lllegal Logging

a.

Survey dan Identifikasi Pendataan Pemasalahan lllegal Logging.

Sasaran :

e Inventarisasi dan Identifikasi pendataan permasalahan illegal logging di
Propind Riau.

e Sebagai upaya pencarian solusi permasalahanillegal logging.

Pemantapan Kelolmpok sadar lingkungan di tingkat Desa, sebagai

pengawas langsung di lapangan melalui kegiatan penyuluhan.

Sasaran:

e Peningkatan peran dan patisipas langung masyarakat dalam
pencegahan kegiatanillegal logging
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e Lebih mudah dalam pengkoordinasan dan komunikasi antar pemerintah

dan masyarakat.

Pemberdayaan Fungsi PPNS

Sasaran :
e Mengintensifkan peran dan fungs sumberdaya Manusia
e Penegakan hukum lingkungan

o Menyeret pelaku perusak dan pencemarlingkungan ke pengadilan.

Penyuluhan Penangan Masalah lllegal Logging melalui pem berdayaan
masya rakat.

Sasaran :

e Memberikan wawasan dan pemahaman tentang lingkungan hidup bagi
masyarakat yang bermukim dise ktarhutan.

e Memberikan pengetahuan tentang tata cara eksploitas sumberdaya hutan
yang berkelanjutan.

e Memberikan slusi alternatif mata pencarian pengganti bagi masyarakat

sekitar hutan.

2) Kebakaran Hutan dan Lahan

a.

Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan
Sasaran :

e Pemberdayaan masyarakat ssbagai ujung tombak pencegahan terjadinya
kebakaran hutan dan lahan.

e Meningkatkan tanggung dikalangan masyarakat pada wilayahnya masing-
masing terhadap ancaman kebakaran, dan terhadap proses degradasi

lingkungannya.

Pendidikan dan Pelatihan personal satuan pemadam kebakaran
Sasaran :

e Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tata cara penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan.

¢ Peningkatan pe ngetahuan tata cara penyelamatan dan perttolongan korban
kebakaran hutan lahan.
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e Memiliki pengetahuan manajemen penanggulangan kebakaran hutan
dalam arti luas, termasuk sarana mobilisasi penduduk dan koordinasi

dengan pihak terkait.

Pengadaan Fasdlitas sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,
termasuk sarana mobilisasi personil dengan dukungan dana operasonal

yang proporsonal.

e Mendukung kelancaran operasional pelaksana tugas dalam rangla
penanggulangan maslah kebakaran.

e Mempermudah aksessibilitas terhadap lokas-lokasi tempat terjadinya
kebakaran hutan dan lahan.

3) Permasalahan Banjir

a.

b.

Pendirian Pos Komando (POSKO)dan pembentukan Tim Penyelamat Banjir
pada tingkat Kabupaten sampai pada tingkat ke cam atan.

Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di wilayah
Daerah Aliran Sungai (DAS) tentang pola pembukaan lahan untuk pertanian

dan perkebunan yang memperhatikan kaedah penyelem atan lingku ngan.

4) Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siak

a.

Pengimplementasian Master Plan tentang pengelolaan DAS Siak
Sasaran :

o |dentifikasi kegiatan sumber perusakan dan pencemaran lingkungan yang
terdapat di DAS Siak

e Sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan wilayah DAS secara

komprehensi dengan cara pandang ekosi stem.

e Melibatkan pihakpihak terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan
DAS Siak baik dari pihak pemerintah, elemen masyarakat, dunia usaha,
perguruan tinggi dan para pakar.

Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
lingkungan DAS Siak

Sasaran:
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e Mensinergikan program pengedalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pihak swasta
terlait.

e Mempermudah koordinasi dalam berbagai bentuk pengendalian fungsi
lingkungan hidup.

5) Penanggulangan Gangguan Satwa Liar.

a. Meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan konsrvasi, dengan
melaksanakan kegiatan reboisasi pada areal yang sudah mengalami tinglat
kiiti s.

b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan tethadap akifitas yang

menjebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan.

c. Pengendalian Gangguan Satwa Liar ; Pembuatan parit pagar pengamanan
dan meningkatkan fungsi lkawasan Suaka Margasatwa serta

mengoptimalkan Pusat Pelatihan Gajah yang ada.
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B. Sumber Data
NO. | DINAS/BADANANSTANSI JENIS DATA DAN INFORMASI
1. | Dinas Kehutanan - Luas dan kondis kawasan hutan Propins
Propinsi Riau Riau tahun 2006-2007.

- Sebaran hotspot di Propinss Riau per
kabupaten/kota Riau tahun 2006 - 2007.

- Luas kebakaran hutan dan lahan se Propinsi
Riau per kabupaten/kota se Propinsi Riau
Tahun 2006 - 2007.

- Luas lahan kitis dalam kawasan hutan di
kabupaten/kota berdasarkan tataguna hutan
ke £pakatan di Propinsi Riau tahun 2006 —
2007.

- Rehabilitas hutan dan lahan di Propinsi Riau
dai sumber dana DAK-DR tahun 2006 -
2007.

- Daftar jumlah perkara dan hasil lelang tahun
2006 gd. 2007.

- Jumlah kasusillegal logging di Propinsi Riau
selama tahun 2006 - 2007.

- Langkah-langkah yang diambil dalam
mengantispas terjadinya kasus illegal
logging di Proping Riau.

- Jumlah lasus gangguan kawanan gajah
selama tahun 2006 - 2007 di Propinsi Riau.

- Penanganan kasus gangguan kawanan
gajah yang telah dilakukan di Propinsi Riau.

- Data tentang jumlah dan luas kawasan
lindung, suaka margasatwa, taman nasonal
yang ada di Propinsi Riau.

- Jumlah tenaga dan peralatan yang dimiliki
oleh regu pemadam kebakaran dan lahan di
Propinsi Riau sampai tahun 2006 - 2007.

- Kendala dan hambatan yang dijumpai dalam
rangka pemadaman kebakaran hutan dan
lahan.

- Jumlah Balai Pembenihan bibit tanaman
kehutanan yang ada di propins riau
berdasarkan kabupaten/lota.




Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Riau

Jumlah dan prosentasi penggunaan lahan di
Propinsi Rilau sampai tahun 2007.

Luas lahan krisis ada di Propins Riau
berdasarkan kabupaten/lota.

Dinas Perkebunan
Propinsi Riau

Luas lahan perkebunan berdasarkan jenis
yang rusak akibat kebakaran hutan dan
lahan tahun 2006 s/d. 2007.

Luas lahan perkebunan berdasarkan jenis
yang rusak akibat bencana banjir tahun
2006 gd. 2007.

Jenis dan jumlah komunitas ekspor hasl
perkebunan di Propinsi Riau tahun 2005 —
2007.

Luas perkebunan kelapa sawit, karet yang
dilelola oleh perusahaan swasta, BUMN,
PMA dan masyarakat yang ada di Propinsi
Riau berdasarkan kabupaten/lota sampai
tahun 2007.

Dinas Kesehatan
Propinsi Riau

Perkembangan penyakit ISPA akibat kasus
kebakaran hutan dan lahan berdasarkan
kabupaten/kota se Propinsi Riau.

Jumlah lasus penyakit yang diakibatkan
oleh buruknya kondisi lingkungan sepeti
malaria, diare, kulit dll berdasarkan
kabupaten/kota selama tahun 2006 </d.
2007.

Data jumlah pasien/penderia yang
menderita penyakit yang disbabkan
buruknya kondisi lingkungan sepert ; diare,
malaria, kulit. Ispa dll untuktahun 2006 s/d.
2007.

Jumlah srana kesehatan (Puskeanas,
Puskemas Pembantu, Puskemas
keliling/tempung, Rumah Sakit) yang
dilelolaan pemerintah di Propins Riau.
Jumlah sarana kesehatan (Rumah Sakit dan
Balai Pengobatan dil) yang dikelola oleh
pihak swasta di Propinsi Riau

Jumah tenaga medis dan paramedis
bedasarkan kabupaten/'kota di Propinsi
Riau.

Jumlah sarana pendidikan yang dilelola
Dinas Kesehatan bai k ting kat
kabupaten/kota maupun propinsi.

Badan Kesejahteraan
Sosial Propinsi Riau.

Wilayah lkabupaten/kota di Propins Riau
yang terkena bencana banjir tahun 2006 —
2007.

Data tentang kerugian akbat bencana banjir
tahun 2006 — 2007 yang mencakup : jumlah
kecamatan/desa, jumlah KKjjiwa yang
terkena banjir dan kerugian yang dialami
akibat banjir dan sarana dan prasarana yang
rusak.




Data tentang besaran penyaluran bantuan
kepada para kotban banjir selama tahun
2006 —2007.

Dinas Perikanan
Propinsi Riau

Jenis dan jumlah produksi sektor perikanan
darat dan sungai berdasarkan
kabupaten/kota di propins fiau tahun 2005
s/d. 2007.

Jenis dan jumlah produksi sektor perikanan
laut berdasarlkan kabupaten/kota di propinsi
riau tahun 2005 sd. 2007.

Jumlah dan jenis budidaya peilikanan yang
ada di Proping Riau sampai tahun 2007.
Jumlah dan jenis ekspor hasdl perikanan
tahun 2005 s/d. 2007.

Badan Meteorologi
Geofisika

Data jumlah curah hujan, jumlah hari hujan
dan suhu udara dari beberapa stasun yang
ada di Proping Riau slama tahun 2007.
Buletin Meteorologi dan Geofisika terbitan
selama tahun 2007 .

Dinas Pertambangan
Propinsi Riau

Data kegiatan jenigsekior pertambangan
per kabupaten/kota sam pai tahun 2007.
Jenis bahan tambang di Propins Riau
berdasarkan kabupaten/lota.

Jumlah deposit jenis bahan tambang di
Propinsi Riau.

Nama pemusahaan yang bergerak dibidang
petambangan minyak dan gas bumi di
Propinsi Rlau sampai tahun 2007.

Nama perusahaan yang bergerak dalam
bidang penambangan mineral dan Batubara
di Propinsi Riau.

Jumlah produksi masing-masing
pemusahaan dibidang penambangan minyak
dan gas bumi di Propinsi Riau.

Jumlah produksi masing-masing
perusahaan dibidang penambangan mineral
dan batu bara di Propinsi Riau.

Jumlah dan jenis bahan tambang kegiatan
Penambangan Tanpa Izin (PETI)
berdasarkan kabupaten/lota.

RS. Arifin Ahmad
Propinsi Riau

Data jumlah pasien/penderita penyakit yang
disbabkan buruknya kondisi lingkungan
sepetti ; diare, malaiia, kulit. ISPA dll, untuk
tahun 2005 s/d. 2007.

10.

BKS DA Propinsi Riau

Data tentang jumlah kasus gangguan
kawanan gajah selama tahun 2005 s/d.
2006 di Propinsi Riau.

Data tentang kerugian yang diakbatkan oleh
gangguan kawan gajah berdasarkan
kabupaten /kota selama tahun 2006 - 2007.
Data tentang ke giatan relokasi gajah selama
tahun 2006 - 2007.

Langkah-langkah yang diambil dalam




penanggulangan gangguan kawanan gajah
selamatahun 2006 - 2007.

Jumlah kematian gajah yang disbabkan
petbuman dan dalam proses relokas tahun
2005 9d. 2006.

Data tentang jumlah tem pat
peldindungan/relokasi gajah dan jumlah
populasi gajah di propind riau sampai tahun
2007.

11.

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlah berbagai komuditas ekspor hasl
industri perkebunanan berupa; karet, sawit,
dll.

Jenis dan jumlah komuditas ekspor sektor
kehutanan (pulp & kertas kayu olahan, dll).

Jumlah industri sektor perlkebunan,
manufaktur, bahan kimia, kehutanan di
Propinsi Riau berdasarkan  wilayah
kabupaten/kofa.




